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ABSTRAK

Nama : Ika Retnaningtyas
Program Studi  :  Magister Akuntansi ‘
Fadul :  Kajian Atas Dampak Peraiuran Transfer Pricing Dalam B«

Commerce Terhadap Teansaksi B-Commerce Di Indonesia

Perkembangan dunia usaha dengan menggunakan sarana e-compperce telah
menjadi afat transaksi yang jamak ditkut terotama oleh perusshaan multinasional,
Sedangkan perusshaan multinasional juga membutubkan sarans yromsfer pricing
untuk mengukur kinerjanya, Untuk ifu, tesis ini membahas metode dan peraturan
transfer pricing, yang dikaitkan dengan e-commerce serin dampek terhadap
perkembangan transsksi e~commerce ketika peraluran prangfer pricing dalam e
commerce diterapkan. Penelitian ini merupskan kajian pustaka dengan desain
deskriptif, Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum terdapal peratoran transfer
pricing dalam e-commerce, dan apabila peraturan itu diterapkan, transaksi e
commerce akan menjadi terkendali, bukan menjadi “tempat bersembunyi™ bagi
transaksi-fransaksi yvang digunskan vutuk menghindari pajak,

Kata Kunei;
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ABSTRACT

Name + Tka Retnaningtyas
Study Program @ Magister Akuntansi
Title : Study of The EBffect of BE-Commecrce-Transfer Pricing

Regulation on E-Commerce Transaction in Indonesia

The development of the business world with the use of e-commerce has become a
usual transactional frade o followed, especially by muitinational companies.
While multinational corporations are also needed to measure the transfer pricing
performance. Therefore, this thesis discusses the transfer pricing methods and
regulations, which is associated with the e-commerce and the effect on the
develnpment of e-commerce transactions when the mansfer pricing rules in e-
commerce implemented. This rescarch is qualitative descriptive interpretive,
Results of research indicate that there is not trarsfer pricing regulations on e~
comemerce, and when the regulations applied, e-commerce transactions will be
restrained, not to be 2 “hiding place” for the transactions that are uged to aveid tax.

Keywonds:

Transfer Pricing Method, Transfer Pricing Regulations, E-Commerce Transaction,
Transfer Pricing Rules In E-Commerce, Efifect Of Transfer Pricing Regulation On
E«wommerce
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BAB1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat telah membawa kita
pada suatu keadaan dunia yang barangkali tidak pernah dibayangkan sebetumnya,
Teknologi iaformasi saat ini, terutama berkenaan dengan komputer, felzh
menggiring kita pada suatu model transakst tanpa kertas (paperfess) dan tidak
mengenal batas-batas negara (borderless).

Milenium bara membawa dampak meningkainya perdagangan global vang
tidak terbendung. Pekembangan berbagel bidang seperti dalam  bidang
telekomunikasf dan kemaiuan besar yang dicapai oleh tekaologi informasi
membentuk suaty perekonomian regional tersendiri yang diwujudkan menjadi
bagian dari perckonomian global, seria membawa dunia pada satu konsep baru
"Onie World-One Econory (Misith, 2081

Satah sate model transaksi yang menunjukkan perkembangan cukup pesat
adalah transaksi perdagangan (baik barang meupun jasa) melaloi dunia maya ateu
yang dikenal secara Iuas dengan istilsh e-commerce. Era globalisasi memaksa
pengusaha untuk depat aktif ikut serta dalam segala bentuk kompetisi dan
pengpunasn prasarana modem yang digunakan oleh kompetitornya, Hal i
membawa para pelaku bisais ke satu dunia tanpa batas dalam penggmaannya di
bidang elekironik, seperti bermunculannya transaksi elektronik doengan segala
turunannys,

‘Trapsaksi elekironik itu sendiri berkembang penggunaannya dalam hal
vang semula tidak pemah diupayakan keberadaannya, namun hingga kini tercatat
transaksi elekironik adalah bagian penting dalag bisnis secara global, terutama
untuk kepentinga B2B (Business fo Business) maupun B2C (Business o
Customer} (Anthony, 2006},

Perpajakan dalam transaksi elektronik sendiri merupakan suatu bahasen
vang banyak didiskusikan oleh otoritas pajalc di dunia, sebagaimana penelitian
substantif banyak difakukan oleh otoritas pajak di Eropa, Amerika Utara,
Australie, serta negara-negara di Asia, scperti Singapura dan India, demikian pula

Univarsitas indonesia
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vang telah dikeriakan oleh Organization for Economic Co-operation and
Development (OECD) dalam memberikan konsultasi secars luas kepada negara-
negara di dunia, termasuk kepada komunitas biscds, untuk mewujudkan adanya
pendekatan yang menyeluruh, terintergrasi dan komprehensif atas perpajakan e-
COMMErce.

QECD telah menyelenggarakan 7he COttawa OECD  Ministerinl
Conference pada tahun 1998, yang menystukan langkah bersama baik pemerintah
anggota OECD, maupun non-OECD, besertz komunitas bisnis di negara masing-
masing, agar bersedia mengadopsi sqjumlah prinsiy yvang disepakati dalam The
Cttawa Taxation Framework.

Secara umum, Anthony {2006) jugs menysbutkan isu-isu yang tbmbul
dalam fransaksi elekironik atau e-commerece adalah, yang pertama, isu mengenal
penerapan definisi Bentuk Usaha Tetap (BUT) dalam e-commerce. Salah saw
komite dalam OECD, Cormiitee on Fiscal Affairs (CEA), menetapkan dus
usulan, yang bertujtan untuk mengubsh The OECD Model Tax Convention (the
Model Convention). Perubahan ini menjelaskan dalam kondisi bagaimanakah
peratatan komputer di tempat tertentu dapat dianpgap sebagai perwuindan BUT.
Isu kedua berkaitan dengan isu pertama di atas. Usulan dalam diskusi yang
dilakukan oleh The Busines Profits Technical Advisery Group (TAG), vaim dalam
hal astribution of profits kepada BUT vang dianggap ada karena terdapatnys
server di tempat fertentu. Isu ketiga berhubungan dengan laporan dari Trealy
Characterisation TAG, yapg telah merckomendasikan kamakterisasi atas variagi
tipe-tipe pembayaran e-commerce dalam Model Convention dan mengklarifikasi
Model Convention terscbut. Dan isu keempat adalah akibat dari e-commerce
ketika mengaphikasikan place of effective manugement dalam fie breaker rule.

Hal lain yang merupakan implikasi adanys fenomena glebalisasi adalah,
secara  tidak  jengsung  mendorong merchaknva  konglomerasi  dan
divisionalisasi/departementasi perusahean. Dalam perusabazn muitinasional dan
konglomerasi serta divisionalisasi feriadi berbagai transaksi antaranggota (divisi)
vang meliputi penjualan barang dan jasa, lisensi hak dan hanta tak berwujud
{ainnya, penyedisan pinjaman, dan sebagainya. Transaksi-transaksi yang teradi
dalam lingkungan perusahaan seperti ini pantinya sken menyulitkan dalam

Universitas indonosla
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penentuan harga transfer. Penentuan harga atas berbagal transaksi antar anggota
atau divisi tersebut lazim disebut dengan trangfer pricing (Yeni Mangonting,
2000)

Transfer pricing dibutubkan dalam organisasi yang di dalamnya terdapat
internal transfer dwi produk-produk yang dihasilkan stau diperdaganpkan.
Mekanisme harga antardivisi adalah merefleksikan akurasi dari harga pokok dan
pendapatannya dalam kegiatan usaha, Trangfer pricing merupskan jumlah yang
dibebankan Ketika satu divisi dulam organisasi menjual barang atsr jasa kepada
divisi lainiiya.

Hilton, Maher dan Selte (2006) menyatakan, harga rrangfer yang ditagih
ketika sebush divisi dalam organisesi menjual barang atau jass kepada divisi
lainnys fidak akan borpengaruh terhedap total keuntungan organisasi atuy
perusahaan secara keseluruhan. Hal itu discbabkan pada sast akhir tahun dan
dilakukan konsolidasi laporan keusngan induk dan ansk perusahazn, maka
transaksi internal antardivisi perusahaan akan dicleminasi sehingga laporsn
kenangan konsolidasi yang dihasilkan akee wmencerminkan transaksi bersih
perusahaan dengan pihak ketiga,

Walaupun demikian, mercka juga mengungkapkan bahwa fransfer pricing
sken mempengsruhi pengukuran kineda masing-masing divisi karena antandivisi
akan melakukan penghitungan keuptungan fiap transaksi vang dilakukannya.
Harga fransfer yaog tinggi aken menghasilkan keuntangan yang tinggt bagi divisi
yang melakukan penjualan tetapi akan menyebabkan terfjadinya keuntungan yang
kecil yang diderize oleh divisi yang melakukan pembelian. Sebaliknys harga
trangfer vang rendah akan menimbulkan efek berlawanan. Konsckuensinys,
kebilakan {fransfer pricing dapat memberikan insentif terhadap mansier suatu
divisi independen; yang dapat menentukan apakah akan dilekukan transfer pricing
stau tidak (produk dijual ke pihak ketiga).

Dalam wansaksi internasional, rransfer pricing akan berpengaruh terhadap
kewajiban perpajekan, ropalty, dan pembayaran lain karena terdapat perbedaan
hukum yang besar di negara vang berbeda. Karena perbedaan tarif pajak yang
sangat berbeda di masing-masing negara, maka perusahaan akan menctapkan
harpa vang tinggi untuk menghusilkan revenue dan profir yang tinggi di negara-
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negars yang tarif pajakoya rendsh dan akan meningkstkan harga polok di negara-
negara yang tarif pajalya finggi. Tronsfer pricing yang dilskukan dengan
motivasi pajak akan menyebabkan terjudinya pergeseran beban pajak dari suatu
negara dengan tanif pajak tinggi ke negara dengan tarif pajak rendah. Pergeseran
ini diyakini dapat menghilangkan potensi penerimaan pajak sustu negara
{Hutagaol, Septriadi dan Darussalam, 2002).

Transaksi fransfer pricing ini akan semakin kompleks ketika dihadapkan
dalam situasi transakst yvang dilakukan denpan cara slektronik atau e-commerce,
mengingat transaksi yang dilakukan dengan cara elektronik ini menghilangkan
batasan divisional, balasan tempat pertukaran dan tempat terjadinya transaksi,
serca menghilangkan kewajiban kehadiran manusia bagi pihak-pihak yang skan
melakukan transeksi fronsfer pricing yang akan mempersulit penclusuran bukti-
bukti rransfer pricing. Kesulitan dalam melakukan penclusuan transaksi iramgfer
priving inl adalah tantangan bagi otoritas perpajekan apabila kernudian ditemukan
transaksi-transaksi fransfer pricing yang memiliki motivasi perpajakan. Di mang,
otoritas perpajakan memiliki kewajiban dan tugas melindungi penerimaan Negara
dengan memastikan bahwa semua aspek perpajakan telah dipeouhi oleh Waiib
Pajak tanps adunya pelanggaran atas Perundang-sndzngan yang berlaku.

Penanganan frunsfer pricing pada transaksi  e-commerce adalah
pengalaman yang sangat terbatas bagi pibek oforitas pajak, Otoritag pajak
menemui Kesulitan mengambil RKeputusan atas frabsaksi-transaksi tersebut tanpa
disertai denpan adanys pemeriksaan dan keterangan fhkiual darl para pelaku
transfer pricing maupun elemen-eicmen lain fransfer pricing. OFCD mencatat
bahwa kesulitan skan ditemuol oleh otoritas pajak untuk melakukan pemerikssan
secara defil atss kenyatasn di lapangan pada saat awal pembentukan dan
pengembangan bisnis dengan berbasis pada e-commerce.

Kesimpulan awal yang diambil oleh QECD Commiitee on Fiscal Affair
adalah bahwa petunjuk yang ada dalam tramyfer pricing guidelines telab mampu
diaplikasikan dalam situasi faktual khasus dalum suatu perusshaan multingsional
pada situasi-situasi khusus, sebagaimana disebutkan di atas yaitu pada saat awal
pembentukan atau pengembangan bisnis demgan berbasis electronic commerce.
Akibatnya adalah, bahwa ruetode transaksi tradisional masih Iebih disukai sebagai
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cars utama dalam menentukan harga wsiar, Namun demikian, otoritas pajak juga
menyadari bahwa metode tradisional tersebut tidak dapat displikasikan secara
handal karena ketidaktersediaan data pada transaksi-transakst yang fidak dapat
dikontrol sebagaimmna transaksi tradisional, atau data yang dibutubkan diketahui
tidak bensr, atau dikarcnakan sifat dari situasi bisnis vaog dijalankan och
perusahaan multinasional tersebul, sehinppa metcde fransactional profit dapat
digunakan (Schwarz, 1999).

Wajib Pajak, baik besar atau kecil, yang bergerak dalam bisnis yang
barsifat internasional memerlukan pemcecahan atas kasus-kssus yang demikian
dalam level prakiis untuk menetapkan strategi apa vang harus dilakukan ketika
terjadi transaksi intra-grup guna memenuhi syamt-gyarat dokumentasi yang harus
dipenuhi sesuai dengan peraturan yaeg ditetapkan oleh oforitas pajak sctempat.
Strategi ini dibarapkan mampu membawa perubshan, meskipun kecil namun
berkelaniutan, yang secara cepat memperluas bisnis e-commerce yang bertumpu
pada inovast teknologi hingga mampu menjangkau pasar dengan baik

Demiksan juga halnya dengan pengaturan e~commerce maupun pengaturan
transfer pricing di Indonesia, Wajib Pajak di Indonesia, memiliki kepentingan
atas bagaimeana pengaturan yaog baik dan efisien dari oioritas perpajakesn
ndonesia, vntuk kelangsungan usahanya serta unhik menentukan strafegl yang
tepat untuk bisnisniye di samping menipakan kepastian hukum bagi Wajib Pajek
yang berguna dalam menghindari risiko bisnis yang berasal dari bidang vajak.

Dalam kaitannya dengan peagataran fransfer pricing secara internasional,
penefiltian ini menggunakan tiga negara studi, guna melakukan uji komparasi
Ketiga negara tersebut adalah Indonesia, Kanada dan Jerman.

8. Indonesiz
Indanesia dengan jumish penduduk yang besar, merupakan pasar yang
potensial untuk dunia usaha, Paser yang besar ini aksn dimanfaatkan oleh
perusahaan guna mendapatkan keuntungan, teriehih perusahaan multinasional.
MNamun, Indonesia dengan tarif paiak yang tinggl merupakan negara yang
rawan akan tindek penghindaran pajek. Dengan studi fransfer pricing dalam e-
commerce di Indonesia, diharapkan secara gpesifik dapat diketshui langkah-
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langkeh apa yang dapat ditempubl otoritas pajak untuk  menjawab
permasalahan tersebut,
b. Kanada
Kanada merupskan wuegera yang fergolong negars majn dan memiliki
perangkat peratursn frangfer pricing yang selalu disesuatkan, Kanada juga
menyatakan bahwa nepara tersebut telah mengadopsi peraturan fransfer
pricing yang berasal dari Organization for Economic Co-operation and
Development (selanjutnya discbut OECD), dan merupakan negara pendiri
sekaligus anggota penuh OBECD. Kanada juga merupakan penyelenggara The
Ouawa OECD Minsterial Conférence, "4 Borderless Worid-Renlising the
Potential of Electronie Commerce™ di tahun 1598, Uniuk itu, penting bagl
penulisan ini untvk dapst mengelahui prakiik srangler prfcing pada e
commerce di negara yang meniadi anggota OECD.
¢, Jerman

Jerman meruopakan contoh negara maju dan juga merupaian anggota QECD
serta memiliki industri teknologi informasi yang maju. Perlu kita lihat
bagaimana perkembangmn (ransaksi e-commerce di Jerman, serte peraturan
dan ketentuan yang berlaku untuk mengeiabui sgjauh mana  Jerman
membertakukan peraturan dan ketentuan tersebut, sertz ditambah juga denpan
identifikasi keberadaan Wransaksi framsfer pricing vang berkalian dengan
transaksi e-commerce.

1.2 Perumusan Masalah

Pokok-pokok masalah yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bageimana penggunaan metode-metode penentuan harga wajar pada
transfer pricing dalam e-commerce?

2. Bagaimapa pengaturan fransfer pricing terkait dengan e-commerce secara
internasicnal, yaitu pada tiga negara studic Indonesia, Kanada dan Jerman?

3, Bagaimana dampak dari pengaturan fransfer pricing dalam e-commerce
terhadap transaksi ecommerce di Indonesia?
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1.3 Pembatasan Masalah

Dalam penulisan ini, aken dipaparken bagaimana apiikasi metode-metode
trangfer pricing vang dilakekan dalem transaksi-transaksi elektronik atau e-
commerce, yang kemudian akan dilakukan pula analisis mengenai darapak yang
mungkin ditimbulkan oleh adanya pengaturan transfer priciag datam e-commerce
terhadap arah perkembangun transaksi e-commerce di Indonesta.

Untuk itu, penulisan ini dibatasi pada aplikasi-aplikasi sransfer pricing dalam
transaksi e-commerce, serta pengaturan fransfer pricing yang bersifat konvensi
internasicnal dengan menggunakan studi komparasi tiga negara yaitu Indonesia,
Kanada dan Jerman, uniuk kemudian diketahui dampak-dampak yang mungkin
ditimbul dengan adanya pengaturan fransfer pricing tersebut terhadap transsksi e-
corumerce, Khususnys dalam peraturan di Indonesia.

1.4 Tujuan Penulisan

Penulisan karya akhir ini memiliki beberapa tujuan sebagai beriknt;

1. Untuk mengetabui bagaimana metode-metode penentuan harga wajar pada
fransfer pricing dapat diaplikasikan dalam  transaksi-transaksi e-
DOTMMEres,

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan ranyfer pricing terkait dengan
g-commerce monggunakan studi komparstif memperbandingkan tiga
negara,

3. Untuk mengetahnl dampak vang dapat tegadi dalam e<copmerce ketika
tremsfer pricing diatur penggunasnnya di Indonesia,

1.5 Manfaat Peaunlisan
Karva akhir ini diharspkan dapat menyombangkan manfaat-manfast sebagal
herikut:
1. Manfast Akademis
Penelitian atas dampak pengaturan wengfer pricing dalam e-commerce
ini dimaksudkan vniuk menambah wawasan dan memperluas pandangan para
akademisi yang tertwik untuk mendalami bidang perpajskan ataupun yeng
telah berkecimpung dalam bidang perpajakan. Sclain i, penelitian ini juga
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diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi pars akademisi untuk
melakukan studi kebib lanjut berkenaan dengan terus berkembangnya praktik-
praktik transfer pricing dalam dunis digital dengan berbagal macam cara dan
bentuk.
2, Manfaat Praktis
8. Bagi Direktorat Jenderal Pajak
Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan masukan bagi Direktorat
Jenderal Pajak dalam mengevaluasi kebijakan perpajakan yang berlaku
sekarang serta memberikan referensi pengaturan/pensrapan perlakuan
perpajakan atas bamsfer pricing mavpun e-commerce di Indonesia,
beserta cara~cara menghadapi masalah praktik transfer pricing yang
dilakukan oleh Wajib Pajak,
b. Bagi Wajib Pajak
Hasii penelitian i1 dapat dipakai sebagai bahan masukan dan evaluasi
bagi Wajib Pajak untuk melakukan perencanaan pajak yang efektif tanpa
merngikarn negara dan terhindar dari kesalahan dan sanksi perpajakan.
¢. Bagi Penulis
Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai tambahan ilmu yang berguna
bagi penuils dalam pengembangan diri penulis selanjutnya.

1.6 Sistexatika Pembahasan
Sistematika penulisan keryz akhir adalah sebagai berikut :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini memuat latar belakang masalah vang diambil, alasan
pemilihan negara pembamding, rumusan masalah, pembatasan
masalah, tujuan penelitian, manfuat penelitian, serta sistematika
penulisannya.

BAR 2 LANDASAN TERORY
Bab ini berisi teori-teori umum yang berkaitan dengan topik
penelitian yang diambil dari telaah literatur, referensi, jumal,
artikel, peraturan dan Iain-lain yang terkalt dengan pensiitian,
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BAB

BAB

BAB

3

4

AVLIKASI TRANSFER PRICING DALAM E-COMMERCE
Bab ini berisi mengenai aplikasi metode-metode penentuan harga
wajar pada frangfer pricing yang beragam untuk setiap skema
transaksi e~commuree, serta melakukan pengumpblan data pustaka
untuk perbandingan dengan negara-negara yang telah discbutkan di
atas, dan wenguraikannya sehingga didapat pengetahuvan yang
memadsl dari masing-masing negara untuk dapat dilakukan
analisis pada bab berikemya.

PEMBAHASAN

Bab ini merupakan pembahasan atas hasi! pengumpulan data
pustaka, berupa artikel dan repulasi pansfer pricing dan e
commerce, metode-metode fransfer pricing yang diganakan dalam
¢-commerce, serta melakukan analisis bagaimane dampek yang
ditimbulkan dari apa yang telah diatur dalam regulasi transfer
pricing  tersebut  sccars  internasional, dengan melakukan
perbandingan anlara negara-negara vang telah digjukan sebagsi
negara pembanding, dan dengan membandingkannya terhadap
keadaan dan penerapannya di indonesia. .

PENUTUP
Bab ini texdiri dari kesimpulan dari hasil penelidas den

rekomendast atau Saran yang diharapkan berguna bagi pihak-pihak
yang terkait.
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BAB2
LANDASAN TEORI

2.1 Transfer Pricing
2.1.1 Pengertian Transfer Pricing

Perkembangan dunia usaha yang bergerak sangat cepat memaksa setiap
peiaku ussha unfuk mengatur strateg] ungguiannya apar dapat bertahan dan
mencapai semua farget yang ditetepkan. Ancaman akan tersingkir dari arena
bisnts membuat pelaku uwsaha harus selalu waspada dan tanggap akan setisp
perubaban sekecil mungkin untuk rmelakukan respon secepat mungkin, Hal ind
berlaku bagi setiap perubahan dalam skala internasional. Globalisast secara
mengejutkan melakukan perubahan dalam bitungan detik, yang berarti perusahaan
harus dapat melakakan respon terencana sebapai sirategi ulama perusahsan.
Akibatnya, tidak sedikit fransaksi vang berkembang dan berubah menjadi model
transaksi yang lebih komplek, sesuai watutan jaman. Salah saty  hasil
perkembangan tersebut adalah metode  frongfer pricing dalam gansaksi-ransaksi
£ copmmerce.

Transfer pricing, dalam IBFD hiernational Toex Glossary tahun 2005,
diartikan sebagal bagian dan area hukum pajak dan ekonomi yang berkenaan
dengan jaminan bahwa harga yang dipakai asterperusahaan asosiasi untuk
melakukan srangfer barang, jesa, dan harta tak berwujud mencerminkan barga
wajar (grm’s length principle}. Priasip transfer pricing dapat juga diterapkan atas
transaksi antarbagian vang berbeda dalam suatu perusshaan, misalnya antara
kantor pusat dan Benhik Usaha Tetap {permomwent establishment) atau antara
Bentuk Usaha Tetap dengan Bentuk Usaha Tetap Iaionya dalam perusahaan yang
sama.

Sedangkan scbagai istilzh manajemen biaya, Hilton, Maher dan Selic
{2006) menegaskan bahwa frangfer yang dilakukan oleh antardivisi dalam sato
perusabaan atas suatu produk akan menghasilkan mekanisme harga antardivisi
vang merefleksikan biaya dan penghasilan atas suatu bisnis. Mekanisme tersebut
dikenal dengen pama frangfer pricing yang artinya adalah jumbsh yang
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i1

diperhitungkan ketika suatu divisi darl orgenisasi menjual bereng atau
memberikan jasa kepada divisi lainnya.

Secara internasionsl, fransfer pricing merupaken harga vang dipakai oleh
pembayar pajsk kefika menjual, membell, atau membagi swmber daya dengan
afiliasinya. Tromsfer pricing biasanya berbeda denmgan harga pasar, yang
merupakan harga yang terbentuk di pasar atas frangfer barang stav jasa amtara
pihak-pikak yang tidak mempunyal hubungan istimewa. Yang menonjol adalah
baliwa Arnold dan Mclntyre (2002) menambahkan wnsur pembeda antara barga
dalam mekanisme fransfer pricing dengan harga pasar yang biasa ada dengan
syarat tanpa adanya hubungan istimewa.

Hazga transfer sendiri diartikan sehagai harge yang ditetapkan oleh Wajib
Pajek ketika menjusl, membeli atau berbagi sumber daya dengan pihak-pihak
terkait (Arnold & Melutyre, 2002},

Sedangkan Racmante Suramat {2081} menyatakan pamsfer pricing
adalah penenfuzn hacga aotarperusahaan dalam 1 {satu) group yeng sama.
Penentuan harga ini dapat terjadi dalam ranpka transaksi penjuaian/pembelian
barang dagangan, pemberian jusa, penggunaan hak paten, pemberian pinfaman,
dan sebagainya, Karcna transaksi tersebut terjadi antara pihake-pihak yang
mempunyat hobungan istimewa, maka harga yang terjadi tentu fidak bersifat
arm’s length. Pada skhimya, terjadilah pergeseran dasar pengensan pajak dari
suafu negam ke negara lainnya. Itulsh scbabrya masalah ransfer pricing menjadi
masalah internasional kerena banyai negarma mempunyai kepentingan, terutamsa
negara berkembang yang dalam transaksi tersebut sering menjadi negara sumber
penghasilan. Transfer pricing dapat mengakibatkan distorsi penerimaan negara
dari paijak.

Banyak hal yang perlu kitz nmai untuk dapat menjelaskan bagaimana
transfer pricing berlaku, menyangkut peraturan mana yang diberlakukan atas
aplikasi #amsfer pricing. Terlebih mengingat bagaimana dampak yang
ditimbulkan baik bagi negara, dalam hal ini otoritas pajak, maupun begi Wejib
Palak.

Universitas Indonasia

Kajian Atas..., [ka Retnaningtyas, FEB Ul, 2009



12

2.1.2 Hubungan Istimewa
2.1.2.1 Hubungan Istimews menurut Standar Akuntansi Kevangan

Standar Akuntansi Keuangan memberikan pemyataannya dalam  hal
hubungan istimewa dengan mengeluarkan Pemyatzan Standar Akuntansi
Keuvangan no 7 {selanjutnya disebut PSAK no 73 mengenai pengungkapan Pihiak-
pihak yang Mempunyai Hubupgan Istimewa. Dalam PSAK no 7 disebutkan *
Pihak-piizk yang mempunyai hubunga istimewa adsish pihak-pihak yang
dianggap mempunyat hubungan istimewa bila satu pihak mempunyal kemampuan
untuk mengendalikan pihak lain atae mempunyai pengaruh signifikan ates pihak
lain dalam mengambil keputusan keuangan dan operasional”,

Hubungan istimewa dengan suatu pihak dapat mempunyai dampak atag
posisi kewsngan dan hasd usaha peruschaan pelapor. Pibakepihak vang
mempunyai hubungan istimewa dapat melakukan transaksi yang tidak akan
dilakukan oleh pihak-pthak yang tidak mempunyai hubungan {stimews. Transaksi
antara pihak-pibak yang mempunyai hubungan istimews juga dapat dilakukan
dengan harga yang berbeda dengan transaksi serupa yang dilakukan antara pihak-
pihak yang tidak mempunyai hubangan istimewa.

Posisi keuangan dan hasil usaba dari suatu perusahaan dapat terpengaruh
oleh hobungan istimewa denpan swatu pihak walaupun tidak ferjedi sesuatn
transaksi dengan pihak tersebut. Suatu hubungan istimewa dapat mempengaruhi
transaksi perusahean dengan pihek lain. Sebagai contoh, suatu ansk perusahaan
dapat mengakhiri hubungan dengan suatu mitra dagangnya karena induk
perusahaan telah mengakuisisi suatu perusahaan luin vang berusaha dalam bidang
perdagangan yang sama dengan mitra dagang terdabulu. Di samping itu, spatu
tindakan dapat tertunda karcna pengaruh yang signifikan dari pihak lain. Sebagai
contoh, suatu anak perusahaan dapat diinstruksikan oleh induknya untuk tidak ikt
serta dalam riset dan pengembangan.

Pepgakuan akuntansi suatu pengalihan sumber daye secara nonmal
didasarkan pada sustu harga yeng disepakati pihak yang bersangkutan. Harga
yang berlaku antara pthak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah
harga pertukaran antars pibak yang independen {epm's length price). Pihak yang
mempunyal hubungan istimews mungkin mempunyal suatu fingkat keluwesan
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dalam proses penentuan hargs, vang tidak terdapat dalam transaksi antara pihak
yang tidak mempunyai hubungan istimewa .

Berbagai macam metode digunakan untuk menentukan harga dalam sustu
transaksi antara pihak yang mempunyai hubungen istimews, Suat cara untuk
menentukan harga dalam suatu transaksi antara pihak yang mempunyai habungan
istimewa adalah dengan metode harga pasar bebas yang dapat diperbandingkan.
Bila barang atau jasa dipasok dalam suatu transaksi antara pihak yang memptayai
hubungan istimews, dan keadaan yang bersangkutan itu adalah ssrupa dengan
keadaan dalam transaksi perdagangen normel, metode ini sering digunakan
Mgtode ini juga sering digunakan untuk menentukan bigya pembelanjaan .

Rila barmng dialibkan antara pihak yang mempunyai hubungan istimewa
sebelum dijual kepada pibak vang independen, metode harpa penjualan kembali
{resale price} sering digunakan, Metode ini mengurengi harga penjualan kembali
dengan  sualh margin yang wajar. Metode ini juga digunakan untuk
pengalithanrausfer sumber daya lain, seperti hak dan jasa.

Pendekatan lain adalah metode biaya-plus (cost-plus method), yang
menambabkan suntu kenalkan (mark-up) tertentu pada biaya pemasok, Kesulitan-
kesulitan mungkin dialami baik dalam menentukan unsur biaya yang dapat
diatnibusikan maupun kenaikan (zark-up) tersebut. Di antare ukuran-vkoran yang
dapat membanty menentukan harge fransfer adalah hasil (retwrn) yang dapat
dibandingkan dalam industri sejenis atss volume penjualan atau modal yang
digunakan.

Adakalanya bargs transaksi antara pihak yasg mempunyai hubungan
istimewa tidak ditentukan menurut salah satu dari metode yang divraikan dalam
paragrafl 12 samps! dengan paragraf 14 di atas. Kaedang-kadang bahkan sama
sekall tidak ada harga yang diperhitungkan, misalnya pemberian jasa manajemen
tanpa memperhitungkan imbslan dan peraberian pinjacnan tanpa bunga.

Kadangkala, transaksi tidak terjadi jika tidak terdapat hubungen istimewa,
Misainya, suatu perasahaan yang bissanya menjual sebagian besar produksinya
dengan harga pokok kepada induk psrusahasnnys akan mengalami kesulitan
mendapatkan pelanggan lain apabila suatu saat induk perusahaannya tidak
membeli produk tersehut.
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Agar pembaca Iaporan keuangan dapat mendapatkan gambamn tentang
pengaruls hubungan istimews, perusahaan pelaper wajib mengungkapkan edanya
hubungan istimewa bila terdapat pengendslian {eonirel), sehubungan dengan
transaksi antara pihak yvang mempunyai hubungan istimewa, Transaksi yang
memerlukan pengunpkapan antara lain:

2. pembelian atau penjualan barang,

b. pembelian atau penjualas properti dan aktiva lain,

¢. pemberian atau penerimaan jasa,

d. pengalihan riset dan pengembangan,

pendanaan {termasuk pomberian pinjaman dan penyetoran modal baik secara
tunai maupun delam bentuk naties),

@

f. garansi dan penjaminan {collateral}, dan
g. konirak manajemen.

Jika terdapat transaksi antare pibak yang mempunyai hubungan isthnewa,
perlu diungkapkan hakekat transaksi dan unsur-unsur transaksi vang diperivkan
agar laporan keuangan lersebut dapat dimenperii, Unsur-unsur ini biasanya
miencakug;

a. suaty petunjuk mengenai volume transaksi, baik jumiahnys maupun
proporsinys, ’

b. jumiah atau proporsi pos-pos terbuka {outstanding ftems)dan

¢. kebijaksn harga.

Pos-pos serupa biasanya diagregasikan kecuali jika pengungkapan terpisab
diperlukan agar péngaruh dari ransaksi antara pihak yang mempunyai hubungan
istimewa pada laporan keuangan perusahaan pelopor dapst dimengerti.

Pengungkapan ransaksi-transaksi aptar perusshaan vang laporan
keuangannya telah dikonsolidasikan tidak diperiukan dalam laporan keuangap
konsofidasi karena laporan keuanpan konsolidasi telah menyajikan informasi
mengenai indek perusabisan den anak perusahaan sebagai satu kesatuan ekonomi.
2.1.2.2 Hubungan Istimewa Menurut Undang-Undang Nomor 36 fahun 2008

tentang Pajak Penghasilan

Pada Undang-Undang Nomor 36 tahug 2008 tentang Pajak Penghasilan,
selarjumya disebut UU PPh 2008, hubungan istimews disebutkan dalam pasal 18
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ayat (3), termsasuk pada ayat (3a), ayat (3b), ayat {3c), avat (3d), pagal ¢ ayat {1}

huruf {f), dan pasal 10 ayat (1}. Definisi hubungan istimews sendiri tidak

disebutkan dengan jelas, tetapi diidentifikasi dongan kriteria vang disebutkan
dalam pasal 18 ayat (4) yang berbunyi

“Hubungan istimewa sebagaimans dimaksud pada ayat (3) sampai dengan ayat

(3d), pasal 9 ayat (1) huruf {f), dan pasal 10 ayat (1) dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atay tidak langsung paling
rendah 25% {dua pulub lima persen) pada Wajib Pajak lain; hubungan antara
Wajib Pajak dengsn penyertaan paling rendah 25% {dua puluh lima persen)
pads dus Wajib Pajak atau lebib; atau hubungan di antars dua Wajib Pajak atau
lebih yang digebut terakhir;

b. Wajib Pajek mengoasai Wajib Pajak lainnya atau duz atau lebih Wajib Pajak
berads i bawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung,
atat

¢. terdapat hubungan keluarga baik sedarsh maupun semenda dalam garis
keturunan Jurus dan/atau ke samping setu derajat™

2.1.2.3 Hubungan Istimews Menurut OECD

Hubungan istimeva merupaken faktor penting dalam konieks transfer
pricing, sebapaimana dissbutkan oleh Septriadi dan Darussalam (2008}, bahwa
dalam hubungan intemnasiopal, skema fransfer pricing dapat menimbulkan
pemajakan berganda apabila ternyata definisi hubungan istimewa dinyatakas
berbeda sebab negars mitra perjaniian tidak akan melakukan corzesponding
adjustment apubila primary adjusiment yang dilakukan tidek sesuai dengan
definisi habungan istimewa dalam ketentuan domestik negaranya,

Dalam OECD Model, dinyatakan sebagai berikut:

Article 9 ASSOCIATED ENTERPRISES

1. Where

@) an enterprise of a Contracting State pariicipates directly or indirecily in the
manggement, control or capital of an eriterprise of the other Contracting State,
or

b} the same persons parlicipate divectly or indirectly in the management, conirol
or capital of an enserprise of a Contracting State and an enterprise of the other
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Contracting Stave, and in either case conditions are made or imposed between
the twe enterprises In their commercial or financial relations which differ from
those which would be made between independent enterprises, then ony profits
which would, but for those conditions, have acerued to ene of the enterprises,
but, by reason of those conditions, have not so acerued, may be included in the
profits of that enterprise and taoxed aeeordingly.
2. Where a Contracting State includes in the profits of an enierprise of that State
— and taxes accordingly — profits on which an emerprise of the other
Conracting Stave hos heen charged to tax in that other Stase and the profits so
included are profits which would have accrued to the enterprise of the first-
mentioned State if the conditions mude between the two enterprises had been
those which would have been made behween independent enterprises, then that
other State shall make an appropriaie adfustment fo the amownt of the iax charged
thevein on those profits. In determining such adjustment, due regard shall be had
to the other provisions of this Convention and the competent authorities of the
Contracting Staies shall if necessary consult each other.

Untuk itu perde dicermati babwa, pencntuan hubupgan istimewa
sebagaimana dalam OECI Model di atas, dapat di tetapkan ketika 2} perusahazn
di spatu negara mitra perjanjian berpartisipasi langsung maupun tidak Iangsung
dalam hal manajemen, pengendalian maupun kepemilikan modal perusahaan lain
di negara 1ain mitra perjanjian, b} orang yang sama berpartisipasi secara langsung
maupun tidak langsung daiam manaiomen, pengendalian mavpun kepemilikan
modal perusahaan-perusahaan di kedua pihak negara mitea pegganiian (Sepiriadi &
Daressalam, 2008), Namun, baik dalam OECD Model maupun dalam OECD
Guidelines tidak memberikan definisi vang jelas apa yang dimaksud dengan
“pengendalian manajemen, baik secara langsung maupun tidak langsung, dan
pengendalian atas perusabaan melatui kepemilikan saham™.

Davian Grecian dalam kongres yang diselengparakan oleh Infernational
Fiseal Association (IFA), sebagaimana dikutip olch Septriadi dan Darussalam,
2008, menyatakan bahwa yang dimsksud dengan pengendabian antars lein (1)
mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan yang terkait dengan kebtjakan
keuangan dan operasi dari suatu perusahaen, (i} mempunyai pengaruh untuk
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metieniukan besamya harga yang ditetapkan, Sedangkan yang dimaksud dengan
berpartisipasi dalam suatu manajemen (participation in management) adalah ikut
terlibat dalam pembuatan keputusan atas kegiatan operasi suatu perusahaan,
Sedangkan untuk manaiemen, diartikan sebagai posisi pada level direktur yaaupun
level manajer, dan partisipasi adalah kepemilikan saham perosahaan.

Bagaimana kit melihal hubungan istimewa itu dapat berlaku dalam suau
transaksi, menyebabksn kits dapat mengidentifikasi adanya transaksi-transaksi
yang bertujuan ramsfer pricing, hingga menggunskan fransfer pricing untuk
tujusn meminimalisasi kewajiban perpajakan,

2.1.3  Prinsip Harga Walar (The Arm’s Length Principic)

Sesuai dengan Tranyfer Pricing Guidelines for Mudtinational Enterprises
ad Tax Adminisirations 2001, Arm’s length privciple sebagal standar
internasional atas frangjer pricing, disetujui oleh anggota-angpota OBCD sebagai
mekanisme  yang  digunakan uotek tujuan  perpajakan  oleh  permsahpan
muifinasional dan otcritas paizk. Ketika perusahaan independen mefokukan
transaksi dengan perusahaan lainnya, kondisi hubungan komersial dan finansial
(misalnva harpa barang yang dijual maupun jasa vang diberikan) biasanva
ditentukan oleh mekanisme pasar. Sebaliknya jika transaksi tersebut dilekukan
dengan perusahsan afiliasinya, kondisi hubungan komersial dan finansial tidak
dipengaruhi secara Jangsuag oleh faktor eksternal berupa harga pasar, meskipun
perusahaan afiliasi sering mencari tirvan dari dimmmisnya hargs pasar dalam
transaksi antarmercka,

Demikian pula halnya dengan administrasi pajak, yang seharusnya tidak
secara otomatis mengasumsikan bahwa perusabaan asostast tersebut telah
melakukan manipulasi [aba. Hal itu discbabkan kemungkinan memang mumi
terdapat kesulitan dalam penentuan barga pasar secarz skurat dalam hal tidak
terdapat standard harga pasar atau keiika mengsdopsi strategi komersial tertentu.
Penting uniuk dilngat bahwa kebutuhan untuk melakukan penyesuaian terhadap
perkiraan tansaksi yang wajar (arm's length) akan timbul ferlepas dari setiap
kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, yang mengikatkan diri dalam
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kontrak tersebut, untuk membayar dengan harga terlentu atay tindakan-tindakan
tertentu dari pihak-pihak yang bermaksud tersebut, untuk meminimaikan pajak,

‘Maka ketika fransfer pricing tidak lagi mencerminkan mekanisme pasar
dan arm’s length principle, kewaiiban pajak perusahsan ssosiasi dan pajak atas
penghasiian darl negara tuan rurnah dapat saja terdistorsi. Sehingga, dalam hal ini
negara-negara anggota OECD setuju bahwa untuk tjuan perpajskan, laba
perusahazn asosiasi dapat disesuaikan seperlunya untuk koreksi dan untuk
meyakinkan bahwa arn 's lergth principle telah dianut,

Harpa pasar yang layak, menurut kebiassan intemasional, adalah harga
yang memenubl standard walar (arm s length standard). Standard tersebut harus
dipenuhi oleh pembayar pajsk dalam menentukan kesepakates: dengan pihak-
pihak yang mempunysi hubungan istimews dengannya schinggs harga terscbut
akan sama dengan harga yang digunakan dalam taosaksi yang dapat
diperbandingkan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang independen {(Amold &
Melntyre, 2002).

Secara sederhana, Rolfe (2001) menyatakan, prinsip harga wajar {a@:'s
length principle) mensyaratkan babwa kompensasi atas fransaks! antarperusahaan
dafamy satu group harus sesual pada level harga apabila transakst tersebut
dilakukasn anfera suatu perusshaan dengan perusahaan lainnya yang di dalamnya
tidak terdapat hubungan istimews, dengen asumsi bahws semua faktor yang
terdapat dalam transaksi terscbut adalah sama. Meskipun secara sederhana prinsip
tersebut dapat didefinisikan, kenyataan di lapangan menyebutkan lain karena
penenfuan harge wajar sulit untuk divajudkan, Faktor-faktor pesting yang
mempengaruhi penentuan harga walar termasuk jenis transaksi maupun kondisi
sekitar ckonomui sangal mempengarohi fransakst. 1D samping berpengaruh
terhadap harga transaksi, faktor-fakior tersebut juga berpengaruh terhadap jenis
pembayarannyd.

Dalam bukw Tramsfer Pricing Guidelines for Multinationdd Enterprises
and Tax Adminisiration yang dikelvarkan oleh OECD disebutkan bahwa jika
tramgfer pricing tidak mereflcksikan harga pasar dan prinsip am’s length,
kewajiban pajsk darl perusahaan afilinsi dan pajak penghasiian dari negara lavwan
transaksi akan terdistorsi. Dengan demikian maks perlu dilakukan penyesuaian
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{adjustment) seperionya untuk menghilangkan distorgl tersebut dan terpenuvhinya
prinsip arm’s fength. Fenyesuian yang dilakukan harus memperhatikan kondisi
komersial den hubungan finansial sehinggs transaksi antarperusahasn yang
independen akan serupa dengan kondist vang serupa pula Gimilar frassaction
under similar circumstances).

Dari perspektif Walib Pajak, skema rrangfer pricing merupakan hal yang
biasa dilakukan dan sah scpanjang tidak dilarang oleh peraturan perpajakan. Ini
ditegaskan oleh Darussalam dan Sepiriadi dalam Peruszhaan Mbltinasional,
Transfer Pricing, Tax Avoidemee, dan Kepastian Hokum, di dslam buku Kongep
dan Aplikasi Cross-Border Trangfer Pricing untok Tujuan Perpajakan, 2008,
2.1.3.1 Pernyataan Armn s Length Principle

Pemyataan tegas mengenal grm'’s lemgth principle tercermin dalam
paragraph 1 pada Pasal ¢ dari model perjaniian penghindaran pajak berganda {fax
treaty) baik model dari OECD maupun Model Perserikatan Bangsa-bangsa
{Unired Nation Model). Dalam kedua mode! disshutkan:

kondisi yang diciptaken atou dibuct antora dua perusahaan dalam

hubungan komersial maupun keuongan yang berbedu dari kondist yang

lerjadi awiara perusehoon yamg bersifid independen, kemudian suatu

Keurtungan yang sekarusnya dickui oleh suatu perusahaan tetapi karena

alasan  kondisi tersebut  keuntungerr merjadi tidek  diakwi, maka

keuntungar: tersebut harus dickui sebogai miltk perusahaan terseb dun
dikenakan pajak sesuai dongan vang seharusnya.

Transfer Priving Cuidedines for Multinationaf Enterprises and Tox
Adminisirations juga menyebutkan, bahwa dengan melakukan pewyesuaion laba
usaha yang mengacu pada komdisi yang ada antara perusahaan-perusahaan tanpa
hubungan istimewa, arm’s length principle ini menggunakan pendekatan dengan
memperlakukan anggota-angpota  perusahaan multinasional sebagai  entitas
terpisah untuk menentukan {aba usaha schenamya.

Penerapan arm’s length principle mempunyai beberapa alasan. Alasan
utama adalah karena prinsip ini menempatkan perusahaan-perusabaan dan satu
group dalam kondisi yang sama dengan perusshean vang independen sehingga
menghilangkan fakior-faktor yang menguntungkan maupun yvang mermgikao yang
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berpengaruh terhadap tingkat persaingan di antara perusahaan tersebut. Hal ini
akan memberikan tuang bagi periumbuhan  perdagangan dan  investasi
internasional.

Prinsip harga wajar akan mudab dilemukan dalam transaksi yang bersifat
urm, misalnya dalam transaksi pembelian maupun penjuatan barang yang harga
wajarmya sudah tersedia dalam transaksi serups yang dilakukan oleh perusahaan
independen dalam kondisi yang sama. Namun dalam kasus terfentu, harga wajar
akan sulit untuk ditennkan dan diaplikasikan, misalnya transaksi dalam satu
group perusahaan multinasional yang produksinya dilakukan secara ferintergrasi
dan basil produksinya juga bersifat khusus, atau merupakan barang tak berwujud
yang bersifat unik, serta penyediean jass vang merpakan spesialisasi dan
perusahaan tertentu dalam group multinasional fersebut.

Dalara praktik, suatu transalsi tidak selalu berlatar belakang fax avoidance
meskipun dapat teradi bahwa suaty transaksi yang dilakukan oleh anggota group
perusahaan multinasional vang tidak akan dilakukan oleh perusahaun independent.
Ini mungkin sala terjadi sebab perusabaan multinasional menghadapi situasi dan
kondisi yang berbeda dan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh perusahaan
independent,

Sehingga, balk otoritas pajak macpun Wajib Pajak seringkali menemui
kesulitan dalam mengumpulkan informasi vang tepat untuk menerapkan arm’s
length principle. Karena prinsip ini mengharuskan otoritas pajak maupun Wajib
Pajak melakukan cvaluasi atas semua transaksi-iransaksi yang dilakukan oleh
perusahaan independent untuk kemudian membandingkannya dengan transaksi-
transoksi vang terjadi aniarperusahaan dulam growp perusshasn muitinasional,
untuk itu dats yang dikumpulkan akan menjadi sangat banyak.

Namun demikKian, menghilangkan arar's fength principle akan lebih
merugikan sebab dengan menghilangkan arm’s length principle akan lebik
memungkinkan akano terfadioya perpajakan berganda.
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2.1.3.2 Penerapan drm’s Length Principle
Arm’s length principle dijelaskan dalam Transfer Pricing Guidelines for
Multinationul Enterprises and Tax Administrations yaog diterbitkan oleh OECD
tahun 2001,
1} Analisis Transaksi Yang Bisa Diperbandingkan
a, Alssan Pengujian Perbandingan
Penerapan harga wajar secara wmum berdasarkan pada perbandingan
kondisi dari transaksi antarperusahaan afilissi denpan kondisi transaksi
yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan vang independen. Agar
perbandingan tersebut bermanfaat, karakteristik ckonomi vang relevan
dengan kondisi transaksi harus dapat diperbandingkan, artinya tidak ada
perbedaan yang berpengaruh secara material terhadap transaksi (misaloyz
harga atau mergin laba) alau penyesuaian yang akurat dapat dilakukan
untuk menghilangkan efek dari adanys perbedean tersebut. Dalam
penentuan tingkat perbandingan, termasuk penyesuaian apa yvang perlu
dilakukan, pengetabuan bapaimana perusahaan independen menilai suatn
transaksi sangat diperlukan, Perasshaan independen saal mengevaluas
transaksi akan membandingkan transaksi berdasarkan pilihan-piliban
(oprion) vang tersedia dan hanya akan memifih suatu transaksi jika tidak
ada pilihan lain yang lebih menarik. Misalnya perusahaan tidak akan
menerima harga yang ditawarkan atas suatu produk jika ada pihak lain
yang menawarkan hargs lebth murah dengan kondisi yang sama. Dengan
demikian perbandingan kondisi dan penyesuatan yang diperiukan penting
untuk dilakukan dalam menilal harga wajar.
b, Faktor-Faktor Yang Menentukan Perbandingan
a} Karakteristik Barang dan Jasa
Perbedaan karakieristik khusus ates barang maupun jasa sering
diperhifungkan dalam penentuan harga Ji pasar terbuka. Dengan
demikian ciri khas suatu barang maupun jasa zkan berguns dalam
penentuan hal-hal vang aken diperbandingkan atas transaksi yang
dilakukan baik olgh perusahaan independen maupun  asosiaslh
Karakteristik yang perlu dipertimbangkan misalnya adalsh (i) dalam
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kasus fransfer barang berwujud; kondisi fisik barang, kualitas dan daya
tahan, ketersedizan dan volume persediaan, (i) dalam  kasus
penyediaan jasa: sifat dasar dan luasnya jusa yang diberikan, (i)
dalam kasus barang tak berwujud: bentuk trangaksi (lisensi atau
penjualan}, jenis property {misslnya paten, merck dagang, royaity),
jangks waktu dan tingkat proteksinya, serta antisipasi keuntungan dari
petiggunaan property térsebut.
Analisis Fungsi
Dalam transaksi antara ¢ua perusshaan Independsn, kompensasi
hiasanya mereficksikan fungst vang dilakukan oleh masing-musing
perusehaan (assed yang digunskan maupun beban risiko). Dengan
demikiar untuk menentukan apakah suatu  transaksi  dapat
diperbandingkan, analisis fungsi vang dilakukan oleh masing-masing
perusshaan sangat diperlukan, Perbandingan fungsi it untuk
mengidentifikasi dan  membandingkan aktivitas ekonomi yang
dilakukan dan tanggung jawab vang dipikul oleh perusahaan
independen maupun asosiesi. Fungsi-fungsi tersebut misalnya desipn,
manufaktyr, peraldtan, riset dan pengembangan, jass, pembelian,
distribusi, marketing, periklanan, transportesi, finansial, dapo
manajemen. Penyesuaian harus dilakvkan atsg perbedaan yang
material dari fungsi vang dilakukan oleh perusahaan independen
dengan perusahaan pembandingnya, Dan factor fsembahan sebagal
bahan pertimbangan dalam menguji substansi ekonomi suaty transaksi
atas alokasi risiko merupakan konsckuensi dari adanya alokasi bagi
transaksi walar (arm ‘e length transaciion).
Batasan Kontrak
Dalam transaksi wajar, batasan konirak suatu transaksi secara wnum
mendefinigikan tanggung jawab, risiko, dan keuntungan yang akan
dibagi antara para pihak bsik secara eksplisit maupun implisit
Pertiedaan kepentingan menyebabkan para pihak bharus mematubs
kontrak dan akan merevisi kontrak jika kedun belah  pihak
menginginkannya, Misalnya jika terdapat kontrak jual beli dalam
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jangka panjang, maka harga yanp diberikan akan lebih murah
dibandingkan lanpa adanya kontrsk tersebut,

Kondisi Ekonomi

Harga wajar mungkin ditemuken dalam pasar yang berbede atas
fransaksi bsrang dan jasa yang sama, Denpan demikian dJalam
transaksi independen maupun tidsk, kondisi pasar yang ads harus
dapat dJdiperbandingkan, sehingga jlka ferdapat perbedaan, efeknya
tidak material terhadap harga atay penyesuaian tertenta bisa dilakukan
schingga tercipta hargs walar. Kondisi tersebut myisalnva lokasi
geografi, ukuran pasar, luasnya persaingan dan posisi pembeli mavpun
penjual dalam perspingan, kefersedisan bwing atau jass pengpanti
(substifute), tingkat penawaran dan  peonintasn  pasar  Secara
keseluruhzn, dan kondisi suatu negara (misalnye daya beli magyarakat,
regulasi pemenniah, biaya produksi, tepaga kera, modal, biaya
transportasi, level pasar — resail atau grosic -, tanpgal dan waktu
transaksi, dan schagainya).

Strategi Bisnis

Strategi bisnis harus Jiperhitungkan dalam penentuan perbandingan
untuk tujuan framsfer pricing. Misalnya inovasi dan pembangunan
produk bars, tingkat diversifikagi, risiko vang dapat diterima, penilaian
perubahan peta politik, ketentuan ienaga kers, dan faktor-faktor lain
berkenaan demgan bisnis yang dilakukan. Strategi tersebut harus
diperhitungkan dalam penentuun perbandingan transaksi independen
dan tidak. Juga harus dilihat apakah strategi itw direncanskan untuk
group multinasional atay untuk anggots group secars terpisuh dan
keterlibatan anggota grosp lainnya dalam penerapan strategi bisnis
tersebut. Misalaya perusahaan yang mempunysi strategi untuk masuk
ke pasar baru {(new markel) atau berekspansi {(stau mempertahanian}
market sharenya mungkin akan mempunyai biaya yang lebih tinggi
{higher cost} untuk biaya awal penelrasi pasarnya ateu peningkatan
biaya murketing schinggas hargas pokoknya naik dan perusahaan
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tersebut akan memperoleh laba yang lebih rendah dibandingkan
perusahaan lain yang beroperasi di pasar yang sama.

Secara sederhana, apabila anak perusahaan memproduksi suaty barang
vang kemudian dijual kepeda induk perusabaan yang berada di luar negeri
uituk didistribusikan, maka akan terjadi imtercompany price untuk barasg
tersebut. Dalam arm’s length strandard, harga intercompany ini harus
ditentukan meialui analisis apakah yang akan diterima atas penjualan barang
tersebut dalam hal barang ini dijual kepada distributor yang tidak memiliki
hubungan istimews. Meskipun terdapat beberapa metode untuk menentokan
harga wajar, namun masing-masing metode tetap berdasar pada comporable
transuciion {(Reolte, 2001).

2} Pengakuan Transaksi Aktual yang Dilakukan
Pengujian transakei antars pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa,
oleh administrasi pajak harus didasarkan pada transaksi akfnal yang dilakukan
oleh perusabaan asosiasi tersebut apa adanys dengan metode vang diterapkan
oleh Wajib Pajak. Sebab bila fransaksi tersebut dikoreksi, kemungkinan akan
terjadi double tavation karena belum fentu negara lain mempunyal pendapat
vang sama. lxalam kasus lain yang bukan meruwpakan pengecualian,
administrasi pajak fidak diperkenankan mengabaikan transaksi aktual atau
transaksi penggantl bagt mercka. Namiun demildan, pengekuan fransaksi
seperti di atas Gdak dilakukan jika:

a) Transaksi tersebut secara substansi berbeda dengan formalitasnya. Dalam
kasus ini administrasi pajsk dapat mengabaikan karakteristik transaksi
tersebut dan menentukan kembali jenis fransaksi tersebut berdasarkan
substansinya. Misalnya perusahaan asesiasi melakukan investasi dalam
bentuk pinjaman dengan tingkat bunga wajar. Transaksi ini perlu diteliti
apakah secara ekonomis pantas dilakukan, jika transaksi fersebui
bermaksud dimaksudkan vntuk berinvestast miengopa Gansaksi tersebut
tidak dilakukan melalui penyertaan modal?

bj Secara formal dan substansi transeksi memang sama, tetapi jika dilihat
secara menyeluruh, berbeda demgan transzksi yang terjadi antara
perusahaan independen. Misalnya koutrak penjualan jangks panjang
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dengan pembayaran Zump sum, hak vang tidak terbatas atas inrefectue]
property sebagai basil pencliian masa yang akan datang. Dalam kasus
demikian maks administrasi pajak harus melakukan penyesuaian sesoal
denpan transaksi noroal yang lazim tegadi.
3} Evaluasi Transsksi yang Terpisah dan Gabungen
Idealnya untuk memperolch perkiman harga pasar wajar, arm’s Jength
principle barug diterepkan ferhadap setiap transaksi. Namun ada kalanya
transaksi yang terpisah sangat erat hubungannya dengan yang lain sehingga
sulit untuk dinilai secara terpisah, Misalnya lisensi untuk memproduksi (yang
mengandung unsur icknologi) dan penyediaan komponen vital terhadap
perusahaan asosiagl, akan lebih mungkin untuk menilai batasan arm s length
kedua hal tersebut secara gabungan dibandingkan secara individual.
Sebaliknya ada kalanya suatu kontrak paket dilihat sebagai transaksi yang
terpisah, Perusahaan multinasional mungkin membuat satu paket transaksi dan
mengetapkan satu harga atas beberapa manfaat seperti hak paten, teknologi, dan
merek dagang, jasa teknik dan administrasi, dan penyewaan fasilitas produksi,
Hal ini sering discbut o package deal. Contoh lain misalnya harga konwrak
ditetapkan untuk penjualan barang termasuk jasa yang menycrtainya, sehingga
tidak sesuai bila menilai paket tersebut sehagai satu kesatuan, tetepl masing-
masing elemen dari paket harus dinilai secara terpisah. Dalam kasus ini
setelah harps ponsfer masing-masing elemen ditentukan, administrast pajak
harus mempertimbangkan apakah secara fotal barga pramgfer atas paket
tersebut sudah arm s length,
4} Penguunean Arm's Length Range
Dalam beberapa kasus, mungkin menerapkan prinsip harga wajar dengan
harga tertentu dengan asumsi kondisi transaksinya juga sama. Namun karena
transfer pricing bukan ilmu pasti, terdapat kemungkinan dalam pemakaian
metode vang ada akan menghasilkan interval harga yang dapat dipercaya, Hal
itu disebabkan penerapan prinsip harga wajar hanya menghasilkan perkiraan
kondisi seandainya transaksi tersebut dilakukan oleh pihak yang independen.
Mungkin terjadi bahwa perusahaan independen yang melakukan transaksi
dengan kondisi yang sama tidak menghasilkan harga yang sama, tetapi
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menghasilkan harga dajam batasan interval tertentu wvang disebabkan
perbedaan metede maupun data yeng dipakai, Apabila pemakaian satu atan
teberapa metode menghasilkan intervel fertenta, dan deviasi dari dari angka-
angka tersebut ferialu pesar, hal it mengindikasikan bahwa data yang
digunakan tidak dapat dipercaya sehingga perlu dilakukan penyesuaian,
5) Pengguvasn Data dari Beberapa Tahun
Untuk memperoleh garobaran Jengkap fakta dan hal-hal yang mempengaruhi
transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa, perlu dilakukan pengujian
data dengan tshuntahun sebelumnya, Analisis data tersebut dikerapkan dapat
mengungkap fakta yang mempengarahi penentuan harga fransfer. Misalnya
dengan data beberaps tahun akan diketahui spakah terdapat kerugian vang
merupakan bagian dari banyakiiya kerugian atas transaksi yang sama, apakah
kondisi ekonomi tertentu di talun sebelumnya menysbabkan meningkainya
biaya, atau terdapat falkts bahwa suatu produk memang sudals berada di akhir
dari siklus hidupnya. Perbedaan kondisi siklus ussha maupun produk mungkin
mempunyal dampak yang besar wechadap harga transfemya sehingga periu
dianalisis apakah transaksi terscbut dapat diperbandingkan. Data dari tahun-
tahun berikutnya juga bermanfast membandingkan siklus bidup produk dari
transaksi yang dipeogaruhi atay tidak dipengaruhi hubungan istimewa untuk
menerdukan apakah @ansalsi tersebut dapat  diperbandingkan dalam
penggunaan metode tertentu.
63 Kerugian-Kerugian
Apabila peruszhaan asosiasi secara koosisten selaly menderita kerugian
sementars secars kessluruhan group ternyata mendspatkan keuntungan, hal
tersebut merupakan indikasi adanya frensfer pricing. Sebaliknya, wajar jika
kerugian ity berassl dari biaya pra-produksi yang sangat besar, kondisi
ekonomi yang tidak mendukung, in-efisiensi, atau slasan lain yang dapat
dipertanggungjawabkan. Namun tidak orasuk akal jika kerugian itu tegjadi
terug-menerus. Perusahasn independen aken menghentikan usahanya iika terus
mengalami kerugian, sebaliknya perusahean asosiasi yang selalu merug
mungkin akan tetap menialankan bisnisnya iika scoura kessluruhan group
masih menguntungkan. Misslnys satu group perusshasn memproduksi jenis
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produk agar tetap bisa bersaing dan raemperoleh keuntuggan secara
keseluruhan, sedangkan group vyang lain akas selalu merugi karena
memproduksi  produkeproduk  yang tidak menguntungkan. Perusahaan
independen hanya akan melakukan hal tersebut jika mendapatkan kompensasi
yang Sukup.

7) Efek Kebijakan Pemerintah

Dulam beberapa kasus, pembayar pajak akan mengilaim bahwe harga wajar
harus disesuaikan dengan intervensi pemerintah, seperti pengendalian harga
dan tingkat btnga, kontro] atas pembayaran fasa atau management fez, royaity,
subsidi atas sektor tertentu, kontrol devisa, bea rgasuk anii dmping, atau
kebijakan kwrs valuta asing. Secara umum intervensi pemerintah tersebut
harus diperiakukan sehagai kondisi pasar di negara tertentu dan hal ini harus
dipertimbangkan dalam evaluasi sansfer pricing yang dilakukan pembayar
pajak. '

£} Kompensasi vang Disengaja

Perusahaan asosiasi mengetahui bahwa transaksi yang terjadi telah diztur.
Anggota group perusahzan memberikan manfaat terteatu kepada anggota
latnnya vang menerima manfaat dalam bentuk lain dari angpota lain tersebut
sehingga laba atau rugi bersih dari teansaksi tersebut vang diperhitungkan
pajaknya. Misalnya pemberian hasil produksi dengan harga vang bagus
sehagai imbalan pembelian bahan baku dengan harga yang bagus pula dengan
maksud menambah keusturigan kedua perusghasn tersebut. Perusahaan
independen tidak akan melakukan hal tersebul. Merekn secara normal akan
menerima pembayaran dan mengeluarkan biaya secara independen dan akan
memperoleh keuntuingan ataw menderita kerugian sebagai akibat bisnis yang
rormal.

9} Penggunaan Penilaian Bea Cukal

Prinsipy «rm’s fength sudab diterapkan oleh Bea Cukai dalams membandingkan
niigi barang vang dilmpor oleh perusahaan asosiasi dan nilai barang yang
sams vang dilmpor oleh perusahaan independen, Karena patokan harga terjadi
bersamean dengan fransfer barang maka hal tersebut akan berguna bagi
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administrasi pajak dalam menilai kewajamn harga transaksi perusshsan
asosiasi tersebut.

10) Penggunaan Metode-Metode Transfer Pricing

Metade-metode fransfer pricing dapat dipakai untok menilal apakah kondisi
komersial manpun finansial antara perusahaan asosiasi konsisten dengan
prinsip harga wajar. Tidak satu pun metode vang cocok diterapkan untuk
semua kondisi dan juga tidak swnpkin untuk membuat aturan khusos yang
dapat dipakai untuk menyelesaikan semua kasus. Jika satn metode dipandang
{ebilh sesual untuk menentukan harga walar dengan kondisi tedtentu maka
metods tersebut dapat lebih dipertimbangkan.

214 Metode-Metode Penentuan Harga Wajar dalam Transfer Pricing
Metode penentuan harga wajor dalam frersgfer pricing yang diterima oleh
mayoritas Oteritas Pajak sast ini adalah yang didasarkan atas prinsip arm s lengrh.
Untuk menetapkan apokah transaksi yang dilakukan oleh perusahaan asosiasi
bersifat arm’s length adalab dengan membsodingkan harga transaksinya dengan
huarga transaksi dengan kondisi yang sams yang dilakukan oleh perusahasn
independen, Pendekatan tersebut dapat dilakukan karena perbedaan harga
transaksi dapat secars sormal ditelusurd secara langsung ke hubungsn komersial
dan finansial dari masing-masing perusahasn dan kondisi hargs wajar yang tedadi
atas tramsaksi perusahaan independen yang dzpat diperbandingkan tersebut
dipakai sebagai peogganti harga transaksi perusahaan asosiasi. Masalahnya adalah
tidak semua transaksi mempunyai kondisi yang dapat diperbandingkan, schingpa
perlu dicari pendekatan Iain yang dapat dipakai untuk menstapkan bahwa
fransaksi tersebut bersifat arm’s lemgrh.  Pendekatan-pendekatan  tersebut
dijelaskan oleh CECD untuk sebagai berikut:
1. Fraditional Tramsaction Method
& Comparable Uncontrofled Price Method (CUP Meihod)
Metode ini mcmhéndirzgkan barga yang dipakai untuk mentransier barang
maupun jasa dalam transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimews
dengan harga vang dipakai untuk mentransfer barang maupun jasa dari
fransuksi yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa dalam situasi dan
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kondisi yanp sama. Jika terdapat perbedaan antara kedua harga tersebut,
berarti terdapat indikasi bahwa kondisi hubungan komersial maupun
finansial dari perusehaan asosiasi tersebut tidak waiar (wof arm's length)
sehingga harga yeng dipakei dalar transaksi yang dipengarubi hobungan
istimewa harus diganti dengan harpe vang dipakai dalam transaksi yang
tidak dipengarubi oleh adanya hubungan istimews,

Kedua harga di aias dapat diperbandingkan jika:

I} Tidak terdapat perbedaan antara transaksi yang diperbandingkan atau
antara perusahaan yang melakukan ransaksi yang depat berpengarch
secara material terhadap harga ¢i pasar terbuka; atau

2} Penyesusian yang gkwat dan layak dapat dilskukan untuk mengurangi
besarmya pengarvh atas perbedaan tersebut.

Ketersediaan data pembanding, terutama dalam penentuan harga
transfer  werupakan factor penting vang perlu diperbatikan dalam
penentuan arm's length price dalam fransfer pricing. Maka, metode CUP
ini menjadi akurat dan tepat ketiks data harga pembanding benar tersedia.
OECD Guidelines menyatakan bahwa metode CUP dilekukan melalul
mekanisme membandingkan harga-harga yang ditetapkan oleh pihal-
pihak yang snempunyai hubungan istimewa dengan pihak-pihak vang tidak
memiliki hubungan  istimewa dalam hal transaksi  yang dapat
diperbandingkan gana memgeroleh harga pasar yang wajar, OBCD jupa
mensyaratkan  kesebandingan dalam praktik yang biasanya sulit
diaplikasikan antara lain dalam hat kondisi ekonomis, tingkat pasar dan
barang. Kescbandingan ekonomi menphendaki bahwa harga barang
pembanding harus pula terjadi dalam pasar dengan kondisi ckonomi yang
sebanding, Variasi struktur sosial-ckonormi, sitvasi geografis dan selera
konsurnen sering mempersulit kesebandingen harga suatu barsng yeng
sama antar beberapa negars. Kondisi pasar barang, monopeli, oligopeli,
dan sebapainya sering mempengsruhl harga yang dibebankan kepada
konsumen yang berbeda (Gunadi, 1994).
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b. Resale Price Method

Metode ini diteraplkan untuk barang yang telah dibeli dar
perusahaan asosiasi, untuk kemudien produk tersebut dijual kepada
perusahaan independen. Harga jual kembali tersebut kemudian dikurangi
dengan laba kotor yang pantas (gppropriate gross marginy yang mewskili
Jumlah pengeluaran reseller untuk menutup biaya penjualan dan operasi
lainnya serta fungsi yang dilakukan untuk menciptakan keuntungan yang
laynk. Sisanya merupakan harga wajar (arm’s lengih price) dari tronsfer
barang sntara perusahaan asosiasi di atas. Metode inf sangst berguna jika
diterapkan atas perusabasn pemasarsn (marketing operations). Asomsi éi
belakang metode ini adalah persaingsn di antars digtributor mempunysi
margin penjualan yang sama yang dihasitkan oleh fmngsi yanp sama
{Rugman & Brewer, 2001).

Harga jual kembali {resale price margin) reseller dani transaksi
yang mempunyai hubungen {stimewa ditentukan sesuai dengan barga jual
kembali dari reseller yang sama atas barang yang dibeli dan dijual dalam
trausaksl vaug tidak dipengarubi hubungan istimewa yang dapat
diperbandingkan. Apabila reseller merupakan seorang broter maka harga
jual kembalioya adalah berhubungan dengan fee broker tersebut yang
biasanys dihitung sebagal perseniase barga jual produk. Penentuan harga
jual kembali dalam kasus tersebut harus juga memperhatikan apaksh
broker tersebut bertindak scbagal agen atay bertindak sebagai pedagang
utama {principal). Harga jual kembali dapat diperbandingkan jika:

1} Tidak terdapat perbedaan antars transaksi yang diperbandingkan atau
antars perusahaan yang melakukan fransaks) vang dapat berpengaruh
secara material terhedap hacga joal kerobali di pasar terbuks; atau

2} Penyesuaisn yang akurat dapat dilakukan untuk mengurangi besarnya
pengaruh atas perbedaan terscbut,

Banyak faktor yang harus meniadi bahan pertimbangan dalem
melakokan perbandingan, antars laim
1) Jenis produk, apakah bersifat unik, apakeh barang tersebut merupakan

barang substitusi atau bukan, dan sebaliknys;
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2) Efisiensi yang dilakukan manajemen dalam operasional perusahaannya
{misalnya fevel persedizan);

3} Banyaknya fungsi yang dilakukan (jumish asses yang digunakan dan
asumsi risiko);

4) Apakah reseller memberikan nilai tambah vang signifikan terhadap
barang terschut;

3} Jangka waktu fegadinya transeksi yang diperbandingkan agar tidak
terlaly lama;

§) Banyaknya perusahasn perantara (fdermedigle compary) yang
terhibat;

7} Apakah reseller mempunyai hak eksklusif untuk menjual barang
tersebut;

8} Perbedaan prakiik akuntansi {misalnya biaya riset dan pengembangan
ads yang dimasukkan ke biaya operasi dan ada juga yang
mengklasifikasikan sebagal harga pokok penjualan sehingga terjadi
perbedaan harga jual).

Gunadi (1994} menambahkan bahwa kerumitan resale price
method dapat terjad) dalam penentuan comparuble mark-yp. Fangsi dan
aktivitas reselfer akan sangat mempengarshi besarnya markup. Pada
resefier yang mengolah kembali barang sebelum dijual akan memperoleh
muark-up yang berbeda dengan reseller yang hanya berlaku sebagai agen
langsung vang menjual barang. Demikian pula reseller vang masih
meranggung biaya promosi, garnsi, iransportasi, dan sebagainya. Dalam
kasus demikian penelitian lebih lanjut perlu dilakukan secara geksama
dalam rangka penyesuaian mark-up,

- Cost Plus Method

Metode ini melskukan pendekaten kewajarsn transfer priving
denpan menambahkan mork-up yang pantas dari cosr pihek yang
melakukan fransfer.,

Metode int dimulai dengan adanya harga pokok atas barang
maupun jasa dari transaksi antara pihak-pihak yeng mempunysi hubungan
istimewa. Mark up yang layak {appropriate cost pius mark up} kemudian
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ditambahkan ke dalam hargs pokok untuk memperoleh keuntungan dari
fangsi yang dilakukan dan kondis pasar. Jumish harga pokok ditambah
mark up yang layak dapat dipakai sebagai harga wajer transaksi pihak-
pibak yang mempunyai hubungan istimewa. Metode ini sangat bermanfaat
jikn diterapkan atas transaksi barang setengeh jadi antarperusshaan
asosias,

Muark up di atas ideainya ditetapkan sesuai dengan mark up dari
supplier yang samz dalam transaksi yang bersifat independen. Begitu juga
haloya dengan kriteria transaksi yaog bisa diperbandingkan. Mark wp
dapat diperbandingkan jiks;

i) Tidak terdapat perbedasn antara transaksi yang diperbandingkan atau
antara penisahaan yang melakuekan transaksi yang dapat berpengaruh

' secara materiel terhadayp cost plus mark up i pasar terbuks; atau

2} Penyesuaian yang akurat dapat dilakekan untuk mengurangi besarnya
pengarah atas perbedazan tersebut,

Seperti halnya dalam metode resele price method, jika terdapat perbedaan

kondisi yang berpengaruh secara material terhadap cost plus mark up yang

dihasilkan maka perlu dilakuksn penyesuaian untuk menghitung besamya

perbedaan tersebut.

Metode ini mengharuskan bahwa mark up yang diperbandingkan
harug berdasarkan hargs pokok yang dapat diperbandingkan pula
{comparable murk up 0 comparable cost basis). Misalnya mark up dari
perusahaan yang menggunakan aktiva leasing tidsk dapat diperbandingian
dengan mark #p dari perusshaan vang aktivapyva dimiliki sendiri.
Disamping itu perlu dipertimbangken adanya perbedaan level dan jenis
biaya [(biaya operasi Jdan mom oporast termasuk biays fiuancing yang
berhubungan dengan fungsi vamg dilakukan oleh pihak-pihak ateu
transaksi yang diperbandingkan). Perfimbangan atas perbedaan tersebui
adalah sebagai berikut:

1} lika biaya tersebui merefieksikan perbedaan fungsi (berkenaan dengan
jumish asset yang dipakal dan risiko yang ditangpung} yang belum
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diperhitungkan dalam penerapan metode ini, maka penyesuaien perlu
dilakukan; |

2} Jika biaya merefleksikan fungsi tambahan yang berbeda dengan
aktivitss yang diuil dengan metode ini, kompensasi tersendini alas
tambahsn fingsi terschut perlu ditentukan.

3) Jika perbedaan biaya dari pthak-pihak vapg diperbandingkan
mernpakan akibat adanya efisiensi maupun disefisiensi perusahaan,
seperti normal ferjadinya biaya supervisi, biaya umum dan
admintsteasi, maka tdek periu dilakukan peayesuaian atas gross
margin yang jayak.

Aspek-aspek lain yang periu diperhatikan dalem penerapan metode ini

antara laine

i} Accouwnting consisiency. Jike terjadl perbedaan prakiik akuntansi,
penyesugian seperhunya harus dilakukan afas data yang dipakai untuk
meyskinkan bzhwa jenis biaya yeng sama digunakan delam masing-
masing kasus,

2} Cost plus method secara umum menggunakan margin yang dibitung
setelah biava produksi. Sedangkan Net Margin Method menggunakan
murgin yang dibitung setelah biaya operasi.

3} Metode ini lebih menekankan pada historical cost, namun demikian
metode rata-rata akan lebih sesuai untuk merefleksikan biaya aktiva
tetap atas proses dard produk-produk yang berbeda dan volume
produksi yang berflukiuasi.

4) Terbatasnya supplier barang dan jasa perlu dipertimbangkan, karena
keterbatasan ini bisa menimbulkan masalah alokasi biaya.

2. Transactional Profit Method
a. Profit Split Method
Dialam hal transaksi berkaitan erat satu demgan leinnya, evaluasi
secara terpiseh akan menjadi sulit. Metode ini mencoba menghilangkan
akibat dari syarat-syarat kbhusus yang diciptakan dalam transaksi yang
dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menentukan pembagian lsba
Universitas indonesia

Kajian Atas..., lka Retnaningtyas, FEB Ul, 2009



34

vang diharapkan oleh perusshean-perusahaan  independen. Pertama,
metode ini mencari laba yang akan dibagl di antara mereka yang ada
dalam saty group dari transaksi yang dipengaruhi oleh hubungan istimewa
tersebut. Kemudian laba tersebut dibmgi di antara perusahaan yang
mempunyai bubungan istimewa tersebut dengan dasar pertimbangan
ekonomi schingga pembagian itu mencerminkan laba scandainya transaksi
itn tidak dipengarubi oleh hubungan istimewa (Rachmanto Surahmat,
20013,

Konfribusi masing-masing perusahagn didasarkan atas analisis fungsi
yang dilakukan dan dinilai berdasarkan data pasar ekstemal Misalnya
perseniase profil split untuk suaty fungsi harus sesuai dengan persentase
yang diperoleh apabila fungsi ity dilekukan oleh peresahaan independen.

Kelebihan metode ini adalah sccars umuma tidak tergantung dari
adanya transaksi selenis vang depat diperbandingkan sehingga dapat
digunskan dalam kasus tidak terdapat franssksi sejenis yang dilakukan
oleh perusabasn independon, Selain itu metode ini tidek akan
menghasitkan keuntungan yang bersifat eksirim dan yang fidak mungkin
terfadi karcna kedua belash pibak yang melakukan trangaks: skap
dievaluasi.

Kelemahan metode ini adaixh, pertama, data pasar eksternal yang
dipekai schagai dasar penilaian kontribusi masing-masing perusabaan
kurang serupa dengan trensaksi yang dilakukan sehingga akan muncol
subyektifitas dalam pengalokasian keuntungan, Kedua, perusahaan
asosiasi dan administrasi pajak mempunyai kesulitan untuk mengakses
informasi dari perusahasn afiliasi di luar pegeri schingga terdapat kesulitan
untuk menggabungkan penghasilan dan biaya dari perusahaan asosiasi
yang berpartisipasi dalam fransaksi tersebut,

. Transactionad Net Margin Method

Metode ini menetapkan net profit margin berdasarkan perbandingan
tertenty (misalnys biaya, penjualan, assef) yang dipakai oleh pembayar
pajak dari transaksi vang dipengarubi hubungan istimewa, Karena metode
ini mirip dengan resgle price method dan cost plus method, maka
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penerapannya harus konsisten dengan kedua metode tersebut. Dengan
demikian ner mergin dari perusahaan asosiasi seharusnya ditetapkan sesual
dengan wet margin dari porusahaan tersebut dalam transaksi yang dapst
diperbandingkan yang tidak dipengaruhi olch hubungan istimewa. Jika hal
ini tidak memungkinkan, maks schagai pedoman adalah net margin dari
transakst yang dapat diperbandingkan yang dilakuken oleh perasahaan
independen,

Kelebihan metode ini adalah ner margin kurang dipeagarvhi oleh
perbedaan transaksi seperti halnya harga vang dipskai di metode CUP,
Selain itw metode ini fidak begitu terpengaruh oleh perbedean peranan
masing-masing pthak. Bissanya perbedaan peran perusahaan dalam satu
group dituniukkan dalam variasi besarmmya biaya operasi. Akibainya,
antasperusahaan mungkin terdapat perbedasn besar dalam grose profir
margin tetapi tetap akan berada di Jeve/ yang sama untok nef profimya.

Kelemahan terbesar metode ini adalah ner margin perusahaan dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sebenamya tidak berpenganih apa-
apa terhadap harga maupun grosy murging Oleh karena itu periu dibuat
pedoman secara nnci dalam menentukan perbandingan dalam metode ini.

¢. A NonAdrm's Length dpproach: Globai Formulary Apporiionment

Metode ini mengalokasilcan keuntungan secara konsolidasi satu group
perusahaan multinasional ke anpgots masing-mésing perusahaan asosiasinya
dalam negara yang berbeda berdasarkan ketentuan yang diatuwr di muka dan
berdasarkan roekanisme formmula tertentu, Terdapal tiga komponen penting
dalam penerapan metode joi, yaits

I} Penentuan unit yang akan dikenakan pajak, misalnya anak perusahsan dan
cabang dari greup perusahaan multinasionat harus terdird ates Waiib Pajak
global;

2} Penentuan jumilah keuntungan global yang akurat;

3} Peogtapsn forrmda  yang akan digunaken uatwk mengslokasikan
keuntungan giobal tersebut ke masingsmasing unit. Formula tersebut
biasanya berdasarkan beberapa kombinasi harga pokok, asser, gaji, dan
penjualan.
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Metode ini banyak terdapat kelemahan dalam penerapannya, antara lain:

)

@)

3

9

3
6

7

8)

9

Metode ini sulit diterapkan karena memerlukan koordinasi dan konsensus
internasional dalam penentuan formula yang digunskan dan komposisi
groupnya,

Masing-masing negura ingin memberikan tekanan atau memasukkan
faktor yang berbeda-beda ke dalam formula tersebut berdasarkan aktivitas
atau faktor yang mendominasi masing-masing negara;

Metode ini akan memunculkan tekanan politik yang besar dan masalah
ekonomi yeng komplek serta memerlukan kerjasama internasional yang
tidak realistis dalam bidang perpajakan;

Formula yang dilitung berdasarkan kombinasi harga pokok, asset, gaji,
dan penjualan akan menghasilkan persentase keuntungan tetap {fix rare}
bagi masing-masing anggota di setiap negara tanpa memperhatikan
perbedaan fungsi, asset, risiko, dan efisiensi antaranggota;

Adanya pergerakan nilal tukar yang menghasilkan dampak vang berbeda;
Kesulitan dalam menentukan penjualan masing-masing anggota dan
penilaian assef khususnys harta tak berwujud;

Karena basis keuntungannya adalah konsolidasi, maka akan mengabaikan
kegiatan masing-masing anggota baik efisiensi maupun faktor-faktor
lainya;

Metode ini akan mempenanyskan adanya withhiolding rax antamegera dan
akan menolak ketentuan yang ada dalam fax freaty;

Metode int  tidak memberikan solusi alokesi profii kecuali hanyva
berdasarkan keuntungan group secara keseluruban, Masing-masing group
diharuskan menyelenggarskan akuntansi secara terpisah padahal tidak
termasuk dalam group yang menggunakan metode global jormulary
apportiormnent.

Berdasarkan alasan-alasan ¢i atas, negara-negara anggota QECD tetap
menyatakan dukungannya slas kesepakatan penggunaan prinsip arm’s length
yang telah berlake di antara anggota dan non-anggotz dan menyepakati bahwa

teori alternative dari prinsip arm’s length yang dihadirken oleh global
formulary apportionment harus ditolak,
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3. Pendekatan Untuk Menghindari dan Menyelesaikan Masalah Transfer Pricing
Transfer pricing antara perusahaan asosiasi menysbablan perselisihan tidak

hanva antara pembayar paiak dengan administrasi pajak, tetapi juga konirontasi

antar negara yang berbeda berkenaan dengan pembagian penghasitan. Jika dua

atau lebih administrasi pajak berbeda pendapat dalam penentuan kondisi arm’s

length, pengenaan palak berganda akan terjadi. Untuk memecahkan masalah ini

heberapa instrument yang dapat dipakai adalah sebagai berikut:

a. Kepatuhan Pelaksanaan Tramsfer Pricing {(Transfer Pricing Compliance
Practices)
Pelaksanaan kepatyhan dibuat dan diterapkan di masing-masing negarae
tergantung ketentusn domestik dan prosedur adminstrasinys. Pelaksanaan
kepathan ¢ masing-masing negara biss dilskukan dengsn mengurangi
kesempaten bagi yang tidak patuh (misalnys melalui pemotongan amu
pemungutan pajak dan pelaporan informasi}, menyediakan bantuan bagi yang
patuh (misalnya pendidikan dan mempublikasikan pedoman-pedoman),
maupun memberikan sanksi bagi yang tidak patuh. Dengan meningkatnya
kepatubian di masing-masing negara akan memberikan dampak megara lain
{mizalnya perusahaan mullinasional vang sudah patuh untuk memakai harga
wajar dzlam transaksi antargroupnys maka tidale akan terjadi pemindaban
keuntungen {income shifting) antar negara sehingga tidak ada negara yang
dirugikan).

b, Corresponding Adjustment dan Mutual Agreement Procechire
Alternatif solusi yang dapat dipakai untuk menghindari pemajekan herganda
akibar adanya koreksi yang tidak selaras antar negara adalah Mufuad
Agreement Procedure (MAP) yang merupakan bentuk penyelesaian masalah
yang melibatkan administrasi pajak dard negara terkait dengan melakukan
konsultasi atay perundingan untuk mencart sciusi dari perselisiban berkenaan
dengan penerapan peganjiap  penghindaran  pajek  berganda.  Untuk
menghindari pengenaan pajak bergands dalam kasus franger pricing,
administrasi pajek dapat mempertimbangkan untuk melakukanr penyesuaian
yang seimbang {corresponding adiustment} sehinpge ketika administrasi pajak
di suate negara melakukan koreksi dengan meninggikan penjualan dengan
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suatu perusahasn sebagai pelaksansan pringip arm s lesgeh, maka administrasi
pajakk di nepara lainnya akan menorunkan keentungan pernsabaan asosiasi
lawan transaksinya dengan menatkkan harga pokok penjualannya.
. Pemeriksaan Pajak Secara Serempak (Simndtaneous Tax Examinations)
Alternatif penyelesaian lain untuk mengatasi masalah frarsfer pricing adalsh
dengan melakukan keriasama 2 {dua) negara atau lebih untuk melakukan
investigasi. Pemeriksaan pajak secara serempak akan bermanfaat jika terdapat
informasi kunei dari suatu negara untuk dipaksi sebagai bahan investigasi,
sehingga secars umum akan menjadi pemicu pertukaran informasi yang lebih
tepat waky dan efektif.
Safe Harbours
Kesulitan pengrapan prinsip wmm’s lemgth dapat diperbaiki  dengan
memberikan sitassi agar pembayar pajak dapat mengikuti sebuah ketentuan
yang sederhana sehingga harga prangfer secara otomalis akan diterims oleh
administresi pajak. Ketentuan tersebut adelah “safe harbowr” atay “safe
raven”. Safe harbouwr menpakan ketentuan yang memberikan kstegori
pembayar pajak dan membebaskan pembayar pajak yang memenuhi syarat
dar kewajiban fertenty dan menggantinya dengan kewajiban yang sedechana.
Safe harbour terdin atas dua carz tergantung londisi tramsaksi yang
dipengaruhi oleh hubungan istimewa dari pembayar pajak, Pertama, transaksi-
transaksi tertentn dikecnalikan dant cekupan pensrmapen ketentuan framgfer
pricing. Kedua, aturan penerapannya disederhanskan (misalnya dengan
memberikan interval harga siau keuntungan yang harus dipakai). Kedua cara
tersebut harus direvisi dan dipeblikasikan secara periodik oleh sparat pajak.
. Advance Pricing Agreements (APA)
APA meropakan susty susunan yang menentukan, defem transaksi vang
dipengaruhi oleh hubungan istimewa, Kriteria tertentu (misalnya metode,
perbandingan dan penyesuaian yang layak, asumsi-asumsi kejadian masa
depan yang dipakai) uniuk menentukan harga sransfer dard suatu transeksi
selama periode tertentu. APA sccara formal dimulai oleh pembayar pajak dan
kemudian memerfuken negoisasi antars perbayar pajak, satu atau Iebih
perusahaan asosiasi, dan satu atag lebih administrasi pajak. Dalam Undang-
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Undang PPh, APA didefinisikan schagai kesepakatan antars Wajib Pajak
dengan Direktur Jenderal Pajak mengenai harga jual wajar produk yang
dihasitkannya kepada pihek-pthak yang mempunyai hubungan istimews
{related partiesy dengannya. Tujuan diadakannya APA  adalzh untuk
mengurangl terjadinya penyalahgunean framgfer pricing oleh perusahaan
mltinasional. Keuntungan dari APA selain memberikan kepastian houkum dan
kemudahan penghitungan pajak, fskus tidak perlu melakukan koreksi atas
harga jual dan keuntungan produk yasng dijual Wajib Pajak kepada perusahaan
dalam satu grup yang sama.
£ Arbitrasi {grbifration)

Asrbitrasi merupakan mekanisme yang dipakai ustuk  menyelesaikan
perselisiban fax freoty untuk vang tidak dapat diselesalkan melalui Munad
Agreement Procedure (MAP]. Biasanya, masalah pajak berganda diselesaikan
melalul MAP. Namun demikian hal itu fidek ada jeminan bahwa dalam MAP,
sefelah para administrasi pajsk melskokan perundingan, tidak menghasilkan
suatu persetajuan. Jika hal itu teciadi maka dapat digunakan arbitrast.

2.2 E-Commerce
2.2.1 Pengertian E-Commerce
Turban (2006) mendefinisikan e-commerce sebagat:

“_..the process of buying, selling transferring, or exchunging
progucts, services, andior information via computer networks, tncluding
the Internet.”

Pengertian tersebut melibat bahwa pada dasamya e-commerce wrdin dari proses
transaksi, produk atau informasi yang ditransaksikas, serta adanya penggunaan
jaringan komputer. Selanjutnya discbutkan bahwa e-commmerce dapat mengambil
beberapa bentuk tergantung pada tingkat digitalisasi nys. Tingkat digitalisasi
tersebut berkaitan dengan tiga hal yaitw: preduk yang dijual, proses, dan delivery
agerd fintermedicry).

Sementarz itu  Arncld (2002) mendefinisiken e-commerce schbagai
“commercial activities conducted over the internet” atau aktivitas komersial yang
ditakukan melalut internet.
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Dari pengertian-pengertian di atas, dapat disbopulkan bahwa perbedaan
transaksi e-commerce deppan transaksi konvensional berada pada edanya
digitalisasi produk atau proses, dan adanya penggunaan jatingas komputer untuk
memfasilitasi, Turban (2006) sendiri secara garis besar mengpambarkan bentuk
entitas ekonomi menjadi tiga bentuk (terkait tingkat digitalisasi yang digunakan);
a. Brick-and-moriar {or old-economy), refers to pure physical organizations
{eorporations).

5. Virtual (or pure-play), orgamizations are compuaries theat are engaged only in
EC

¢. Click-and-mortar {or click-ard-brick}, organizations are those that conduct
some e-commerce aotivities, yet their primary businesy is done in the physical
world

2.2 2 Karukteristik Kegiatan £-Commerce

Konsep hubungan perdagangan e-commerce dapat dibagt menjadi empat
Jjenis {Parbo, 2004):
A Business to Buginess ataw hubungan antare pedagang dengan mitra dagang.
b, Business to Customer uine hubungan aniara pedagang dan pelanggan adalah

hubungan dasar jual beli.
¢. Business to Emplovee atau hubungan antara bagian di dalam perusahaan.
d. Business to Pariver atay hubungan sntara pelanggan dengan adminisirasi
pedagang.

Dilihat dari sudet pandang fransaksi bisnis, ada dua jenis e-cosmerce.
Yang pertama adalah front-end e-commerce, yaitu transakst melalul e-commerce
anturs pengussha (baik pribadi maupun badaop bukum) dengen konsumen. Jenis
lainnya adalah back-end e-commerce, yaitu transaksi antars para pengusaha
menyangkut transaksi informasi inferpal dengan masing-masing pengusaha atau
antara para pelaku ussha menyangkut pertukatan data komersial (Purbo, 2004).

E-commerce, sebagaimana ditulis oleh Turban (2006), melibatkan
bebempa pibak yaito:
a. Pennual (Merchant}
b. Konsumen
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¢. Bank dan Lembaga Keusnpsan
d. Penyedia Jaringan (Network Provider)
Memberikan fasilitas yang dijual kepada penjual, konsumen, dan bark atau
lembaga kevangan dengan menyediakan fasilitas dukungen teknologi berupa
keamanan sistem jaringan komunikasi, tingkat konektivitas vang tinggi, dan
jaringan telekomunikasi.
e. Internet Service Provider (ISP)
ISP memberikan layanan jasa koneksi ke internet. ISP juga melakukan jasa
web hosting (penyimpanan website di server schingga dapat diakses) dan juga
penyedia layanan web design (memboat isi/ desain sebuah website).
Dibandingkan dengan transaksi konvensional, perbedaan utama dari pihak yang
terlibat antars ecommerce dan fransakst konvensional adalah edanva Network
Provider dan Fnternet Service Provider.

Hardesty (1999) mengemunkakan babwa Gansaksi e-commerce mompunyal
keunikan sendiri jika dibandingkan dengan fransaksi perdagangan konvensional,
yaitu:

a. World Wide Sales
Hambatan geografis pada transaksi konvensional dapat dibilangkan Karena
dalam transaksi e-commerce dilaksanakan melalui media internet yang
memungkinkan perusahzan untuk memasarkan produknya secara global,
Pembeli atan pelanggan dari manapun asalnya dapat dengan mxdah
memperoieh informasi {entang barang atan jasa yang dditawsrkan suain
perusahaan melalul media internet ini.

b. Remote Operation Uf Web Server
Dalam transaksi e-commerce seluruh operssinya dilaksanakan melalnt remote
web server schingpa tidak memeriukan perfernuan fisik antaca penjuat dan
pembeli, Selain itu transaksi tersebut tidak terbatas adanya suatu tempat vang
pasti sehingga memungkinkan terjadinya transaksi bisnis lintas negara.

c. Anonymity
Karena sifatnya yang awonym, maka pelaku dalam transaksi ¢-commerce, baik
sebagal penjual maupun pembeli tidsk akan saling mengenal dan tidak
mengetahui identitas masing-masing secara fisik. Karesa tidak menggunakan
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media kertas {paperiess) sebagai penyimpan informasi transaksi maka tidak
terdapat jojak audit {oudt trail).

d. Digital Products
Gagesan utama untuk menjosi produk digital merupakan keunikan tersendiri
dari e-commerce karena produk tersebut dapet dikirim dan diperjuaibelikan
secara clektronik, sebagai contoh software vang dapat diundubh melalui
intemet,

e. Imtangibles
Dalam transaksi e-commerce yang dileksanakan melalui interpet, dapst
dikatakan bahwa Uansaksi terscbut bersifat tidak berwujud (Fmtangible)
sehingea kesulitean yvang sering muncul adalah untuk melekukan identifikasi
tempat fransaksi berlangsung dan kapan transaksi tersebut dilakukan,

§3 .if?}mngfng Rules
Karena keunikan transaksi e-commerce maka diperiukan peraturan perundang.
undangan yang mampu mengadaprasi semus keunikan tersebut, khususnya
terkait masalah pengenaan perpaiakannyn mengingat perkembangannys yvang
sangat pesat di mesa mendatang,

Dalam transaksi e-commerce, proses pemesanan dan pemilihan barang,
penawaran harga, pembayaran transakst, hinggs ke peagiriman barang selurubnya
dikomunikasikan langsusg melalni komputer atau interpet sehingga tidak
memerlukan kebadiran fisik pihak yang berransaksi, Jasa dan produk digitai,
seperti perangkat lenak dapat dikirimkan secara elekironik melalui internet kepada
pembeli. Pembell dapat dengan mudah mwemindahkan dananya juga secara
elekironik ke selwruh penjury dunia (Doemberg, 1999). Jadi, dapat disimpulkan
bahwa pada dasarnya transaksi e-commerce sebensrnya sama dengan transaksi
konvensional, yang membedakan adalah adanya digitalisasi produk atas proses,
dan adanys penggunaan jaringan komputer unfuk memfisilitasi. Penggunaan
jaringan komputer inilah yang kemudian memuncutkan kompleksitas dalam e-
commerce. Hal ini depst dimakiumi untuk beberapa alasan. Pettama, pihak vang
memiliki kapasitas dalem mengelola infrastrokiue jaringsn kompuler pada
umumnya adalah pihak lain di juer konsumen dan merchant, Kedus, fidak adanya
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batasan negara yang jelas dalam e-commerce. Ketiga, jenis penghasilan sulit
diidentifikasi karena produk bersifat inomgible.

Technical Advizory Group {TAG) dari OECD pada bulan Februard 2001

telah mengeluarkan laporan dengan judul “Tax trealy churacterization issues

arising from e-<commerce” yang berisi 28 jenis transaksi sehubungan dengan e-

commerce. Sesuai dengan 28 jenis transaksi sehubungan dengan e-commmerce
yang dikeluarkan oleh Technical ddvisory Group dari OECD, maka dapat dibuat
kategori jenis penghasilunnyz sebagaimana diurafkan dalam tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Kategori Jenis Pepghasilan Menurut OECD

No, Nama transaksi Jenis pepghasilan
1. | Electrenic Order Processing of Tangible Producis Business income
2. | Electronic Ordering and Downloading of Digital | Business incoms

Products
3. | Electromic Ordering and Downloading of Digital Royalty
Products for Purposes of Commercial Exploitation of
the Copyright
4. | Updaies amd 4dd — Ons Business income
3. | Limited Duration Software wwl Other Digitel | Business income
Information Licences
6. | Single Use Software or Other Digital Product Business incoms
7. | Applicaion Hosiing-separate License Busingss income
8. | Applicasion Hosting-bundied Contract Business income
9. | Application Seryice Provider { ASF } Business income
10.1 ASP License Fee Business income
11.{ Website hosting Business income
12.1 Sofiware Mainienance Business incoms
13.] Data Warehowsing Buginess income

14.] Customer Support Over Computer Network Business income
15.1 Data Retrigval Business income
16.{ Delivery of Exclusive or Other High Valye Data Business income
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17.} Advertising Buginess income
18.1 Electronic Access to  Professional Advice feg | Busingss income
Consultancy)

19.| Technical Information Royalty

20.1 Information Delivery Business income
21.] Aecess to an interactive Website Business income
22.} Oniine Shopping Portals Business income
23.| Online Auctions Business income
24.! Sales Referral Programs Business income
25.1 Coment dequisition Tronsaction Business income
26.| Streamed (real time) Web-based Broadeasting Busingss Income
27.| Carriage Fees Business income -
28. Subscription to a Website dlfowing the Downloading | BRusiness income

of Digital Product
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BAB 3
APLIKASI TRANSFER PRICING DALAM E-COMMFERCE

Westherg dalam Cress Border Taxation of E-Commerce (2002),
menyatakan metods transaksi tradisional juga lebih dipilih oleh OECD sebagal
sarana untuk membangun kewajaran harga pada trangaksi-transakst e-commerce,
Sebapaimana dipaparkan dalarg bab sebelumnya, ketika metode-tetode tersebut
tidak dapat diterapkan karena tidak cukup didapatkannya data transaksi vang
bebas, atau karena dats vang didapatkan tidak cukup andel steu karena data yang
didapatian tidak cukup andal karena usaha yang forintegrasi, yang menyebabkan
franseactional profit method dapat diganakan. Dengan menerapkan panduan yang
ada dalam mengevaloasl transaksi gabungan daripads fansaksi vang terpissh,
heberapa kesulitan dalam renerapkan metode transaksi dapat dikerangi.

E-commerce meliputi rangkaian aktivitas uvsaba yang berbeda antar
beberapa negara. Transaksi tertentu seperti penjualan vang melibatkan pemesanan
dan pembayaran melalui  ferner, pada umumnya bukan merupakan masslah
framsfer pricing vang rumif, Beberapa fransaksi lain merupakan ransaksi yang
lebih terintegrasi antara beberaps pthak di beberapa wilavah hukoom yang berbeda
dan juga dengan beberapa tansaksi lain. Untok fransaksi tersebut, metode
tradisional akan kurang repat diterapkan.

Dalam arm s length principle, jumlah jabs yang diserahkan kepada Bentuk
Usaha Tetap akan ditentukan oleh fungsi-fungsi yang dilakuksnnya. Aset yang
digunakan dan asumsi-asumsi risiko yang menjadi beban juga merupakan faktor
penentu wrsebut. Dalam kasus server tunggal (stand-alone server, hanya terdapat
fungsi-fungsi rutinitas yang wmumnya dilaksanakan, Ini berarti, meskipun server
tersebut dianggap sebagai suatu Bentuk Usaha Tetap, secara normal hanya laba
tertentu vang dilimpahikan sebagai laba Bentuk Usaha Tetfap tersebut.
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3.1 Penentuan Laba Wajar (drwz’s Length Profits Ansk Perusahssn dalam
Transaksi B-Commerce dau Aplibasi Transfer Pricing Method

Pada perkembangan usaha saat ini, e-commerce bukanlah sesustu yang
luar biesa, melainkan telsh jamak digunakan hampir di setiap transaksi,
Penggunaan e-commerce veng memudahkan perfukaran informssi,pemotongan
Jalur “birokrasi pasar™ serta jalur distribusi, mempakan alasan mengapa penelitian
ini menempatkan e-commerce scbagat baban penslitian, terutama berhubungan
dengen framsfer pricing. Berkut merupakan paparan aplikasi sramsfer pricing
method dalam transaksi e-commerce yang dirgjuk dari QBCD Zax Policy Studies.
E-commerce: Transfer Pricing and Business Profit Taxaiion (20053,

3.1.1 Server Dinperasikan oleh Anak Perusahaan

Pada variasi i, ferdapat dua situasi yang berbeda yang akan dibahas,
Yang perfama adalah sitaasi di mana dus peresahaan yang merupakan induk dan
anak perysahaan vang membeniuk stroktur berupa ansk perusahaan beriaks
scbagal distributor. Sedangkan sitvast yang kedua adalsh gituast &i mana salah
satu merupakan service provider.
3.1.1.1 Anak Perusahann sebagai Digtribuior

Dalam situasi ini dapat dipaparkan sebagai berikut.

induk perusahaan di negers A dan merupakan residen negara A, adalah
perusshaan yang bergerak di bidang oneline distributor atas produk-produk
digital. Induk perusahaan ini membeli hak (right! untek mendistribusikan produk
digital tersebul secara penuh dan membuat beberapa variasi produk untuk dijual
pada level konsumen melzlul webyite.

Websire petusshaan Induk berisi catiog, natuk memamerkan produk serfa
memungkinkan konsumen untuk membell secara on-fine. Konsumen dapat
memilih untuk membeli physical copy atau mengunduh versi digitol yang
tersedia.

Anak perusahaan vang berada di negara B, yang kepemilikannya 100%
miltk perusahaan induk, mengopersikan server tunggal. Pimpinan perusahaan
anak ini bertanggung jawab terhadap operasional usaha di negara B dan
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menandatangani kontrak denpan perusahaan mduk dalam hal hubungannya
sebagal distributor produk-produk perusahaan induk. Anak perusahaan ini jugs
mengelola server dimana websitz perusahaan induk berada,

Penggambaran variasi transaksi ini dapat dilihat dalam skema berikut:

Negara ¢ ' Negara A l § [ Negars B i
5 :
H ]
. )
i Website of !
! Sarver by
Baying | potentcompeny, os | |
Pemibk Rights —-}-—-—) a voteiog ? -t Stbsidiary
E Server
i
] z
! Online Order | .
' ! Delivery
% :
H ;
¥

Konsumei

Gambar 3.1 Perusahaan Ansk sebagai Distributor

Fungsi-fungsi yang berhnbungan dengan distribufor, termasuk: pembuatan
keputusan berdssarkan pemesanan persedisan serta persediean yang harus
ditangani; negosiasi schubungan dengan kondisi suppfier; keputusan mengenai
harga produk; pernasaran dan promosi, menyediakan kontzk bagi konsumen;
menandatangan] kontrak dengsn konsumen; mengatur pendistribusian produk;
pengawasan  kradit, termasuk  pengambilan  keputusan  atas  kredit dan
pengaturannya; mengatur pendanasn; melakukan fungst akuatansi.

Dengan asumsi bahwa tidak ada personil anak perusshsan yang berada di
tokasi server. Namun demikian, keberadaan direktur yang diangkat berdasarkan
Undang-Undang harus dicermati juga apakah 12 menjalankan fungsi tambahan
{dan juga menilat asumsi pada risike-risiko terkait) yeitu mengatur fungsi-fungsi
yang hargs dilaksanskan oleh sub-kontraktor. Harus dicermati puls, apsksh
direktur hanya merupskan “pimnpinan boneka”, atankah ikut melaksanakan fungsi
yang lebih banyak iagi, dan apakah direktur tersebut memiliki cukup modal untuk
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menanggung risiko. Sebab, bila direktur ini merupakan pimpinan boneks, maka
perusahaan anak tidak memiliki kemampuan untuk menawar, membuat keputasan
ataupun melaksanakan kegistan-kegiatan sebageimana fungsi penjualan dsn
fungsi distribusi yang normal. Dan ketika direkiur tersebut merupakan pimpinan
boneka, anak perusahaan tidek memiliki kewenangan untuk melakukan evaluasi
dan pengawasan atas risiko-ristko yang melekat pada fungsi distribust manpun
fungsi penjualan atau yang ditimbulkan olehaya. Sehingge, pada kasus ini model
distribust tidak fepat untuk memaparkan situasi ini, yang merupakan basis untuk
melakukan evaluasi iransfer pricing antara perusahaan induk dan perusahaan
anak,

Dalam model/variasi ini, dapat pula dilakukan anaiisis bagaimans aplikasi
dari metode fransfer pricing dapat dilakukan serta bagaimana menentukan arm’s
tengih profit atas perusahaan anak yang berlaku sebagai distributor. Di mana tiftk
awal pengujian akan dilakukan dengan membandingkan transaksi yang dilakukan
cieh pihak independen di mana ecomparable wncontrolled price (CUP) dapat
diterapkan. Transaksi hares berimbeng dari sepl fungsi yang dilakukan, aset vang
digunskan dan risiko {atau kurangnya risiko) yang digunaken sebagal asumsi,

Namun, untuk menetapkan kompensasi wajar (arm '8 length compensation)
untuk pemindabtanganan bak pepggunaan barang tak bervajud Garangibles)
sepertl perangkat lunak dan merek belum diuji, karena solitnya memeari produk
yang berimbang uniuk dapat diperbandingkan. Ketika tidak tersedia transaksi
yang dapat diperbandingkan uniuk dapat menggunakan metode CUP secars
mandirl, maka harus diterrikan harga wajav (wem 'y length price) unfuk perangkst
lunak yang digunakaen dalam fungsi pecbandingan.

Ketika metode CUP tidak dapat diterapkan sepenubnya, masih
dimungkinkan untuk menerapkan metode Cost Plus unituk menentukan imbalan
vang wajar {orm's length rewgrd) bagi suatu perusahaan. Biaya yang harus
diperhitungkan adalab blaya laogsong maupun tidal langsung yang ditanggung
oleh anak perusahaan untuk dapat menghasilken layunan tersebut, misainya biaya
sewa, asuransi, listrik, komumnikasi, dan lain-lain, Madjin laba yang walar {arm’s
length profit mark-up} dapst diketahui dengan mempertimbangkan matjin yang
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serupa yasg dibebankan di dalam perjanjian oleh distributor independen. Metode
transaksi tradisional lainnya yang dicantumkan dalam Guidelines juga dapat
diterapkan apabila standar kesebandingan dapat dipenuhi,

Ketika metode transaksi tradisional tidak dapat diterapkan secara mandiri,
atau sama sckall tidak dapat diterapkan, metode fronsactional profit dapat
digunakan untuk menentukan pendapatan wajar (grms's fength returs), termasuk
nef margin method {TNMM), Schingga anslisis net margin analysis over costs
dapat difakukan,
3.1.1.2 Perusehaan Anak sebagai Service Provider

Situasi yang kedua dapat dipaparkan sebagai berikut,

Perusahaan anak mengoperasikan suaty server tunggal (Single server)
Perusahaan ansk juga memiliki seorang direktur paruh wakiu. Secara legal,
direktur bertanggung jawab atas operasional anak perusahaan di negars B, dan
menandatangani kontrak despan perusghean induk untuk menjalin hubungan
sebagal service provider bagi perusahaan induk. Dalam perjanjian ini, discbutian
bahwa anak peruszhaan adaleh host bagi perusshaan induk untule mepamupilkan
produk-produk perusahaan induk pada server tersebut.

Dialam bal ini, analisis yang dapat dilakuken mengacu pads bagaimana
prinsip amm's fength dapat diidentifikasi. Perianiian kontrak yang disecbutkan
dalam situasi ke dua ini, menunjukkan babwa secars stroktural, anak perusahaan
merupakan service provider, meskipun bagi konswmen, anak perusshasn ini
bergerak selaysknya scbagai rerailer. Perusshasn anak memilid  direktur
sebagaimana yaug telah ditetapkan dalam peraturan, dan memiliki kemungkinan
untuk menjatankan fungsi tambahan lain {(serta mengasumikan risiko-risiko yang
berkaitan dengan itu), misalnyas dengan melakukan fumgsi vang sudsh
dilaksanakan oleh sub-kontraktor. Schingps, batk secara faktual maupun
fungsional, terungkap bahwa kemungkinan kegiatan ysng dilakukan oleh ansk
perusahaan hanya berkisar pada aspek-aspek mtin (dan awtonomous) atas fungsi
penjualan. Fungsi utama penjualan telah dilakukan oleh perusshaan induk.
Akibatnya ia tidak akan konsisten denpan apalisis faktua! dan analisis fungsional
di mans perusahaan induk mengasumsikan risiko substantif atas kredit staupun
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risiko substantif pasar berada di Iuar risike yang terkait dengan biaya hayanan
{service fee} Ttu sendirl, Risiko substantif atas kredit timbul dari risiko pasar, dan
yang terkait dengan fungsi yang dilakukan oleh perusahaan induk.

Batasan dan persyaratan dalam kontrak tidak dapat ditentukan jika tidak
konsisten dengan pihak-pihal vang terikat, dan dengan substansi ckonomi.
Misalnya dalam konirak antara perusshusn induk dan perusshean anek yang
menetapkan risiko kredit kepada angk perusshasn. Namun, dalam keadaan anak
perusahaan tidak memiliki personil untuk mengevaluasi dan memantau risiko,
seria kekurangan modal (sebab pembayaran dilakukan langsung kepada rekening
induk perusahaan), nampaknya akan sangat susah bagi anak perpsahaan untuk
menopang kerugian yang mungkin vang berhubungan dengan risiko, Guideline
memberikan kemudaban dengan melakukan penyesuaian untuk mencerminkan
kondisi dari pihak-pihak yang telsh terikat dalam konfrak sesusi dengan
kenyataan ekonomi dan komersial dari pibak-pihak tersebut, yang disepakati
secara wajar.

Analisis batasan/persyaratan dalyen kontrak (ferms of comtract} sangat
membanitu dalam menenfukan bagaimana tanggung jawab, risiko dan mandaat dari
pengaturan servige akan dibagi antara para pihak dan apakah pengaturan tersebut
sebagal kontrak service provider atau service provider vang independen. Perlu
diperhatikan pula peran direktur perusahaan anak, apakah direktur tersebut hanya
boneka atan apakah ia memainkan peran yang lebik aktif dan mampu meiakukan
sub-kontrak fungsi lebik lanjut. Jika orang ini adalah hanya sebuah boncka, maka
perusahaan ansk kekurangsn personil untuk memanteu dan mengevaluasi risiko
yang melekat atau vang dibuat oleh fungsi vang terkait dengan model service
provider independen dan kargna ity kemungxinan besar akan dipandang sebagai
contract service provider.,
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Berikut akan disajikan alur transaksi sebagaimana uraian di atas;

l Negara € ] | Negara A ] Negara B I

v e e e i Mot et e

mm:f;z:iz as Sew?r by
Pomilik Blghls a catoleg -y Stbsidiory
] EFVEF
|
Oriine Order |

" Contract
service provider,
Deelivery

| S

Gambar 3.2 Perusshaan Anak Sebagai Service provider

Dalam modet service provider ink, metode fransfer pricing dapat
dipaparkan sebagai berikut. Pengujian dilakukan jike terdepet transeksi vang
sohanding yang dilakukan oleh service provider yang independen di mana
metode  Comparabie Unconirolled Price (CUP) dapat diterapkan. Transaksi
tersebut harus dapat dibandingken dari segi fungsi yanp dilskukan, aset yang
digunakan dan risiko yang diasumsikan,

Nemun, untuk menetepkan  kompensasi yang wajar (arm’s length
cpmpensation) untuk pemindahtanganan hak untuk menggunakan perangkat lunak
mungkin tdak dapat digii secara mudah, karena kesulitan utuk resnemukan
produk vang csukup berimbang. Ketika tidak ada fransaksi yabg tersedia untuk
diperbandingkan dengan mengeunskan metode CUF, kite dapat mencoba untuk
menemukan adanys harpa wajar perangkat hunak tersebut vang digunakan ontuk
fungsi perbandingan.

Ketika metode CUP tidak dapat diterapkan, maka masih dapat dilekukan
untuk mencrapkan cost plus method dalam  menentoksn imbalan yang wajar
{arnm’s length reward) bapi susiu perusahaan Biaya tersebut adaleh biaya
langsung dan biaya tidsk lanpsung vang ditimbulkan oleh perusahaan anek
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dalam usaha service provider { misglnya biaya sewa, asuransi, listrik, saluran
komumikasi, dan lain-lain). Arm’s Jemgth mark-up dapst ditemuksn dengan
mempertiimbangkan mark-up yang ditetapkan dalam perjaniian yang serupa oleh
peruszhaan  independen. Metode transaksi tradisional lainnys yang ditemukan
dalam Guideiines juga dapat diterapkan bilamana standarnya terpenuhi.

Ketika metode transaksi tradisional tidak dapat diterapkan secara mandiri
atau sama sekali tidak dapat diterapkan, maka metode keuntungan transaksi
{(tramsactional profit method) dapat digunakan untuk menentukan adanya refirn
vang wagar {aram's length resirn), tenmasuk zel margin method {TNMM).

3.1.2 Multiple Server

Dalam banyak kesempatan, peagosaha ingin agar konsumen dapat dilayani
dengan baik. Penggunaan server pun saat ini tidak hanya diserahkan pads satu
layanan server saja, melainkan mulai berafih depgan menggunakan jase dari
banyak server. Keunggulan mengandalkan beberapa server antara Isin: kecepatan
pada akses pelanggan atas, dan interaksi dengan, website memberikan eksira
keamanan dan mengurangi risiko yang terkait dengan teknolog! breakdowns.

Perbedaan utama yang relevan dari sudut pandang paiak, adalah bahwa
fungsi yang dilakukan secara gicsklusif oleh anak perusabaan dari server di negara
B dalam maudtiple server ini dilakukan bersama antara beberapa server. Namun,
cakupan fungsi yang dilakukan oleh salah satu server dalam hal transaksi (mula
dari ketika calon pelanggan melakukan komunikasi dengan website perusahaan
induk sampar dengan ketika pelangpan menerima pengiriman produk) tetep sama.
Tetapi volume franseksi aken dibag! antara server di berbagai nepara, Keberadasn
beberapa server melakmkan fungsi sama berkentribusi untuk mengurangi risiko
vang terkait dengan pengoperasian sustu server,
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Transaksi ini dapat digambarkan dengan skespa bertkut:

l Negara A i | Negars B '

'
i ;
H ]
: 1
f Websfte of :
4 fe?
] Loryer
ﬁ;i}’rﬂg parent company, 05 Server S;W g;by
Pemillk Righty p—J—» a cotalog —— ary
Msssssspssinsranet?

S

| Servarby
U subsidiary

Sl S B

Konsumsn

Gambur 3.3 Multinie Server

Prinsip-prinsip vang berkembang di bagian “penetapan laba wajer (arm's
length prafil) perusahaan anak" (etap berlaku untuk comioh ini, walaupun R
adminisizasi dan isu kepatuzhan mungkin lebih sulit. Variasi ini  mengasumsikan
bahwa semus langkah transaksi komersial dilgkukan oleh satu server, setelah
server tertentu tizh dipilih. Sehingga, tidak ada masaleh trangfer pricing yang
timsbul schubungan dengan transaksi antara dua stau lebih server karena fransaksi
tidak terjadi.

3.1.3 Techniced Suppori Siaff in Subsidiary

Pada variasi ini, diasumsikas ferdapat personil yeng hadic di negara B
untuk menjalankan tugas-tugas berikut: menjamin pemeliharean server, uatuk
melakukan  perbaikan  fwrdwore dan  mengidentifikasi  maselah  yang
mempenganihi pengoperasian website. Personii it juga bertanggung jawab untuk
menangani frouble-shooting dengan pelanggan atzu pengunjung situs web di
seluruh dunia yang mengalami kesulitan dengan situs web, khususmya dalam
kaitannya dengan transaksi on-fine. Terakhir, personil tersebut juga menyediskan
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layanan purna-jual dan dukungan kepada pelanggan. Interaksi dengan pelanggan
atau czlon pelanggan dilakukan secara on-fing, maupun melalui telepon.

Dalam variasi yang melibatkan personil dalam menjalanken server di
negers 13, dapat dilihat bagaimana aplikasi trangfer pricing method diterapkan.
Pada distribator model, ketika perusahaan anak menyediskan jasa secara mandiri,
ini mungkin berpengarub pada keuntongan dan/aigu harga produk perusahaan
anak tersebut keouall perusahaan anak dapset melekukannys dengan biaya rendsh,

Skema transekst dengan variasi techiical support stgff pada perusahaan
anak digambarkan dengan gambar 3.4 sebagai berikut:

Negara O 1 Negsra A ’

l Negera B '

¥
]
1
1
; i
. X Website of H
H‘zq-mg DRrent compuny, as £
Pemdiilk Rights —1—» a coteiog
1

n-ric:e provider,
Lelivery '

Konsumen

Garmbar 3.4 Technical Suapport Staj in Subsidiary

Selain ifu, apiikasi yang dapat diidentifikasi pada service provider model
asdajah tordapatnys keuntungan tambaban atas fungsi yang dilakukan, Dimana
ketika cost plus method diterapkan, biaya dasar {cost base) berdasarkan referensi
{referencej hingga perhitungan blava vlus (cost plus) yang dilakukan akan
mencerpinkan tambahan biaya langsung dan fidak langsuag vang ditimbulkan
oleh perusahaan anak (berdasur kKompensasi karyawan). Demikisn pula, markp
wajar yang dapat diterapkan {applicable crm’s length markup) akan
mencerminkan berbagal sifat dan fungsi perusahaan snsk tersebut,
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3.1.4 Website Sepenuhnya Dikembangkan oleh Perusshasn Ansk

Pada variasi ini, terdapat perbedaan pada scjarah penciptaan website
tersebut. Hal ini diasumsikan bahwa ketika server didirikan, saat it pula terdapat
personil dari anak perusahaan, dan telah melakukan pengembangan perangkat
lunak, dan secara bertabap melakukan wpgrade atas konfigurasi website hingga
tampilan akhimys. Pengembangan perangkat lunak v sendiri dimuogkinkan
untuk dilsksanakan oleh personil dari anak perusahaan sendir atau dapat pula
dilimpahkan (owisourced) kepada pihak ketiga, dan personil perusahsan anak
hanya memantau perkembangan, Biaya pembengunan yang signifikan dikeluarkan
oleh perusahasn ansk di negara B.

Berikut digambarkan skema transaksi untuk wvariasi websire yang
sepenuhnya dikembangkan oleh perusahaan anak:

| MNegara € I | Negara A ] | Negara B I

Heeying Parent

femliik Rights Zx

Compuny - De vefapf{

parent company, as
o sotalog

‘\,,Sar%?r
N 5 n : "
J service provider,] Server by
e 2EIEVEDY subsidhary

!
Website of |
Oniine Ordes !i

e

Konsuman

Gambar 3.5 Website Sepenuhmya Dikembangken oleh Perusahaan Anak

Aplikasi fransfer pricing yang memungkinksn pada variasi ini, dapat
dilthat dari sisi disributor model maupun dani service provider model. Padz
distributor mothel, perbedasn sitvasi adalah bahwa ansk perusshssn adalah
pemilik dari situs web dan tidak lagi perlu mempertimbangkan perusahaan induk
sebagai pengpuna perangkat lunak, Pada variasi ini, perusahaan anak ditetapkan
schagai yang berhak menerima keuntungan ckonomi yang timbul dari cksploitasi
komersial atas soffware.
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Berbeda dari distribuior model, pada server provider model, keuntungan
wajar berupa biaya jasa yang dapat diperkirakan oleh anak perusahean, yang
mungkin akan diperoleh dari layanan yeng sama yang dilakukan oleh perusahaan
independen akan dikenakan biaya yang sama (sesuai CUP). Dimungkinkan, untuk
tujuan ini, untuk menemuksn operasi dengan karakieristik serupa, atau dengan
tingkat yang memadai untuk dapat melakukan penyesuaian yang relevan. Hal ini
borguna untuk membendingkan antar layanan yang biasa dibenikan oleh sebuah
penvedia layanan frmermet. Saat ini sebagian besar host soffware dikembangkan
atau dipercleh oleh pars pelanggan, totapl menggunakan perangkat lunak sendin
{vang telah dibeli atau dikembangkan sendin} untuk menyediakan pora/ ke
imernmes. Dalam variasl ini perusshasn asnak tidak lebih dan sekedar
mengembangkan perangkat funak vang dimiliki oleh "pelanggan® pada server-nva
serfa menyediskan porfal ke infernel.

3.2 Pola Khas Dari E-Corunerce Auction Meodel
3.2.1 Customer-to-Customer

Husgtrasi atas e-convnerce auction dapat diberikan sebagai berikut.

Sebuab perusshaan, di negara A mungkin terlibat dalam melaksanakan
pelelangan elektronik untuk penjualan Crstomer io Customer (selamjoinya discbut
C2C), di mana perusahaan tersebut beroperasi secara global dan perdagangan
internasional memungkinkan untwk dilakekan. Perusahaan A adalah pemilik
perangkat keras dan perangkat lunak, termasuk perangkat situs yang memfasilitasi
online auction. Sistem dan perangkat lunak, termasuk perangkat situs tersebut,
dikembangkan dan dikelola oleh personil Perusahaan A.

Website menawarkan layanan untuk perjual untuk mengirin barang
mereka unfuk dijual dan memungkinkan pembeli untuk menawar pada item
tersebut. Schuah perusahaan situs penjualan hosi-nya di satu server yang dimiliki
dan dioperasikan oleh Perusehzan B, yang 100% milik anak perusahaan A di
nepara B. Tidak ada personil yang berada di server yang dioperasikan oleh
Perusshaan A dan B. Perusahaan B telah menandatangani kontrak, di mana B
adalah perusshean yanp bertanggung jawab untuk keseluruhan proses auctioning
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{registrasi penjual dan pembeli, mengumpulkan biaya, informesi tentang penjual
dan pembeli pada transaksi, mengumpuikan pembayaran oleh pembeli, dan
meneruskan pembayaran kepada penjual). Porusahisan B diberi imbalan dengan
persentase terientu dari pendapetan (jumlah total fee tetap).

Penjual dan pembeli harus mendaftar sccars onmline sger dapat
berpartisipasi dalam penjuaiac onfine. Fee tetap ditetapkan oleh penjual di muks
untok setiap produk yang tercantum dalam pelelangan. Server sccara otomatis
mencari kebenaran atas karty kredit dart penerbit kartu kredit penjual sebelum
pendaftaran dapat disekesaikan. Pembsl dapat mengekses perjualan online secam
gratis, Pendaftaran dari pembeli melibatican pembuatan alun vang dihubungkan
ke kartu kredit pembeli potensial untuk mengadakan pembayaran hingga pembeli
mensrimy barang dari peajual (escrow service).

Berikut akan disajikan alor transaksi sebagaimana paparan di atas:

WO
l Negars A I

| Negara B | | Werldwide l

Prrsonnel

- -

Website of
PR COMPANY, aF o g serverhy | T

earales af Glction ¥ Banks

Gaftwarerhardware)

Selier

Company A

CGambar 3.6 Transsksl Customer To Customer

Dalam transaksi yang berbentuk C20C ind, dapat dilikat bagaimana transfer
pricing dapat diterapkan. Titik awail untuk analisis ini akan mengui bila terdapat
transaksi untuk dibandingkan yang dilakukan oleh service provider independen
sebapaimana comparable wncontroiled price {CUP) dapst diterapkan. Transaksi
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tersebut masih harus dibandingkan dari segi fungsi yang dilekukan, sset yang
digunakan dan risiko yang diasumsikan,

Namun, menetapkan kewajaran komgensasi untuk pesiindahtanganan hak
dalam menggunakan perangkat lunak dan pemasaran barang tak berwujud
{intangible) tidak mudah, karena sulitnya mencari produk yang cukup berimbang.
Ketika tersedia mansaksi untuk dibandingkan guna menpercleh kepercayaan pada
metode CUP secars mandirl, maks dimungkinkan untuk menerapkan cost plus
method untuk menentukan imbalan wajar {arer's length reword) bagi Perusabaan
B. Biaya yang diperhitungkan dalama akun fersebut adalah biaya langsung dan
tidak langsung yasg dikeluarken oleh Perusahaan B dalam rangks penvediaan
layanan (sewa, asusansi, listrik, jalur komunikasf, dan fein-lain). Keuntungan
wajar {arm’s length profit mark-up) dapat ditentukan dengan mempertimbangkan
mark-up yaong ditetapkan dalam perjanjian serupa oleh peruszhaan independen.
Metode transaksi tradisional lainnya yang terdspat dalam Guidefines juga dapat
diterapkan bila standar kescbandingan terpenubi. Ketika metode transaksi
tradisional tidak dapat diterapkan sccara mandiri atau tidak dapat diterapkan sama
sekall, maka metode keunfungan transaksi (frarsactional profit methedy dapat
digunskan unfuk mencntukan penghasilen wajar {orm’'s length return).

3.2.2 Busingsy to Buziness

Thustrasi B2B dapat dijlustrasikan sebagai berikut,

Perusahaan yvang beriokasi di negara A dan felah dikembangkan sccara
online untok penjualen dalam bentuk dusingss-1o-business {selanjutnya discbut
B2B) penjuaian bareng. Lelang onlfne borlangsung dua kail dalam satu bard, dan
dapat diikuti oleh pembeli secara real time online. Lelang online ini lebih mudah
dinkses oleh pasar bagi kedua pihak, baik pembeli dan pemasok. Tidak ada lagi
dibotubkan bagi pembell untuk mem#Biki agen yang hadir pada lelang fersebut,
karena mereka bisa melihat produk dan tempat penawaran mereka secara onling,
Pemasck tidak lagi harus membawa fisik produk milik mereka dalam pelelangan
sebelum dapat mereka jual, yang berguna untuk baerang tidak tahen loma. Semua
pemasok melakukan bisnis mereka di negara B,
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Sistem dan perangkat lunak, termasuk vang terdapat dalam situs,
dikembangkan, dikeloia dan dipantsu oleh Perusahaan A. Website dikelola pade
server yang dimiliki dans dioperasikan oleh Perusahaan B, anak perusahasn vang
berada di negara B. Perusabzan ini tidak mempunyai staf untak pengoperasian
secara lelang oniine karena sepenubnya merupakan proses otomatis, Perusahasn B
mengoperasikan lelang onling, mengatur penvelesaian kewangan dari setiap
trapsaksi, dan menyediakan lsyanan tambahen seperti mengatur transportasi.
Berbagai fungsi dan Jayanan yang dilakukan secara otomatis oleh server di negara
B. Samrsatunya fungsi yang memerlukan kehadiran fisik adalah pemeriksaan
kualitas {guality check) yang dilakukan wmtuk Perusahaan B olch para ahii
independen. TTustrasi untuk transaksi B2B dapat digambar sebagai berikut:

‘ Megara A ] : | Wioridwide l
: .

T I I S

Website of

parent COmpany; #s 4
catalog of muction

frofiwaravhardware}

Bonks

' P'rs{}f?"?‘f .
o o Quality check

Gambar 3.7 Teansukst Business To Business

Perusahaan A felah membust keputusan penting sehubungan dengen
fungsi dan kondisi di mans perangkat keras dan perangkst lunak harus dapat
bekerja. Ini berarti bahwa risike yang terkait dengan penggunaan aset seperti itu
akan tetap berada pada Perusahasn A, Kurangnya personil yang terlibat dalam
pengoperasian pelelangan menyebabkan kesulitan bagi perusshsan B untuk
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beranggapan bahwa lebih banyak ristke rutin yang secara langsung berkaitan
dengan fungsi otomatis yang dilskukan. Bahkan risiko yang timbul dari
pemeriksaan kualitas diambil didesarken pada keputusan vang telah dibuat oleh
Perusahaan A.

Titik awal analisis inl adalah dengan membandingkan transaksi dengan
transaksi vang dilakukan oleh (kontrak) service provider independen secperti
membandingkan comparable wncontrolled price (CUP) yang diterapkan.
Transaksi tersebut akan dibandingkan dari segi fungsi yang dilakukan, aset yang
digunakan dan risiko vang diasumsikan. Namun akan memjadi tidak mungkin
bahwa transaksi sebanding akan tersedia, agar metode CUP dapat diferapkan
secars mandird, dalam situesi yang tidak terkait.

Perusghaan B dapat dilihat scbagal service provider yang cocok
menggunakan metode berbasis bisye {cost-based method). Biaya yang aken
dimasukkan ke dalam akun tersebut adalsh biaya langsung dan tidak hangsung
yang ditimbulkan oleh Perusahass B dalam rangka penyedinan layanan {sewa,
asuransi, listrik, saluran komunikasi, dan lain-lain) dan di sini termasuk juga biaya
pembigyaan perangkat lunsk yang ia miliki. drm's length profit mark-up dapat
ditemukan dengsn memperhatikan mard-up yang dibebankan dan tertuang dalam
perjaniian serupe yang dibuat oleh perusshaan independen. Metode tramsaksi
tradisional lainnya yang dapat ditemukan dalam Guidelines juga dapat diterapkan
ketika standar perbandingan terpenubi. Ketika metode transaksi tradisional tidak
dapat diterapkan secara mandiri atau tidak dapat ditsrapkan sama sekali, maka
transactional profit method dapat digunakan untuk menentukar keuntungan wajar
{arm’s length return},

3.3 Aplikasi Transfer Pricing di Indonesia

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki potensi besar
dalam bal pasar, sebagai konsekuensi dari besarnya penduduk Indonesia. Potensi
pasar ini tentu merupakan target pemasaran baik bagi perusahasn domestik
maupun perusahaan asing dan perusahean-perusahaan multieasional. Transaksi
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yang terjadi antar perusahaan-perusahaan tersebut tentu akan menjadi sangat rumit
termasuk bagaimana mengidentifikasi praktik sransfer pricing pads e-commerce.

Di Indonesia, sebagaimana dipaparkan oleh Prasetyo dan Widiajarso
{2008} praktik mramgfer pricing banyak tedadi. Walaupun demikian, Direktorat
Jendersl Pajak tampakoye belurn memiliki ketentuan yang memadal watuk
menghadapl masalah penyalahgunaan fransfer pricing internasional. Meskipun
peraturan prinsip-prinsip yang berkaitan dengan transaksi tersebut telah ditetapkan
dalam Undang-Undang Pajak Penghastlan, yang masih sangat luas dan sederhana
sifainya dan tidak disertal dengan rincian serta tidak melakukan sosialisasi vang
up-fo-date sebagai panduan bagi Wajib Pajak dan pars oudifor. Falta ini
schenarnya anch mengingatl perusahaan dipsjaki dengan tarif progresif dengan
tingkat marjinal terfinggl schesar 30%, yang merupakan sarif yang tergolong
tinggi ke sembilan di Asia (dengan amandemen Undang-Undang Nomor 36 tahun
2008 teptang Pajak Penghasilan, telah diubzh menjadi tarif flar sebesar 28%,
berlaku efektif sejak 1 Januari 2009).

Prasetyo dan Widisjarso (2008) jugs menyateken bahwa minimalisasi
pajak adalah salah satu aspek dari keseluruhan maksimalisasi laba usaha bagi
perusahaan-perusaiaan multinasional. Akibatmys, ketentwen anti fax avoidance
yang tidak tepat digunakan. Sehubungan dengan hal ini, Prasetyo dan Widjajarso
{2008) juga mengutip bahwa Menteri Kevangan Indenesia pada November 2005
menyatakan bahwa terdapat sekitar 750 perusshasan asing yang merugi dan
menghindari pajak, yang kemungkinan dilakukan melalul penggunaan transaksi
rravsfer pricing. Selanjuitnys, Menteri Keuengan juga menyataken bshwa
scjumlah perosahaan wilik asing darl sedikitnyz lima onegara {termasuk Korea
Selatan, Jepang, Amerika Serikat, Australia dan beberapa negara Eropa) terlibat
dalam penyalahgunaan frangfer pricing. Ia menambahkan bahwa yang menjadi
masalah adalzh tidak adanya petunjuk teknis yarg komprehensif mengenai
akuntans dan prosedur audit vang dilakukan pada rengfer pricing,

Semakin batnyak perusshaan vang bermain dalam perekonomian
Indonesia, tentu memeriukan pepgaturan yang tidak sederhana. Banyak aspek
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yang harus diperhatikan terutama aspek perpajukan dajam transaksi-trangaksi
yang semakin rumit.

Dalam pengaturan fransfer pricing maupun e-commerce ekan dijabarkan
sebagai berikut,

3.3.1 Ketentuan Transfer Pricing Indonesia

Tronsfer pricing dalam peraturan Indonesia secara vmum pertams
diperkenalkan pada tahun 1983 pada Undang-Undang Pajak Penghesilan, vang
terakhir diubah pada tahun 2008 dan pelaksanaannya berlaku mulai 1 Janvari
2009 (selanjutnya disbut UU PPh 2008) pada pasal 18 ayat (3a), pasal 1§ ayat
{3b), 18 ayat (3¢}, dan 18 ayat {34}, sebagal penyempurnaan peraturan terdahuly,
di mana schelumnys feiab diatur pada pasal 18 ayat 3 Undang-Undang Nomor 17
tahun 20800 tentang Pajak Penghasilan {selanjutnya dissbut UU PPh 2000).
Kemudiag, untuk pengaturan fubungan istimewa, diatur dalam pasal 18 ayat 4,
serta pengntiean harga wajar antar pihak yang memiliki hubungan istimewa diator
dalam pasal 10 ayat 1, yang tidak berubsh,
Berikut pengaturan  frmsfer pricing  pada  perundang-undaogan  df
indonesia ‘ :

a. Pasal 10 ayat | berbunyi “Harga perolehan atau harga penjualan dalam hal
teriadi jual beli harta yang tdak dipengaruhi hubungan istimewa
sebageimana dirmaksud dalam Pasal 18 ayat (4) adalah jumlah yeng
sesungguhnya dikelvarkan atae diterima, sedangkan apebila terdapat
hubungan istiroewa adalah jumish yang harusnya dikelvackan atau
diterima.”

b. Pasal 18 gyat 3 pada UU PPR 2000 besbuny! “Dircktur Jenderal Pajak
berwenang untuk mencntukan kembali besaroya penphasilan  dan
pengurangan serta menentukan uteng sebagal modal wniuk menghitung
besarnya Penghasiian Kena Pajak bagi Wajib Pajek vang mempunyai
hubungarn istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesvai dengan kewajaran
dan kelaziman usaha vang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa.™
Yang kemudian disempumakan dengan UU PPh 2008 sebagai berikut:
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Ayat 3 Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembnali
besarya penghasilan dan pengbrangan serta menentukan utang
sebagai modal untuk menghitung besarnys Penghasilan Kena
Pajak bagt Wajib Pajak yang mempunyal bubungan istimewa
dengan Wajib Pajak lninnya sesosi dengan kewsjaran dan
kelaziman usaba yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa
dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak
yang independen, metode harga penjualan kembali, metode
biaya-plus, atau metode Rinnya.

Ayat 3a Dircktur Jenderal Pajak berwenang melskukan perjanjian desgan
Wajib Pajak dan bekerja samea dengan pihak otoritas pajak negars
lain untuk menentukan harga transaksi antar pihak-pihak yang
mempunyai hubungas istimewa sebagaimana dimaksid dalam
ayat {4), yang berlaku selama suvatu periode terfenty dan
mengawasi pelaksansannya serts melakuken reneposiasi setelah
periode tertentu tersebut berakhir.

Ayat 3b Wajib Pgisk vang melakokan pembelian saham atau sktiva
perusahaan melalui pihak lain atau badan yang dibentuk untuk
maksud demikian {special purpose company), dapat ditetapkan
gchagal pihak yang sebenarnys melakukan pembelian tersebut
sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan mempunyai hubungan
istimewa deogan pihek lain atau budan tersebut dan terdapat
ketidakwajaran penetapan harga.

Ayat 3¢ Peojualan atan pengalihan sabam perusshean aniara {comduit
company atal speciad purpese compary) yang didirikan atau
bertempat kedudukan di negara yang memberikan perlindungan
pajak (tax kaven country) yang mempunyal hubengan istimews
dengan badan yaug didirtkan atau beriempat kedudukan di
Indonesia atau bentuk usaha tetap di Indonesia dapat ditetapkan
sebagal penjualan atau pengatihan saham badan yang didirikan
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atau bertempat kedudukan di Indonesia atau bentuk usabs tetap
¥ Indonesia.

Avyat 3d Besamys penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak orang pribadi
dalam negert dari pembert kefja yang memiliki  hubungan
istimewa dengan perusahaan lain yang tidak didirikan dan tidak
bertempat kedudvkan di Indonesic dapat difentukan kembali,
dalam hal pemberi kerja mengalibkan soluruh atac scbagian
penghasilan Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri tersebut ke
dalam bentuk biaya atau pengeluaran lainnya vang dibayarkan
kepada perusshaan yang tidak didirikan dan tidak bertempat
kedudukan di Indonesia terscbut,

Ayat 3¢ Pelaksapaan Ketentuan sebapaimana dimaksud pada ayat (3b),
ayat {3c), dan ayal (3d} diatur lebih lanjut dengan atau
berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan,

¢. Pasal 18 avat 4 berbunyi “hubungan istimewa scbugaimana dimaksud pada

ayat (3) sampai dengan ayat {3d}, Pasal 9 ayat {1} huruf f, dan Pasal 10

ayat (1} dianggap ada apabila:

a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau fidak
langsung paling rendah 25% (dua puluh lima persen) pada Wajib Pajak
lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah
28% (dua puluh lima persen} pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau
hubungan ¢ antara dua Wajib Pajak stau lebib yang disebut terakhir;

b. Waiih Pajak menguasal Wajib Pajak lainnya atau dus atau febih Wajib
Pajak berada di bawah penguasaan yang sama baik langsuag maupun
tidak Jangsung; atau

c. terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda datam garis
keturunan lurus dan/atau ke samping satu derajat”.

Sedangkan pengaturan secara khusus frausfer pricing, ditetapkan dengan

Surat Fdaran Direktur Jenderal Pajak Nomor: SE-04/P1.7/1993 tanggal 09 Maret
1993 tentang Petunjuk Pensnganan Kasus-kasus Transfer Pricing (Serd
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TRANSFER PRICING-1) ymng menyatakan kekurangwajaran transaksi dapat
terjadi atas :

8. Harga Jeal;

b. Hargs Pembelian;

¢. Alokasi biays administrasi dan umum (overfead costy;

d. Pembebanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang saham
{shareholder loary;,

¢. Pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, imbalan atas jasa
manajemen, itmbaian ntas jasa teknik dan imbalan atag jasa lainoya;

f. Pembelian harta perusshean oleh pemegang saham {pemili) atau
pihak yang mempunyai hubungan istimews yang lebib rendah dari
harga pesar;

g. Penjualan kepada pihak [uar pegeri melalui pihek ketiga yang
kurang/tidak mempunyai substansi usaha (misalnya dummy comparsy,
leterx treatyer box company, atau refrvoicing center),

SE-04/P17A1993 inl juga merckomendasikan metode-metode dalam
penguiian kewajaran harge sensfer, sebagaimana juga disebutkan dalem UU PPh
2000 maupun UL PPh 2008, Adspun metode yang diperkenankan untuk menguji
kewalaman frapsfer pricing 41 ladonesia menurut ketentuan UL PPh, yaitu:
metode perbendingan harga antars pibek yang independen  (comparable
uncontrolied price method), metode harga penjualan kembali (resale price method),
metode binya-plus {cost-plus merhod), stau metode lainnya.

Dalam peraturan ini terdapat pula persturan fain yvang menyertai SE-
O4/P1.7/1993, yaita KEP QI/PL7/1993 wangeal 9 Maret 1993 temtang Pedoman
Pemeriksaan Pajak Terhadap Waiib Pajek Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
sebagai tambshan atas Tala Cara Pemeriksaan Pajak yang sudah ada, Dalam
lampiran keputusan tersebut telah dianir secara rinci prosedur dan teknik
pemeriksaan pajak atas fransfer pricing munlai dengan melakukan analisis SPT dan
Laporan Keuangan Wajib Pajak, identifikasi masalah, pengenalan Wajib Pajak,
sumber informasi sebagai data pembanding, ruang lingkup pemeriksaan,
penyusunan audit program, penontuan buku-buk, cataten-catatan, dan dokumen-

Univargitas Indonesta

Kajian Atas..., lka Retnaningtyas, FEB Ul, 2009



66

dokumen vang aksn dipinjam, pelaksanean pemeriksaan, sampai dengan
pembuatan laporan pemeriksaan pajak. Selain hal-hal yang disebutkan diatas,
ketentuan ini juga mengatur juga tentang Teknik dan Mstode Pemeriksaan
termasuk di dalamnya metode yang dipakai dalam penentuan arse’s Jength price.
Selanjutnya mengatur tentang Studi dan Evaluasi Sistem Pengendalian Inters, dan
kemudian ferdapat khusas yang mengatur tentang Penyusunan Audit Program,
dan sampai dengan kefentuan yang mengatur bagaimans Kenas Kerja
Pemeriksaan harus dibuat,

332 EKetentuan E-Commerce Indonesia

Ketentuan  e-commerce di Indonesia berupa Undang-Undang telah
disahkan pada tabun 2008 dengan Undang-Undarg nomor 11 tentang Informasi
dan Transaksi Elekironik. Undang-undasp tersebut mengatur secara umum
mepgenat informasi dan transeksl yang dilskukan melahi media elektrosik
termasuk di dalamnys, mengenal kerabasisan, hek kekavaan intelekiual,
ketenfugn mengenai dokumentssi elektronik, balbhal yang dilarang, serta
penyelesaian konflik dan ancaman hukumannyz. Namun, belumn dibshas
transaksi elektronik yang berhubungan dengan masalah-masalah perpajakas.

Untuk  fransaksi ecommerce dalam  bidang poerpalzkan, Direktorat
Jeaderal Pajak masih berpegang pada Surat Direldur Jenderal Pajak Nomor S-
T02/P1.332/2006 tangpal 24 Agustus 2006 tentang Legalitas Dokumen dari
Transaksi E-Commerce. Namun, kesadaran akan kompleksitas transaksi e-
commerce Yang mungkin berdampak pada pencrimaan pajak telah diwujudkan
dengan himbavan vang tertuang dalae Surat Direktur Jenderal Pajek Nomor S-
429/P1.22/1998 1anggal 24 Desember 1998 tentang Himbauan Kepada Wajib
Pajek Yang Melakukan Transaksi Melalui Blectronic Commerce.

3.4 Aplikasi Transfer Pricing pada E-Commerce di Beberapa Regara
3.4.1 Aplikasi Transfer Pricing pads E-commerce di Kanada

Transfer pricing di Kanada didasarkan pada Section 247 dari Undeng-
Undang (T%e Aci). Secara luas, Kanada yang mengadopsi arm s fengih standard
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dari OECD, yang memerfukan teansaksi antara nor-arm s length residents dengan
non-residents, dengan syarat dan jumiah vang tepat dalam hubungan antars pihak-
pihak yang independen. Menurut Wilkie (2001), aturan Kanada mengizinkan
penetapan di awal atas harga fransfer dengan asumsi bahwa perjanjian atas suata
transaksi telah sesuai untuk pihak-pikek yang memiliki hubungan istimewa; jika
tidak dilalukan, afuran ini juga mengizinkan mercka melakukan penggolongan
karakter pedaniion suatu transaksi (recharacterization of the tramsactionsl
arrangements) vatnk disesuaikan dengan pihak-pihak independen.

Aturan detail prakiek famsfer pricing Kenada ditemukan dalam
Interpretation Circuler IC 87-2r {selanjutnya disebut Circwdar) diterbitkan oleh
Conada Custony and Reverme Agency. DI mana, oforitas paiak vaug berwenang
menyatakan pemahaman mereka teatang metodolog fradisional yang diterapkan
untuk mengevalussi fransfer pricing, dan selain itu jupa menerime aplikasi dalam
keadaan tertenty yang sesuai dengan perbandingan dan pembagian laba {profif
splits). Perbandingan laba terutama terdici dan Tramsactional Net Margin Method
{TNMM) sebagaimana telah dianjurkan oleh OECD, tetapi juga dalam keadasn
tertenty, versi Amerika Serikat menggunakan bentuk metode perbandingan
keuntungan; pembagian keuntungan (profit splifs) termasule di dalamnya varietas
residual dan varietas kontribusi. Circudar tersebut menguji berbagai jenis
penyerahan, baik penyerahan barang bervwujud maupun tidak berwujud, baik
berupa pengujian dalam prinsip maupun acuan untuk contoh aplikasinya, serfa
selain mengell pula infre-group performarce of service damn cost sharing
arrangement.

Otoritas palak Kanada pada wmumnya mengadopsi rekomendasi dar
ORCD dalam menerapkan peraturan fransfer pricing pada transaksi scbenamya
yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan bukan analogi yang menghasilkan
konsekuernst ekonomi vang setara. Mereka menyatakan kemauan, dalam keadaan
yang sesual, untuk menangani transaksi “bundled" tanps memerlukan pemecahan
unfuk masing-masing peranjian yang felah disepakati berupa satu “paket”
perjanjian. Kedua faktor inileh yang penting dalam pengaturan g-commerce, di
mana perhatian ufama analisie mungkin berada pada pertanyaan apakeh
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merupakan penyerahan properti atau pelake perjanjian {atau keduanya} adalah
merupakan subjek transaksi.

Umumnya, oforifas pajak mengharapkan elemen terpisah atas transaksi-
transaksi yang kompleks harus dianalisis dan ditetapkan harganya secara terpisah,
Ketika penyerahan dilakukan dalam bentuk “paket” sesuai dengan prakiek industsi
khas maka pada umomnya ierdapat keinginan untuk melakukan pendekatan inl
Yang menarik, pertanyaan ini telah ditelit pada arca oforitas bea cukal, Situasi ini
biasanya melibatkan residents yang memiliki hak atas manufaktur atau distribusi
produk dengan kamakieristik unik barang tidak berwujud (nfamgible),
sebagaimana hak-hak tertentu sehubungan denmgan hak penggunaan barang tak
berwujud (infangible). Pertanyaan yang relevan adalah apakah nilal duty/cukal
yang disransfer termasuk sebagai nilal properti yang frrongrble. Umumnya, telzh
ditentukan bahwa nilai “uspy harus memasukkan nilai barang tak berwujnd
(intangible) ketika terdapat hubungan vang melekat pada dan fnextricable antara
keduanya, dan khususnya, hak tidak berwujud {intangidle rights) tersebut tidak
edepat dimanfaatkan secara mandiri. Baris analisis ini mungkin membantyu secars
acif dan cerdas dalam mengevaluasi unsur-unsur yang di dalameya terdapat
transaksi untuk keperluan paiak pendapatan,

Hal ini penting, dalam konteks Kanada, bahwa beberapa isu-isu yang
diangkat oleh OECD kepada e-commerce tax advisory group yang ada ditajukan
pada komentar OECD Tax Treaty Model {(selanjutnya: QECD Tax Treaty).
Pertanyaan-pertanyaan, misalnya, kapankah dan untuk apa pembayaran ditujukan
untuk intangible property dan bagaimana seharusnya atvran pengguns perangkat
lunak sehingga menyebabkan pengenaan pajak, ditajukan pada commentary pada
freaty tersebut khususnya article 12 (royaily). Secara luas, OECD tampaknya
mengizinkan perpajakan yang berdasarkan bumdled (paket) meskipun dalam
keadaan tertentu izin tersebut mengantisipasi kemungkinan bahwa sifat perjanjian
im disetujui untuk dilakukan secara terpisah,

Yang penting dari sudut pandang Kanada adalah reservasi Kanada atas
commentary pada article 12 yang berbunyl “ Canada does not wdhere to
peragraph 14, In Canada, payment by a user of computer sgftware pursuant to
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contract thal requires the source code or program be kept confidential, are
pavments for the wse of a secvet formula or process and thus are royaltics within
| the meaning of paragraph 2 0 the grticle”. Hal ini digabungkan dengan, misalnys,
posisi otorifas pajak Kanada sehubungan dengan “paket” tunsaksi (“bundled”
fransaction) pada konteks fransfer pricing akan menyaranken, sebagian didorong
oleh implikasi dari tekad untuk aplikasi withholding rax, behwa unsur-unsur
transaksi yang kompleks yang dapat diidentifikast dan pembayaran untuk
mendapatkan akses dan pesggunaan infengible property dan perangkat lunak yang
dikenai pajak secara iudependen dengan semug penyerahan lginnya yang mungkin
terkait.

Secara singkatnya, Undang-Undang Pajak Kanada tidak mengatur secara
khusus tentang e-commerce, prakisk sdministrasi oforitas pajak sehubungan
dengan gramsfer pricing tidak membahas khusus mengenal e~xommerce, kajian e-
commerce di Kansda, sambil secara konsisten melanjuikan studi yaog
difaksanakan oleh QECD, tidak menghasilkan publikasi posisi definitif apapun,

3.4.2 Aplikasi Trarnyfer Pricing pada E-commerce di Jerman

Di bawah undang-undeng pajak Jerman, tidak ada afuran khusos untuk
alokasi pendapatan pada permoment establishment sehubungen dengan e-
cormpgree, dan tidak mempunyai permnyataan resmi yang spesifik atan pun
guidanee yang telah dikeluarkan oleh otoritas pajak. Oleh karena itw, prinsip-
prinsip umum yang cantumikan dalam Keputusan Menteri Kevangan (The Decree
QOf The Miristry Financial) tanggal 23 Februari 1983 dan decree yang dikeluarkan
pada tenggal 24 Desember 1999, harus diterspkan. Ini prinsip-prinsip vang
mengikat otoritas pajak. Namun, karenz prinsip-prinsip fni tidak dicantumkan
dalam undang-undang, make prinsip-prinsip ini tidek mengikat pengadilan bila
terdapat kasus pelanpparan.

Untuk mempertimbangkan kewajaran yang tepat, otoritas pajak hanya
mencrima metode tragdisional yang diperkenalkan cleh OECD Transfer Pricing
Guidelines  {selanjuinya  disshut OECD  Guidelines), yaitu comparable
uncontrolied price method, resale method, dan cost-plus method Tromsactionai
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prafii method (misalaya transactional net margin method &an profit split method)
pada umumnya tidak digunakan. Karena comparable uncontrolled price method
dapat menimbulkan kesulitan untuk menetapkan harga intra-group services, maka
indirect-chorge method juga diterimna.

Dengan demikian tidak ada urutan prioritas dalam memilih metode
transfer pricing yang memadai. Dalam konteks penyelidikan pajak, titik awal
untuk memulai evaluasi terhadap transaksi Wajib Pajak bukanlah pada metode
yang dipercaya menjadi yang paling memadai oleh aparat pajak, tetapi metode apa
yang dipitih oleh yang Wajib Pajak. Namun, menurut otoritas pajak, maka metode
yang felab digunakan oleh manajer bisais dengan bijaksana untuk menetapkan
harga fransfer, juga harus tunit dipertimbangkan. Oleh kargnanya, metode yang
diterapkan tersebut haruslah yang paling mendekati kondisi di mana arm’s length
price dari merupakan metode yang digunakan pada pasar yang dapat
diperbandingkan secara ekonomi.

Untuk alokasi pendapatan, semua faktor vang mempengaruhi frongfer
harus turut dipechitungkan (misalnya porsyaratan fungsi, nstko, dan koatrak).
Dalams  hal ini tidak ada perbedann antara perdagangen tradisional dan
perdagangan melalui ecommrerce. Akan fetapi, fungsi yang dilakukan daiam
konieks e-bisniy mungkin agak berbeda dari kegiatan vang dilakukan dalam
perdagangan tradisional. Secara khusus, sebuah server biaganya memeriukan aset
febih sedikit dan risiko diasumsikan {ebih kecil dari pada perdagangan tradisional,
karena hanya memerlukan sambungan data, penyimpanan perangkat, perangkat
lurak dan bebersps jenis pemelibiaraan, Sehingpa, fungsi yang dilakuksn aleh
server pada sustu pemnanent establishment umumnya adalah relatif tidak
signifikan. Oleh karena itu hanya sejornlab kecil biaya mungkin dikeluarkan uatuk
membiayai server menggantikan owflet penjualan tadisional, atau dalam
mielskukan promosi stae mengarahkan penjualan,

Di sisi lain, server mungkin teriibat dalam kegiatan benar-berms tidak
dikenal dalam konteks perdagangan tradisional, sehingpa fungsi yang dilakukan
meniadi penting secara proporsional. Hal ini berlaku wintuk dater warehousing dan
web zite hosting.
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BAB 4
ANALISIS DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Meiode Penentuan Harga Wajar Pada Transfer Pricing Dalam
E~commerce

E-commerce yang scfanh ini digunakan sebagai usahe bagi perusahaan
untok melakukan bisnis dengan lebih oepat dat efekiif. E-commerce dengan
segala kelehibannya, teniu merupakan motivasi tersendiri bagi perusahsan untuk
menggunakan dan mengeplikasikannya, sehingpa kini sangat mudah didapati
adanya transaksi e-commerce hampir di berbagal macam indusiri dan berbagai
Jenis transaksi.

Keunikan e-commerce meliputi hilangnya batas-batas negars (borderiess),
anomymous, dan pembuktian transakst yang susah dilakukan, maka menyebabkan
periakuan Khusus yang diperiukan demi menjaga kelangsungan hidup industri
yang menggunakan e-commerce sebagai alat usaha. Dan dengan sernua kelebihan
itulah, transaksi pransfer pricing dan penyalabgupaan tramfer pricing menjadi
mudah dilakokan dan suszh dikemali. Untuk itu perlu kita perhatikan bapaimana
transfer pricing dapat dilalukan dalam keglatan g-conmerce.

Skema transaksi e-commerce yang memanfaatkan anak perusghasn
sebagai operstor atas server menggunakan metode CUP sebagai alternatif pertama
dalam menetapkan hargs frongler Ini dapat dilihat pada variasi transaksi di mana
anak perusahaan berperan sebagal distributor maupun ketika amnak perusahaan
sebagal service provider. Kedua variasi transaksi e-commerce ini memiliki
kemiripan di mana dilihat dari sisi konsumen, anak perusabaan tetaplah sebagai
distribuior barang yang kewenangan haknya di tangan perusahaan induk.
Sehingga dari sist metode frangfer pricing vang diterapkan juge memiliki
kesamaan. Pada kedua variasi ini dapat difihat juga bahwa sebagei aliernatif kedua
ketika metode CUP tidak dapat digunekan secara mandini alau tidak dapat
digunakan sama sekali, adalah metode cest-plus. Metode cos-plas ini digunakan
untok menentukan g s length reward. Dapat pula digunakan metode tradisional
lainnya yang tercantum dzlam Guidelings. Namun apabila mefode tradisional
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tidak dapat diaplikasikan, ransactional profit method dapat digunakan untuk
menentukan pendapatan yang wajar, termasuk TNMM. Ini bertujuan untuk nat
margin analysis pver cosi.

Berbeds dengan variasi keduz model di atss, pada skema transaksi
muitiple server, tidak terjadi trausaksi fransfer pricing di antara server yang
ditunjuk, sebab fidak terjadi iransaksi antar server, melainkan hanya pembagian
tugas dan wilayah kerja server atas konsumen. Sedangkan pada variasi trensaksi
fechnical support staf in subsidiary, metode cosi-pluy langsung  dapat
diaplikasikan pada service provider model, mengingat terdepatnys keuntungan
atas fungsi tambshan yang dilakukan oleh perussbaan anak yang mencemminkan
tambahan biaya langsung dan tidak langsung, seria mark-up yang mencerminkan
sifat dan fungsi perusahaan.

Untuk variasi website yang sepenuhnya dikembangkan olsh perusahaan
anzk, metode CUP merupakan slternatif terbaik, mengingat keuntungan wajar
berupa pendapatan jasa dapat dipetkirakan oleh perusahasn anak, yang mungkin
juga dapat diperoleh ketika perusabaan memberiken layanan yang sama terhadap
pihak yang independen.

Pada e-commerce auction model, baik customer-to-costumer model
maupun business-io-business meodel menggunakan alternatif pertama metode
CUP. Terulama bagi tansaksi famgible property. Namun apabils fransaksi
dilakukan atas barang tidak berwulud {iangible properfy} yang sulit dicari
perbandingan harganya, maka metode cost-plys akan membanii menentokan
arm’s fength reward, Dan ketika metode cost-plus tidak dapat diterapkan, maka
dapat digunakan fransactional profii meibod,

Transaksi-transaksi lain vang mupgkin tegadi dalam vardasi skema
sebagaimana telah disgbutkan pada bab-bab ferdahulu antare lain:

a. Transaksi Tangibie Property

Pada transaksi e-commerce yang rmerupakan penyerahan tangible
property, maks dapat dilihat bahwa ketika penyerabon rangible properly
merupakan transaksi yang sarod dengan transaksi konvensionsl pada umumnya.
Uniuk itu, penentuan barge fransfer (harga penyerahan) sama dengan penentuan
harga transfer pade trunsaksi penjualan konvensional.
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Untuk itu, metode yang dapat digunakan untuk transaksi tangible property
adalah comparable uncontrolled price method, dan resale price method. Metode
CUP ini digunakan untuk mengevaluasi kewajaran fransfer pricing dengen
merwjuk pada tingkat harga yang terjadi pada transaksi pembanding antara entitas
independen atau antara perusahaan multinasional dengan pihak independen.
Sedangkan metode RSP, diaplikasikan pada produk yang akan diserahikan kepada
pihak asogiasi untuk dijual kembali. Kewajaran transfer pricing didekati dengan
reduksi harga penjualan kepada pihak independen dengan suaty marv-up yang
pantas (Gunadi, 1994).

Lebih lanjut, Gunadi (1994) menjelasken bahwa penggunaan kedua
metode ini tentu bukan tanpa kendala. Padz metode CUP, yang menjadi kendala
utamanya adalah perbedass kuantitas, kualitas, persyaratan, wakiu penjuslen,
merk dagang, pangsa pasar, dan geografis pasar dapat merupakan penyebab
ketidaksebandingan, schingga diperlukan  penyesuaisn.  Sebab  syarat
kesebandingan vang tetapkan oleh OECD adalak kondisi ckonomi, tingkat pasar,
dan barang, Kesebandingan ekonomi menghendaki agar harge barang pembading
harus puia menjadi terjadi dalam pasar dengan kondisi ekonomi vang sebanding.
Variasi struktur sosial-ekonomi, situasi geografis dan selera konsumen sering
mempersulit kesebandingan harga suatu barang yang sama antar beboraps negara.
Kaondisi pasar barang, monopoli, oligopoli, dan sebagainya mempengaruhi harga
yang dibebankan kepada konsumen yang berbeda,

Resebandingan tingkat pasar menghendaki kesebandingan harga pada
tataran pasar (grosir, pengencer, atau pabrikan) yang sama. Variasi laba kotor tiap
tataran tersebut menyebabkan perbedaan harga framsfer pricing. Kescbandingan
barang menghendaki bahwa harga pembanding harus berssal dari barang yang
identik secars figlk. Untuk barang produksi massa vang sudah distandardisasi,
kesshandingan barang tersebut mungkin dapat diperoleh. Namun, untuk barang
madys, terlebih vang tidak dipasarkan secara umum, kesebandingan barga agak
sulit ditermukan. Jupa untuk barang yang berlesensi, maka adanys penytlundupan
atag photo copy akan mengganggu kesebandingan, Sehingga otontas pajak lebih
memilih menggnanakan metode-metode lain.
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Pada metode RSP, Gunadi {1994) memaparkan bahwa kerumitan metode
ini terjadi dalam bal penentuan comparable mark-up, Fungsi (aktivitas) reseller
akan sangat mempenganuhil besamya markup. Satu reseffer yang mengolah
barang schehun dijual kembali ekan menetapkan mark-up vang berbeda dengan
resefler yang hanya meojual langsung roenjual barang yang tslah dibelinya.
Demikian pula bagi reseller yang masih menanggung biaya promosi, garansi,
transportasi dan lain sebagainya. Schingga diperiukan penelitian terlebibh sebelum
penyesuaien mark-up dilakukan.

b. Transaksi Intangible Property

Pada transaksl imrangible property ini, metode yvang digunakan adalsh
metode CUP. Namun denstikisn dibutubkas ussha yang lebih keras karena,
sehagaimana diuaikan di atas, metode ini sukar dilakukan desgan akurat
dissbabkan oleh kesulitan dalam menemukan kesebandingan antar harga yang
dipengaruhi banyak fakior, seperti uraian di atas.
¢. Transaksi Jasa

Berbeda dengan transaksi sengible dan buangible property yang dapat
menggunakan metode CUP, pada transeksi jasa  ini hanya direkomendasikan
penggunaan metode Cosr-Plue. Metode ini juga tidak Juput dari kendala, Antars
lzin, kendalzs pada keandelan harga pokok dan ketersedinsnnya lsbe kotor
pembanding, Karena metode ini menekankan pada biays historis, maka metode ini
mengesampingkan fakior permintaan pasar, kondisi persaingan, kesulitan alokasi
biaya produksi dan adanys pemborosan Karena salah wrus perusahaan atau faktor
inefisiensi lainnys {Guaadi 1994},

4.2 Analisis Perbandingas Pengaturan Transfer Pricing dalam Escommerce
Adanya tansaksi tambshan berupg pamsfer pricing yang ikut
dipertimbangkan dalem tansaksi e-commerce, menyebabkan banyak aspek yang
harus dikaji, baik oleh pelaku useha, perusahaan multinasional, Wajib Pajak,
maupun otoritas pajak. Terlebih ketika semua fransaksi tersebut dilakukan hingga
melowati batas-batas negara, yang tentu saja memiliki ketentuan domestik yang
berbeda sate sama lain.  Oleh karenanya, diperlukan pemahaman perlekuan

terhadap transaksi transfer pricing pada e-commerce, baik di Indonesia, maupun
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di beberapa negara yang digunakan scbagai objek studi komparatif ini, yaitu
Kanada dan Jerman.

4.2.1 Analisis Pengaturan Trangfer Pricing dalam E-Commerce di Indonesia

Di Indonesia, diakui sebagai negara yang masih menggunakan tarif pajak
yang relatif tinggi dibandingkan dengan negara-negara Asig lainnya. Adanya tarif
pajak yang tinggl ini, memotivasi perusshean-perusahaan multinasional untuk
mengurangl, setidaknya menghindari  pengenaan pajak  di  Indonesia.
Penghindaran-penghindaran ini akan sangat merngikan Indonesia, negara dengan
sokongan pajak sebesar 70% bagi pemerintzhan, dalarm hal penerimaan pajak.

Namun demikian, tidak ada peraturan mengenai perlakuan transfer pricing
dalam e-commerce secara khusus. Dapat dlihat bahwa pengaturan transfer pricing
dapat ditemukan dalam UU PPh tahun 2008, dalam pasal 10 ayat (1), pasal 18
ayat (3a}, (3b), (3¢}, (3d), dan (32), serta pasal 18 ayat (4). Namun, tidak
ditemukan satu pun kata “rrangfer pricing” mauvpun padanansya dalam bahasa
Indonesia, sehingga pengaturan frangfer pricing Inl bersifat umum, dan
menyentuh beberapa bagian dari keseluruhan transaksi transfer pricing itu sendiri.

Pengaturan secara khugus dilakukan dengan Swrat Edaren Direktur
Jepderal Pajsk dengan nomor surat SE-04/P)L.7/1993 den KEP-01/P3.7/1993.
Keduanya merupakan satu paket kebijakan Dircktorat Jenderal Pajak dan hal
transfer pricing.

Iemikian pula dengan pengaturan mengenai transaksi e-cammerce, hingga
saat ini kemajuan yang dibwat oleh Pemerintah Indonesia adalah dengan
dikelparkannya Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Undang-undang ini
memberikan kepastian bukum bagi pelakn usaha yang menggunakan e-commerce,
termasuk di dalamnys menctapkan ketentuan penggunaan dokumen-dolumen e~
commerce dan kekuatan hukumnya serta ketentuan-ketentuan berkenaan dengen
penggunaan e-commerce, pengamanan, dan sanksi pelanggaranoya.

Dari beberapa pengaturan tersebut, diketabui di Indonesia, belum meniliki
peraturan khusus mengenal trangfer pricing dalam kegiatan e-commerce.
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4.2.2 Analisis Pengaturan Transfer Pricing dalam E-Commerce di Kanada

Secara khusus, otoritas pajak Kanada juga belum memiliki peraturan yang
khusus memberikan ketentuan framsfer pricing dalam e-commerce. Peraturan
yang telah dikeluarkan oleh otoritas pajak Kanada menyangkut masalah transfer
pricing adalah pada pasal 247 dari T7he Act, dan pengaturan secara khusus
ditetapkan dalam Circular 1C 87-2r. Dalam Circular ini, otoritas pajak Kanada
mengadopsi sepenuhnya arm’s length principle dari OECD, dan memisahkan
antara residen dan non-residen. Schingga izin atas penggunaan prinsip tersebut
telah sebelumnya ditetapkan terlebih dahulu oleh otoritas pajak, untuk kemudian
digunakan oleh Wajib Pajak yang akan melakukan transfer pricing.

Di sini, tampak bahwa kepastian hukum lebih terjamin di Kanada, di mana
Wajib Pajak dapat terlebih dahulu mengetahui ketentuan pajak dan mendapatkan
ijin untuk melakukan fransfer pricing, sechingga Wajib Pajak lebih mendapatkan
kepastian yang berguna bagi prediksi usahanya. Lebih jauh, otoritas pajak Kanada
memberikan perhatian pada transaksi-transaksi dalam “bundled”, sebagaimana
sering digunakan dalam transaksi penjualan perangkat lunak, dengan
menggunakan pendekatan yang menyeluruh, bukan dengan memisahkan dasar
pengenaan pajaknya. Pada transaksi “bundled” ini Kanada bahkan menerbitkan
reservasi tersendiri atas article 12 paragraf 14 OECD Commentary, yang
menyatakan bahwa Kanada tidak mematuhi paragraph 14. Bahwa di Kanada,
pembayaran oleh pengguna perangkat lunak computer berdasarkan pada kontrak
yang membutuhkan kode atau program sumber yang scharusnya dirahasiakan,
merupakan pembayaran untuk penggunaan formule rahasia atau proses rahasia
sebagaimana dimaksud sebagai royalti dalam paragraf 2 artikel 12.

Sedangkan artikel 12 paragraf 14 dari OECD Commentary menyatakan
“..In some countries the act of copying the program onto the hard drive or
random access memory of a computer would, without a license, constitute a
breach of copyright. However, the copyright laws of many countries automatically
grant this right to the owner of software which incorporales a compuier program.
Regardless of whether this right is granted under law or under a license
agreement with the copyright holder, copying the program onio the compuier's

hard drive or random access memory or making an archival copy is an essential
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siep in wiilising the progrom. Therefore, rights in relation 1o these acts of copying,
where they do no more than enable the effective operation of the program by the
user, should be disregorded in analysing the characier of the transaction for tax
purposes...”. Ini menyatakan bahwa melakukan penggandaan program {copving
program) tanpa lisensi merupakan bagian dal pelanggaran copyright.

Pada artikel 12 paregraf 2, QECD Commenigry menyebutkan “Certain
countries do not difow roydities paid o be deducied for the purposes of the
payer’s tax unless the recipient also resides in the same State or is taxable in that
State. Otherwise they forbid the deduction..,”. Ini merupakan keuntungan bagi
negara residen, mengingat perlakvan atas pembayaran royalti kepada negara lain
tidak membuat negara residen kehilangan hak pemajakacnya, mengingat
pembayaran tersebut won-deductible expense, kecuali negara royalti dibavarkan
antar sesama residen, das negara menetapkan scbagat deduction expense.

Sclain menstapkan reservasi terhadap OBCD Commmernary, Kanada juge
membentuk The Minisier Of Naionol Reverme's Advisory Committeer On
Electronic Copumperce, pada bulan april 1998, Komite ini telah menghasilkan
repart beqjudal “A-Commerce and Canuada’s Tox Administration, 4 Report to The
Minister of National Revenue from the Minister's Advisory Comniittee on
Electronic Commerce {1998)". Dalam report ini, sebagian besar rekomendasi
pajak penghasilan terkonsentrasi pada penentuan di mana useha dilakukan
(misalnya melalui permanent establishment), bageimana ussha dilakukan di
tempat fertentu, dan bagaimana pendapatan asosiasi dikaitkan dengan usaha yang
dilakukan pada susty tempat dapat diatribusikan di lokasi usaha (fmeome
attribution). Pada tabun 1998 pula Pemerintnh Kanada mengadakap Ministerial
Conference an Electronic Commerce di Ottawa pada tanggal 7 — 9 Oktober 1998,
di mana diladiri oleh pimpinan-pimpinan orgapisasi internasional, pimpinan
indusiri dan perwakilan konsumen, buruh, dan perwakilan kepentingan sosial
lainnya.

Banvak ussha Pemerintab Kanada dalam memberikan petuniuk pada
pelaku uszha mengenal ketentuan dan batasen atas transaksi rransfer pricing,
maupun franseksi e-commerce, Namun demikian, masth belum dicantumkan
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bagaimana Kanada membenkan petunjuk pelaksanaan transaksi rowfer pricing
dalam kadtannyz dengan transaksi e-commerce.

4.2.3 Analisis Pengaturan Transfer Pricing dalam E-Commerce di Jerman

E-commerce memainkag peran penting pada dunia usaha di Jerman dan
menambah harapan kesuksesan pada industri teknologi informasi (vang sebagian
besar berlokasi di Munich dan Hamburg), namun otoritas pajek Jerman enggan
menawarkan petunjuk perlakuan yang jeles atas transaksi ini, torutama dalam hal
perlakuan perpalakan. F-commerce tidak dibatasi i Jerman, akan tetapi
merupakan fenomena global yang harus dibadapi pelaku usaha agar dapat
bertahan. Qleh karenanya, OECD dan organisasi internasiopal serups lainava
meminia agar negara-negara Uni Eropa bersama-sama menyelesaikan measalah-
masaiah yapng berkensan dengan hsl tersebut. Namun safu-satunys pernyatasn
resmi Jerman adalah mengenai permaneit establisfonent yang dipublikasikan oleh
OECD, yaito article 5 OBCD Tax Treaty Model,

Namun hingga saat ini, Jerman belum menetapkan peraturan berkensan

dengan fransfer pricing dalam kaitannya dengan transaksi e-commerce.

4.2.4 Analisis Perbandingan Pengatwean Trausfer Pricing dulam E-Commerce di
Indonesia, Kanada, dan Jerman

Dari ketiga negara yang menjadi objek studi komperatif ini, tidak satupun
Negara yang mengatw fransfer pricing dalam kaitannya denpan e~commerce
secara cksplisit. Belum terdspat Undang-lUndang atsu Cirgulor yung dapat
digunakan sebagai petunjuk pelaksanaan bagaimana atuean srangfor pricing dalam
e-commerce harus dilakukan, meski di Kanada telah dicoba membuat report yang
berkaitan dengan e-commerce, tapi nampsknya masith belum menyentuh area
transfer pricing.

4.3 Analisis Dampak Pewgaturan Transfer Pricing dalam E-Comunerce

terhadap transaksi E-Commerce di Indopesis
Keberadaan pengaturan mengenal prangfer pricing di dalam kegiatan dan
transaksi e-commerce secara menyeluruh werupakan batasan bagi perusahaan
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pelaky fransfer pricing, apar membatast diri dari kegiatan yang bersifat melanggar
atan menyalahi ateran hukum dan perundangan yang berlaku baik di dunia secara
umum, maupun dalam bisnis yang dijalankan di Indonesia pada khususnya.

Meskipun berbagai negara menerapksn aturan yang tidak selalu sama afas
transfer pricing, namun pada prinsipnya, pelaku ussha skan mengupayakan
perlakusn rransfer pricing yang baku tetap dapat diterapkan dalam bidang
usahanya, Sebapaimana pengsturan fransfer pricing akan berpengeruh terhadap
kescloruhan transaksi internsional, maka pengaturan framsfer pricing ini
diharapkan oleh pebisnis jnga merupakan suatu yang dapat diperbandingkan
dengan berbagai negars, mengingat landasan hukum yang kuat diperlukan demi
kepastian hukom setiap transaksi internesional, terlebih dalam bidang yang sangat
rawan seperti e-commerce,

Untok mengetabui bagaimana dampek pengaturan frengfer pricing yang
khusus mengatur e-commerce terhadap fravsaksi e-commerce, perlu kit
bandingkan terlebih dzhulu bagabmana keadaan e-commerce ketika tidak diatur
dengan tegas dan bapaimana ketika ierdapat aturan pencrapan fransfer pricing
khusus tramsfer pricing dalam e-commerece.

4.3.1 Analisis Ketika Transfer Priving dalam E-Commerce Tidak Distor

Transfer pricing bukan hal bars di Indonesia, terlebih pada perusshaan-
perusaban divisional dan asosiasi, Keberadaan trangfer pricing sebogal sarana
evaluagi kinega, sering kali dintlai denpan asumsi pejorarive (Gunadi, 1994),
yaity merupakan penyslashgunaan metode transfer pricing untuk tujuan yang tidak
sermestinya, veilu pengursngan pajak, apabila dilakukan oleh perusabaan
multinasional dengan mengupayakan income shifting kepada negars dengan tanf
paiak rendah.

Dalam perkembangannya, frasasfer pricing menjadi sangat romit ketika
dilakukan dengan media yang sukar diawasi, yaitu media elektronik. Sifat
elektronik yang amomymons menjadikan tempat “bersembunyi” kegiatan-kepiatan
yang disnggap merugikan negara dan masyarakat, Maka perlu dilihat bagaimana
pengaruh peogaturan frensfer pricing dalam e-commerce terhadap transaksi
elektronik (e-commerce) di indonesia.
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4.2.1.1 Analisis Aturan Transfer Pricing dalam E-Commerce

Telah dipaparkan pada bab-bab terdahulu, pengeturan hingga saat ini
terbatas pada peraturan dzlam UU PPh 2008, dan Surat Edaran SE-04/PJ.7/1993
mengenal kewajaran rrangfer pricing bersamaan dengan Kep-01/PL7/1993
mengenal pemeriksaan Wajib Pajak yang memiiiki hubungan istimews, Schingga,
dagat dilihat pengsteran-pengaturan yang ada terscbut mengenai kriteria
hubungan istimewa, apabila dilskukan dengan menggenakan permancnt
establishment, maka pengaturannya mengacu pada UU PPh 2008 pasal 10 ayst {1}
mengenai beatuk useha fetsp, serta ketentuan penctapan kemball ponghasilan
selkiranya dianggap Hdak wajar oleh Menteri Keuangan.

Hingga saat ini Pemerintah Indonesia belum menerbitkan fagi peraturan
baru sengenal fransfer pricing, terlebih peraturan framsfer pricing yang khusus
menyangkat ecommerce. Sehingga tidak ada batasan aturgn vang jelas bagl
pelaku usabia, yang merupakan Wajib Pajak, dalam menerapkan tromsfer pricing
bagl usaha yang bergerak melalui transaksi slekironik, Maka dengan tidak adanya
hatasan dao atwran vang jelas dengan disertai sanksi yang berkekuatan hukum
tetap, tampaknya transaksi clekdronik akan berkembang dengan bebas, termasuk
transaksi-transaksi yang dipunakan untuk kegiatan framsfer pricing. Tanpa
perangkat peratwan di bidang inilah yang perlu dikaji bagaimana transaksi ¢-
commerce berkembang. 1N mana setiap pelaku  pasar harus  mampa
menteriemahkan atumn dan keingioan pasar dengan baik sehinggs memperluas
jasgkavan target pasarnya serta memperkaya keuntungan perseroan tersebut.
4.3.1.2 Analisis Dampak pada Transaksi £-Commerce

Perusahaan-perusahsan  multinasions!  vang berkepentingan  dengan
pengaturan transfer pricing, skan berhati-berbati untuk tidak melangear aturan
yang telab ditetapkan. Pada penggunaan e-commerce sendiri, pengaturan transfer
pricing tersebut telah berpengarub: terhadap semakin waspadanya pelaku usaha
yang menggunakan e-commarce agar Gdak langsung dianggap sebagai suatu
permanent esigblishment, dengan mengurangi bahkan meniadakan orang yang
bekerja pada server (mininizing attendance of a person).

Kewaspadean peleko e-commerce juga ditujukan agar setiap transaksi
vang dilakukannya tidak diindikasikan sebapai transaksi antar pihak vang
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berhubungan istimews, dengan melskukan pembatasan pengguna/pengakses
sarana elektronik yang tersedia, dan apabila hars melakakan transaksi dengan
redated party, maka pelsku usaba telab siap dengen dokumentasi, metode, serta
penjelasan mengenai Semua tremsaksi tersebut, termasuk di dalammya yaitu
meyakinkan bahwa fidak terjadi adanya penyalahgunaan transfer pricing {abuse
of transfer pricing).

Selain itu, sifat e-commerce yang wnonymous telah memberikan ruang
gerak para pihak pelaky transaksi e-commerce untok dapat menggunakarnya
dalam berbagai macam transeksi yang meroungkinkan untuk disembunyikan.
Transaksi‘ajaasaicsi tersembunyi inilah yang sebarusnya periu diawasi secarz ketat
agar tetap dilakuken dengan tidak melanggar hukum dan ketenivan yang berlaku.
Ivtaka, ketika tidak ada pemturan yang memberikan batzsan-batasan, sanksi serta
jaminen hukumnya, kemungkinan penyalahgupsan aksn menjadi  besar
Penyalahgunaan fronsfer pricing dalam ecommerce serta penyalahgunzan
transfer pricing pada umumnys, merupakan penghindaran pajak vang harus
dikenal sanksi perpajakan. Gunadi (2008) menyatakan bshwa sejaub ini belum
pernah ada kesus fransfer pricing yang diadili sebagai tindak pidana, Sebab tsjuan
pajak adalah bukan untsk menghukum melainkan agar hak negara tidak
dimanipulasi. Kasus srarsfer pricing tidak diselesaikan secara pidans melainkan
melalni peagadilan pajak.

4.3.2 Analisis Ketika Transfer Pricing dalam E-Conmerce Diatur
4.3.2.1 Analisis Aturan Transfer Pricing dalam E-Commerce

Ketentuan mengensl sransfer pricing dalam e-commerce hingga ssat ini
belum ditetapkan di ketige negara yang disebutkan di atas, yaitw Indonesia,
Kanada dan Jerman. Mamun demiiian, banyak studi yang dilakukan mengenai hal
ini. OBECD sendiri melakokan studi mengenal e.commerce dimulai pada tabun
1998 ketika dipublikasikannya paper dengan judul “A Discussion Paper On
Taxation Iysues” (OBECD, 17 September 1998}, Disebutkan dslam paper ini
bahwa OECD mengidentifikasi adanya kesulitan paling potensial yang timbul
akibat teadinya trangfer pricing dalam e-commmerce ini adaleh {Desal, 2001}
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2. Aplikasi pendekatan tradisional
OECD menyatakan bahwa penyesusian laba usaha akan fergantung pada
kondisi, di mana penyesuaian ini dapat dilakukan =apabila antara
perusahazn yang independen dan dalam iransaksi yang sebanding dan
situasi yang scbanding. Dimungkinkan dalam pendekatan ini tidak
terdapat penyesuaian spabila tidak tegadi transaksi. Kesulitan terbesar
dalam konteks g-commerce yang berhubungan dengan pendekaten
tradisional adalah bagaimana mengidentifikasi secars telap transaksi yang
tengah terjadi.

b. Menetapkan kesebandingan dan pelaksanaan anslisis fuogsi
Arm’s length principle pada dasamyz merupakan perbandingan kondisi
antara transaksi yang lerjadi anlar related party (controlied transaction)
dengan kondist transaksi antara pihalk-pihsk yang idependen. Agar
perbandingan ini bermanizat, maka perlu diperhatikan bahwa faktor-fakior
dan karakteristik ekonomi yang relevan juga harus sebanding. Diperlukan
pule pemabaman pada bageimana perusahaan-perusghan yapg buken
merupakan related party mengevaluast transaksi-transaksi potensial, Hal
inilah yang menyebabkan munculnya isu mengenal semakin banvalknya
perusahaan vang berabh pada electronic commerce.

c. Aphkasi iraditional transaational method

d. Perlakuan perpajakan atas bisnis vang terintegrast
OECD (elah mengidentifikasi bahwa e.commerce akan memeriokan
perigkuan pajak secara khusus akibat dari sifat aktivitas bisnis yang sangat
terintegrasi. Dikatakan delam paper “The Global Trading of Financial
Instruments” (QECD, 1997) babwa frading, pemasaran, manajemen den
aktivitas pendukung ierbesar lainnya waiib melakukan pemerataan laba
karena disnggap sebagai laba terintepgrasi. Kesuliitan yang mungkin timbul
adalah ketika ukiivitas yang terjadi menjadi saogst ferinfegrasi akan
dianggap schagai laba secara global bagi keseluruhan aktivitas pada profit
split method, yang akan berbeda apabila traditional method diterapkan,
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e. Penentuan dan kelastan akan pemenuban pelaporan informasi dan

dolaumentasi
Pada rraditiondl commerce, dokumentasi merupakan isu penting dalem
transfer pricing. Sehingga, pada tingkat kerumitan yang lebih tinggi, sifat
dokumentasi dan uil relevansi ates dokumentasi untuk e-commerce, adalah
perspektif baru yang harus dicermati. Untuk itu seringikali divsulkan agar
dilakukan revisl pada OBCD Guidelines, menyangkut dokumentasi pada
g-zommerce agar dapst dipastikan kefersedinan informasi yang dapat
diverifikast {verifiadle information) mengenal data transaksi.

Identifikasi kesulitan-kesulitan ini telah diupayakan penyelesaiannya oleh
QECD. OECD Committee On Fiscal Affairs menarik kesimpulan awal bahwa
petunjuk vang telah ditvangkan dalam Trangfer Pricing Guidelinzs dianggap
mampu diaplikasikan pada situasi faktual kbusus yang tegadi pada perusahaan-
perusahasn multinasional dslam menjalanksn usabanya melalul e-commerce,
meskipun masih  diperlukan beherapa penyempurnsan, Namun, padas taraf
kepastian hukum, Guidelines tersebut masih harus diwujudken menjadi scbuak
ketetapan yang berkekuatan hukum. Terlebil selama ini Indonesia belum pernah
menyatakan sikap {memberikan reservasi) atas QOECD Guidelines, maupun atas
QECD Tax Treaty Model Commentary.

Untuk i, pengaturan yang baik akan memperhatikan agar permasalahan
dan kesulitan yang timbul sebagaimana tersebut di atas dapat dipecahkan. Atas
masing-masing permasalahan, Pemerintah Indonesia, dalam hal ini otoritas pajak
perie memastikan agar masalah-masalah tersebut tidak terjadi dan dimanfaatkan
olech peleku usaha e-compmerce, selaku Wajlb Pajak, untuk mensghindari
pengensan paiak vang merugikan penerimaan pajak. Dengan peraturan yang
ditetapkan dengan memperhatikan identifikasi permasalahan yang telah ada, maka
kemungkinan penghindaran pajak dapat dicegah sedini mungkin.

4.3.2.2 Analisis Dampak Peraturan Transfor Pricing Pada Transuksi E-Commerce
Dampak yang mungkin tmbul setelah terdapat aturan eges mengenai

tramsfer pricing pada transaksi e~commerce, sesual dengan identifikasi masalzh
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yang mungkin timbul dalam bisnis yang menggunakan electronic commerce
adalsh:

a. Pelsku usshs dengan menggunakan e-compmerce harus mampu
menetapkan metode wadisional pada sehiap transaksi yang dilakukannya,
sehagai pendekatan wajib untuk setiap transaksinya. Pada penetapun laba
vang dilakukan pada bisnis yang terintegresi, pelaku usaha harus dapat
merpisahkan aktivitas bisnisnya untuk dapat mengpunakan fraditional
method, bukan lagi menetapkan labs secara global sajs, tetapi juga haros
mampu memilah aktivitas uniuk kemudian menstapkan harga fransfer den
Iaba  tiap akfivitas bisnis dengan iepat. Transaksi e-commerce
kemungkinan akan beralih darl aktivitas-aktivitas pendukung yang
dilakukan secars giobal, menjadi lebih sistematis, berjenjang, namun totap
ramah pada pengguna.

b. Pelaku usaha dengan menggunakan e-commerce hams mampu
menerapkan analisis fungsi, mendapatkan semua data untuk mendapatkan
kesebandingan baik dalam hal bargs, transaksi dan fain sebagainya. Pada
transaksi antar pihak-pibak independen, kompensasi pada umumnya telal
menggambarkan fungst yang diselenggarakan oleh masing-maging pihak
yang terhibat, aset yang dipunakan serta risiko yang ditanggung. Sehingpa
untuk dapat menentukan trangaksi-transaksi, batk yang terjadi antar pihak-
pihak independen atau yang teradi antar relajed party, tersebut dapat
diperbandingkan atay tidak, dibutuhkan analisis fungsi yang tepat. Ketika
transaksi yang dilakukan oleh pelaku ugaha dapat ditetapkan aktivitas dan
kompensasinye, sebagaimana huruf a di atas, maka masatah analisis fungsi
dapat diatass,

c. Pelaky usaha denpan menggunakan e-commerce wajib mengganskan
tragditional transactional method. Traditional transactional method dapat
dilakukan apabila pelaku usaha mampu memilah tlap aktivitas usaha,
bukan Jlagi menggunakan aktivitas pamalel yang tidak memiliki pilal
ekonomis. Ini zkan mengubah aktivitas usaha dengan e-commerce menjadi
transaksi yang dapat diranut dan dipilah nifai aktivitasnva,
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d. Pelakn usaha dengan e-commerce memiliki kewajiban perpajakan yang
jelas, vidak lagi terdapat kemungkinkan untuk tidak mematuhi kewajiban
perpajakan yang menfadi bebannys. Beban pajak yang semuls fidak
tampak secara nyats, aken berubah menjadi beban pajak vang lebih mudah
dikitung dan diantisipasi oleh pelaku usaha selaku Wajib Pajak. Kepastian
bukum yang didapat desgan adanya pengaturan mengenai fransfer pricing
pade ecommerce dapat digunakan coleh Wajib Pajak wnituk mengurangi
risiko usaha.

e. Pelakn usaha dengan e-commerce wajib memiliki data, sebagal
dokumentasi resmd, sesual dengan LU Informasi dan Transaksi Blekironik
Jjuga, schingea ketersediaan dokumerntast terpenuhi. Dalam bal perpajakan,
pelaku usaha juga barus mempy membuktikan bahwa dokumentasi yang
digunskan sebagai bukti transaksl adalah benar, bemilai informasi vang
memadzi dan lulus uil rolevansi. Schingga itransaksi e-commerece
meskipun merupakan transaksi yang anonymous, bukan lagi terpat untuk
menyembunyikan data dan informasi sebagaimana yang berkembang saat
ini.

Perubabian besar akan terjadi apabila peraturan mengenai sransfor pricing
dalam e-commerce bepar-benar {oiah ditctapkan oleh Pemerintah Indonesia.
Kegiatan vang saat ini masith merupakan kegiatan yang fidak ferlalu banyak
diatur den tersentuh hukam tersebut alan berybah menjadi transaksi yang teratur,
dan memberikan jaminan kepastian hukum bagi pelaku usaha, serfa memberikan
keamuanan bagi para pelanggan dan aparat pajak karena bukti dan informasi dapat
dipastikan relevansinya dan dapat dirunut dengan fepat.

Selain iy, dampak positif juga akan dirasakan dalam hal penerimuan
palak, i mana tidak akan ada transaksi yang lolos dari pantauan otoritas pajak,
dalam hal ini Direkiorat Jenderal Pajak. Kineria e-commerce menjadi sisternatis,
dan meskipun masih bersifst anomymions, e-commerce bukan lagi merapakan
tempat untuk bersembunyi dari segala kewajibannya, baik kewajiban di mata
hukum dan perundang-undangan, maupun kewajiban scbagal warga negara atas
warga negara lain, yaitu memberikan rasa aman, serta kewajiban perpajakan.
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BAB 3
KESBVMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan
Berdasarkan uraian sebagaimana telah dibahas pada bab-bab sebelumnys,
maka dapat ditarik kesimpuian sebagai berikut:
1. Penggunaan metode-metode penetuan harga wajar dalam sransfer pricing pada
e~-COMMENCE

a. Penggunasn motode-metode penenfuan harga wajar dalwanaam fransfer
pricing pada priosipnya tidak dilakukan secara mutlak, melainkan
dilakukan dengan berbagai pertimbangan, terutama pade keterssdiaan data
sebanding, dan kescbandingan data vang tersedia. Untuk itu, banyak
pilihan yang tersedia dalam menggurakan metode-metode fransfer pricing
tersebut, dengan melakukannya secara berjenjang.

b. Dengan fersedianya dals pembanding, maka penggunsan CUP selalu
menjadi alternatif pertama, mengingat meiode tersebut cukup sederhans,
Metode ini membawa pelaku usaha pada keterbukasn, guna selanjutnya
dapat saling membandingkan harpe barang yang dijual secars elekironik.
Data pembanding ini jugs merupakan alat ukur yang handsl bagi penilaian
transfer pricing. Namun demikian dsta pembanding dan kesebandingan
harga merupakan sesuatu yang sangat sulit didapat, mengingat banyak
faktor yang mempengaruhi terbentuknya harga, baik harga vang disepakati
antar pihiak-pihak yang independen maupun hargs yang disepakati oleh
pihak-pihak yang memliki bubungan istimews. Swetu harga dapat
ditentukan dengan biaya historis, namun dapat juga merupakan hargas yang
dipengaruhi ofeh situast pasar, segmentast, bahkan dapat pula dipengaraid
oleh keinginan pembell secarn subiektif,

¢. Ketika metode CUP tidak dapat berdird sendini maupun tidak dapat sama
sekali digunskan untuk menentukan harpgs waiar frangfer pricing, maka
dalam beberapa skema digunakan metode cost-plus. Penggunaan metode
cost-phes I juge terkendals dalam hal penentuan mavjin yang wajar.
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Penentuan main laba inl ditetapkan dengan mempertimbangkan marin
vang serups yang dibebankan di dalam perjanjian oleh distributor
indepeden. Selain metode tradisional Cosi-Plus, metode tradisional lain
vang terdapat datam Guidelines juga dapat diterspkan.

Sebagai alternatif terakhir, pendekatan harga rransfer dapat menggunakan
metode ransactional profit, guna menentukan arm’s length return,
termasak.  TNMM. Dengen pepggunazn dua metode terakhir ini,
dibarapkan net margin analysis over cost dapat dilakukan, sehingga
diperoleh harga frons/er yang tepat untuk setiap skema transaksi.

2. Perbandingan pengaturan fransfer pricing pada e-commerce di tiga negara
studi

a. Penpaturan fransfer pricing pada e-commerce di Indonesia
1} Prinsip hargs wajar, prinsip hnbungan Istimewa, serta penetapan harga

2)

3

wajar df Indonesia telah diatur dalam ketentuan domestik Indonesia,
meskipun peraturan tersebut merupakan atursn yang lama, yaitu Surat
Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor surat SE-Q4/P17/1993 vang
diterbitkan satu paket kebijukan deagan Keputusan Direktur Jenderal
Pajzk nomor keputusan KEP-01/PL.7/1993, tanggal 9 Maret 1993,
Pepaturan mengenai e¢-copsmerce hanya sebates surat yang diterbitkan
oleh. Direktorat Jenderal Pajak vang sifatnya kasuistik, sehingpgs hamva
moengikat kepada Wajib Pajak yang dituju, yakni surat nomeor S-
702/P1.332/2006 tanggal 24 Agustus 2006. Serta surat himbauan kepada
Wajib Paiak vang melakukan tansaksi melalui e-commerce, yaitu surat
nomor 8-429/P1.22/1998, yang menunjukkan pahwa otoritas pajak
Indonesia memiliki perhatian terhadap transaksi e-commerce inl.

Akan tetapi, peraturan-peraturan ini tidak diikuti dengan perubahan atau
penambahan peraturan-peraturan frany/er pricing, peraturag-peraturan
transaksi e-commerce, dan peraiman fransfer pricing dalam e-commerce.
Indopesia hingga saat ini belum pemsh melakukan pembatesen,
pengaturan metode-metode, bahkan pemiefinisian dan pengidentifikasian
iransfer pricing dalam e-commerce.
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b. Pengaturan transfer pricing pada e-commerce di Kanada

1} Kenada mengadopsi sepenuhnya pengpunaan arm’s length principle dari
QECD, dengan memisahkan teriebih dahulu residen dengan non-residen.
Sehingga Wajib  Pajak  memperoleh  kepastian  holum  dengan
diterbitkannya izin melakukan transakst fransfer pricing.

2) Pada transaksi rransfer pricing, Kanada memberikan reservasi atas
pernyataan OECD Commentary, khususaya pada @vicie 12 paragraf 14,
terlehib untuk transaksi-transaksi vang merupakan “bundled”, di mana
Kanada tidak melakukan pendekatan dengan memisah-misahkan dasar
pengenaan pajsknya, melainkan dinilai denpan pendekatsn yang
menyeluruh.

3) Kanada jupa memiliki komite khusus yang dibentuk di bawah The
Minister of Rererme, yang wenghesilkan report yang berhubungan
dengan rekomendasi pajak penghasilan dalam transaksi e-cormerce.

4) Tetapi, sama dengan negara lain, secara khusus, otoritas pajak Kanada
masih belum memiliki pengaturan khusus untuk frensaksi fransfer pricing
sehubungan dengan e-commerce.

¥, Pengaturan fransfer pricing pada e-commerce di Jerraan

1} Hingga saat ini, oforitas pajek Jerman belum pernabh memberikan
ketentuen vang berkaitan dengan petunjuk periakuan e-commerce.

2) Jerman juga belum pemah menerbithan aturan mengenai transaksi khusus
transfer priving pada e-commerce.

3) Jerman wmemiliki pernyataan observasi atas OBCD  Commentar,
khususnya pada article 8, Permument Establishment.

3. Dampek dari pengaturan fransfer pricing terhadap transaksi e-commerce di
Indonesia

a. Memudahkan otoritas pajak mengideptifikasi adanya penyalahgunaan
frangfer pricing.

Usaha pengaturan rransfer pricing merupakan usaha membatasi franyfer

priving dengan pengawasan yang tepat, sehingga didapat dampak yang bailk,

berupa berkorang dan terberantasnya penyalagunaan lransfer pricing.
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Dalam hal pembatasan transaksi fransfer priving yang digunakan dalam
transaksi eiekironik (e-commerce), pembatasan ind jugas memudahkan otoritas
pajak mengidentifikesi terjadinya penyslshgunaan fransfer pricing tersebut,
meskipun beropa transaksi rumit dan teritegrasi.

b. Transsksi e¢-commerce akan secarz bertahap menjadi transaksi yang

berjenjang, dapat dirunug, dapat mengaplikastkan analisis fungsi, tanpa
meninggalkan karakteristik uniknya yang paperiess, aronymous dan
boarderiess.
Diengan diaturnya transaksi fransfer pricing yang dalam hubengannys dengan
transaksi e-commerce, pelaku usaha dengan e-commerce akan menjadi
semakin tertib, i mana beberaps syarat, seperti penggunasn metode
tradisional, penerapan analisis fungsi, ketersedisan data scbanding dan
kesebandingan dats (harga, tansaksi, dan lain sebagainya), kejelasan
kewajiban perpajakan dan kewajiban untuk memelihara dokumentasi data
sebagai dokumentasi resmi, wajib dipenuhi, Semakin banyak syarat tersebut
dipenuhi, maka e-commerce bukan lagi hambatan bagl otoritas pajak untuk
mengidentifikasi setiap transaksi, dan bukan puls hambatan bagi pelaku usaha
sebagal Wajib Pajak untuk memenubi kewajiban perpajakannya dengan
benar,

5.2 Saran

Karepa Indonesia masih banyak tertinppal dari negara-negara lain dalam hal
pengaturan dan pengawasan pajak sccara umumn, maka perlu Kiranya Dircktorat
Jenderal Pajak selaku otoritas pajak di Indonesia mulai berbenah diri. Meskipun
untuk pengaturan fransfer pricing dalam kaitannya dengan transaksi e-commerce
ini belum ads negara lain yang telsh memiliki pengaturan kbusus, akan tetapi
tidak ada salahnya indonesia mulal mengembangkan divi, mengatur transaksi
transfer pricing den e-commerce serda keduanya secara simultan.

Alternatif saran yang dapat diberikan adaleh sebagai berikut:
1. Menyempumakan ketentuan-ketentugn fransfer pricing dan ecammerce yang

saat ini ada, termasuk di dalamnva ketentuan mengenai dokumentasi.

Ketentuan ind harusiah merupakan ketentunn baik yang berdiri sendiri secara
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individual, maupun kefentuan fransfer pricing dan e-commerce scbagal saatu
ketentuan yang simultan, berjalan seiting sebagaimana telsh banyak transaksi
e~commerce yang dipengarubl oleh fansfer pricing maupun sebaliknya.
Ketentuan yang jelas dan tegas dapat memberikan kepastian hukum bagi
otoritas pajak dan Wajib Pajak.

. Ketentuan hendaknya disertai dengan ketentuan sanksi bagi pelangparan yang
terjadi dan reward ataupun bagi terpenuhinya persyaratan dan pemenuhan
ketentuan tersebut. Dengan penentuan sanksi dan reward yang tepat dan taat
azas, dibarzpkan peleku usahs semakin patuh den menghindar adanya
penyalabgunaan fransfer pricing dalam ecommerce vang temtu  sukar
diidentifikasi,

. Sosielisasi yang sistematis dan berkelanjutan sebagai upays memberikan
pengertian dan kesadaran yang tepat kepada pelaku usaba sebagai Wajib
Pajak. Sosialisasi ini mervpakan upaya mendasar agar ketentuan yvang telah
ditetapikan dapat dimengerti dan dipatuini oleh sasaran ketentuan torsebut yaitu
Wajib Pajak,

. Mencontoh Kanads vang memiliki Advisory Commiitee On Electronic
Comperce di bawsh ssusgan The Minister Of National Revenue, maka
Indonesia dapat puls membentok fim fransfer pricing msupun tim e-
commerce yang mengakomodir berbagei later belakang (ramsfer pricing
auditor, para spesialis, ekonom, tenaga ahli bidang Infermation Technology
dan E-Commerce, serta tenaga ahli lainnya) yang independen, terpisah dari
Direkgorat Jenderal Pajak, meskipun nrasib dalam naungan Menteri Kenangan,
untuk melakukan penelitian yang menghasitkan repord sebagal bahan acean
pembuatan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 1. Hal yang sama
dapat juga dilakukan bagi penegakan hukwm, sehingga dapai dilaksanakan
dengan sebaik-baiknya.

. Mengembangkan sistem database transfer pricing yang terpusat, baik bagi
otoritas pajak maupun yang dapat diakses oleh pelaku usaha sebagai Wajib
Pajak yang juga merupakan upaya untuk memberikan kepastian hokom bagl
Wajib pajak bersangkutan,
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. Ditingkatkannys exchange of informations dan kerjasama antamegara pihak-
pihak yang melakukan transaksi depgan perusahaan asosiasi,

. Melengkapi ketentuan &ntang Advance Pricing Agreement (APA) sehingga
terdapat kepastian hukum bagi Wajib Pajek dan mengurangi terjadinya
penyalahgunaan fransfer pricing oleh perusahaan multinasional. Keuntungan
dari APA selain memberikan kepastian hukum dan kemudahan penghitungan
palak, tidak perlu melakukan koreksi atas harga jual dan keuntungan produk
yang dijual Wajib Pajak kepaca perusabaan dalam satu group yang sama.

. Bagi Wajib Pajak dibarapkan kritis dalarn menghadapi permasalahan vang
berkaitan dengan transfer pricing dan e~commerce, mengingat hinges saat inl
belum terdapat perangkat hukem yang mengaturnya. Keikutsertaan Walib
Pajak dalam menpkritisi ateran dan pelaksanaannya akan mendorong aparat
pajak menetapkan atursn atas transaksi-transaksi tersebut.

. Secara skademis, masih banyak penelitisn lebih lagjut vang dapat dilakukan,
seperti halnya penclitian mengenal bagaimana pemeriksazn pajak dapat
dilakukan afas fronsaksidransaksi yang tedadi pada tiap skeme transaksi o
commerce vang telah disebutkan dalamm penclitian inl. Hal ini akan
memberikan masukan bagi aparat pajek dan mendorong kemajuan system
perpajekan Indonesia seenra luas.

Universitas Indonasia
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Page 1 of }

Peritial : PEDOMAN PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP WAHB PAJAK YANG MEMPUNYA] HUBUNGAN ISTIMEWA
Fanggal Terbit ; 09 Marer 1993

KEFUTESAR DIREMNTUR JEXDERAL EAJAK
MO BEP - Q1/PF.F/L3B]

TENTANG
PEDOMAN PEMERYRSMIN PAJAR TERHADAY WAJIB FAJRK YANG MEMPONYAI BORMNGAN ISTIMERA
DTREKTCR JEHDEfAL PAJAK,
Menimbang ¢

a. Bahus dalam rangiks melakxsanakan tugas pewengutan pajak, OGivekour Jendexal Pajak diberi
wewenang untuk melaksanakan pemeriksasn paink guns kepsyiuan penetapan paisk yang Cerhutany
dan/aten keparluan lain dalan rangks selaksanaken keteatuss pezaturan  perundang-ondangan
perpalakan;

- R bahwa tataz cara pemoriksaszn di bidang perpajarxsen sebagaimenz distuy dipstur dalas Kesutusan
Direktur Jenderal Pajek Hoser : Rep-01/23.%/1538 tanggal 15 Hopasber 1990 belum mencarykup
tata cars peneriksaan terbadsp Waildb Pajask yeng sespunyval hubsngan istimewa dengan Wajib Pajek
Laitriya

. bahwa oleh karena {tu 44 pandang perlu unfuk menysrur fats cevs pooerikssan terhadap Waiib Pajak
panyg mempunyei hubungsn latimewa dengan ¥Wadlb Pajak Laiasys, debgan Xepuvisan Direkrur
Jenderal Pajak;

Hemgingal =

i. Pasal 29 Bpdang-undang tomor & Tahun 1983 Lenbang Ketentuan Gmom dan Paca Cara Perpaiakan
{Lembaran Bwgera R.I. Takho: I383 Somar 45, Pasbuahan Lembarsnm Megara R.I. Nomor 38621

2. Pasal L1 Peraturan Pamerinteh Momor 31 Tahos 1988 tentang Tata Csra Pemerikenan di fidang
Perpajaken [Lembaran Negawa B.I. Tahun 1996 Rowmor 46 Tamhaban Lesbaran Regara R.Y. Somor
3338y,

MERTEOSKAN &
Henetapkan 3

FEPDTUSAN DIREREDE JEHOERRL PATAX THHIANC PEOOMAR PENERIXEARN PACAK TESHADAP WAJIB PASAK
TRHG MEMPONYAL HUBUEGAH ISTIMEWS

pasal 1
Henetapkan Pedoman Pemeriksasn Palak sebagaizans tercencult delam Laspiran Keputysan isdl sebagadi
pedoman palaksansan dan tata caza pemarikssan dibidang perpsjakas terhadap Waijil Pajak yang mempunyal
hubnegan istimews, sehagald texbhehan afas Fedoman Psmaviksasn Paiak sebaguimena dizcur dalam
Feputugan Direkbur Jeaderal Pajek Howmor 1 Kep-0L/P3.2/1%93 vanggel if Mogember 1983,

Pasai Z

Keputussn ini moelai berisku pada tanggal ditetapkan.

Bitetapkan di JARBRTYR
Fasgz Tanggal § Maret 1593
DIRERTOR JENDEANL FARIAK,
ttd

e, MARTIE HUHRMMAD

http:/Awww.pajak.go.id/index. phpfoption=com_content&viewsarticle&id=75&lgkp=0... 5/20/2009
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Lampiran 2 1 S04/P1.7/1553

Perikal PETUNJUK PENANGANAN KASUS-KASUS TRANSFER PRICING (SERITP - 1)
Tanggal Terbit : 09 Maret 1993

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIRBETORAT JENDERKRL PAJAK

SURAY EDARAN DIRERTUR JENDERAL BRIAK
NOMOR 8B - 04/785,7/138382

TENTANG
FRETUNSUK PENANGANAN ¥KABUS-FASUS THANSFER PRICING (BERY %P - 1)
LIRBRTUR JENDERAL PAJRK,

Sebageimana dimaklumi bahliwa dalam Pasal 1€ ayat (2) dan {3) UU pPPh 1984
beserta penjelasannya dan Pasal 2 ayat (1) dan ({2) UU PPN 1884 beserta
perjelasannya diatur wewenanyg Direktur Jenderal Pajak untuk mengatur lebih
lanjut wmengenai perlakuan perpajakan atas tranasakszi antar Waiib Pajak yang
menpunysi hubungan istimewa. Ketentuan tersebut barkaitan puls dengan Pasal 5
ayat {1} dan {2) serta Pasal 2 ayat {1} huruf e UJ PPh 1984,

Hubumgan ilstlmewa antars Walib Palak Badan dapat terdisdl kareps pemilikan
ztal penguasaasn modal saham suatu badan oleh badan lainnys sehanyak 25% atan
lebih, staue antara beberaps basan vang 25% atau lebih sahemnya dimiliki oleh
suabu badan. Sedangkan untulk Waild Pajak Perseorangan hubungsn istimewm dapat
teriadi karena hubungan keluarga sedarah atau sewmenda dalasm garis lurus atau
kezamping satu derajat. Hubungan istimews antara Waijib Paijsk Perseorangan
diapggap terjedi misalnys andara ayah, ibuy, anak, saudara {kandung), mertua,
anak biri dar ipar. Bubungan istimewa dimzksud dapat mengakibatkan kekurang-

widaren harga, biaya atau Jismhslan lain yang direalisasikan dalam suatu
transekel usaba.

Secara universal transaksi antar Walilk Pajak vang mempunyal hubungan istipewa
bersebut dikenal dengan istilah transfar pricing. Hal imd dapat mengakibatkan
terjadinya pengalihan penghasilan atau dasar pengenaan pajsk danfatau biaya
dari satu Waiib Pajak ke Wajilb Paiak lainnva, vang dapat direkayvasa untuk
menakarn keselurvhan dumlab paiak berhutang atas Walildb Padak-Waiidb Paisk vang
menpinyal hubungan istimewa tersebut.

Kekurang walisran sebagadmana tersebut di stas dapat terjadl pada @

i1} Harga penjualan;

{2} Hargs pesbelian;

{3) Alokasi blaya administrasi dan umom {overhead cosit);

{4} Pambebanan bunga atas pexmberian pinjaman cleh pemegang saham (shareholder
loan}

(51 Pembayaran keomisi, lisensi, franchise, sewa, royalti, iwmbalan atas jasa
manajemen, imbalan atas jasa teknik dan imbalan atas jasa lainnys;

{6) pembelian harta perusahaan oleh pemegang saham {pemilik} dtau pihak vang
mempunyai hubungan iztimewa yang lebibh rendeh dardi harga pasars

(7} Penjualan kepada pibiak Jusr negeri melalul pibak ketiga yang Kurang/tidak

mempunyal substansi nsasha {mizalnys dimmy company, letter box company atau
ralnveicing center}.
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Ferlu disadari bahwa dengan perkembangan dunia usahs yang demikian cepat,
vabg sering kali bersifat fransnasionsl dan diperkenzikannya produk dan
metode wugaha bayu yang semula belum dikenal dalam bidang usaha (misalnya
dalam bidang keuangan dan perbankan), maka bentuk dan wariasi {transierx
prieing dapat tidak tesbatas. Namun demikian dengan pengaturan lebdih lanjut
ketentuan tentang transaksi antar wWajibk Pajak yang mempunyai hubungan
istimewa dihayap dapat meminimalkin atau mengurangi praktek penghindaran/
penyeiandupan pajak dengan rekayasza transfer pricing tersebutb.

Perlu ditegaskan pula bahwe Transfer PFriging dapat terijadi anter Walib Paiak
Dalam NMNegeri ataw antara wWajlb Pajsk Dalam Negeri dengan pihak Luar Negeri,
terutama vang berkedudukasn di Tax Haven Countriss {Regara vyang tidak
nenungub/menungut pajak lebih remdah dari Indonesia) . Terhadap transaksi
aritar Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimews terseput, uwndang-undang
perpajakan kita menganut azas mate-riil {subsiznce over form ruls}l.

Untuk memwlahkan bagl Baudara dalam menangani kasus-kases fTransfer Pricing
ataw yang mengamdung incikasi  adanys  Trapsfer Pricing, di  bawah  ini

disampaikan Dbeberapa conich  dard kasus dimaksud  beserta yperliskuan
perpajakannya.

{1} Kekurang-wajaran hargas penjualan

Contoll 1 :

P, A memiliki 205% sabam PP. B. Atas penyerahan barang PT. A ke ¥Y. B,
BY. A membebankan harga jual Rp. 160, -~ per unit, berbeds dengan hsrga
vang diperbitungkan atas penysraban barang yeng sama kepada ¥F. R
(tidak ada hubungan istimewa} vaitu ¥p. 200, - per unit.

Perlakuan Perpajakan

Dalam conteh ferseput, harga pasar sedanding (comparable unconkroiled
price) atas Parang yang sama adalah yang dijual kepads PT. X yang
tidak ada hubungan istimews. Dengan demikian harga yang waisr adalah
Rp. 284,~ per unii, Harga Jini dipskal sebagal dasar gperhitungan
penghasilan dan/atau pengenaan pajak. Kalau P¥. 2 adalah Pengusaha
Kena Pajak {PKPF), ia harus menyetor kekurangan PEN-nya (dan PPn BM
Ralau terutang}.

Atas kekurangan tersehut dapst diterbitken 82 dan 7. A tidak boleh
menerbitkan faktur paizk ates kekurangan tersebut, sehinggs tidak
merupakan kredit pajak bagi PT. B.

Contoh 2 ¢ :

P¥. B memiliki 25% ssham PT. B. Atas penyerahan barang ke FE. B, PT. A
mempebankan hargs Jual Rp. 160, - par unit., PP. A tidak melalkukan
wenjualan kepada pihak ketiga yang tidak ada hubungan istimewa.

Ferlakuan Perpaiakan o

palam cgontoh 4i stas, maka narga yanyg waljar adalah hargs pasar atas
baranyg yang sama {dengan barang yang disezabkan PT. A} yvang terjeadi
antar pinak-pihak yvang tidak ada hubungan istimews.

Apalkidla <diremni kesulitan unhuk mendapatkaen harga pasar sebanding
untuk barang yang sama {terutama karesa PFT. A fidak menjual kepada
pihak yang tidak ade hobungan istimews}, maka dapst ditanggulangl
dengan menerapkan harga pasay wajar dsri bzrang yang ssjenis atsu
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Berupa, yang terjadi anitar pihak-pihak yang tidek ada hubungan
istimewa.

Dalam hal terdzpat kesuliten untuk mendapatkan hargs pasdar sebanding
unitok  barang yang sejenis  ataw  serupa, karena barvang terssbut
mempunyni speaifikasi khusus, misalnya semi finished products, maka
pendekstan harga pokek plus {cost plus meihoed) dapat digunakan untuk
menentukan kewajaran hargs peniuvalan ¥, 5,

Mizalnya dikstahui bahws PT. A memperoleh kahan baku dan  bahan
pembantu produksinvs dari para pemasok vang tidak wempunyail hubungan
istimewsa. Harga pokek barang yvang dipreduksi per unit adalah ®p. 158,-
dan laba kotor yang pada umumnyz diperoleh dari penjualan barang yang
sama antar pibak yang tidakx sewpunysi hudsmgsnh istimews {comparable
mark ep} adalah 40% dszi harga pokoX.

Dengan menarapkan metods harga pokok plus maka harga jual yang wadar
atas baranyg tersebut dari PT. A kepada PT. B unbtuk tuiuan penghiltungan
penghasilan kena paiak/dasazr pengenaan paiak adalah Rp. 210 (Rp. 150 +
{40% % Rp. 1501}.

Conboh 3 ¢

FT. B menjual kembali barany yang dibeli dari PP, A pada conteh 2 di
atas ke pilak yang tidak ada hubungapn istimewa Sengan harga Rp. 250,
per unit. Laba ketor sebanding untuk penjualan hereng tersebut adalan
20% darl harga jualnya.

Perlakuan Perpajakan :

{1} Dalam menguii kewajaran harga penjualan dari PP. A ke PT. B,
seldin pendekatan harga pokok plug, ‘dapat pulz diterapkan
pendekatan harga jual minus {sales minus/ resals price method).
Tiengarn mansrapkan selbode tersebut maka hargs peniualan barang pr,
A ke PE. B vang wajar untuk psohitungan paisk penghasilan/dasar
pengenazan patak adalab ®p. 200,~ {Rp. 250,~ = {20% x Rp. 250,-31.

{2} Apabila ternysta terdapatl kesulitan dalam memperocleh harga pasar
sebanding dan jugs sulit meserapkan meiode harga jual minus maupun
hargs pokok plus wmaks dapat digunakan wmehode lainnya, misalnya
dengan pendekatan fingkat laba perusahaan sebanding (comparsile
profite} atau tingkat hasil investasi {return on investment) dari
nsaha vyang samd, serupa  atau selenis, Misalkan diketahui bahwa
persentase laba koter Jenis usaha yang szama dengsn usaha PT. A
dari dats ¢unia bisnis adalab 30%. Sglamiutnya ternyata bahwa labes
kotor yang <dilasperkan PF. A adalah 15%. Karena terdapat deviasi
tingkat Jlaba PF. A deri tingkat laba rata-rats tergebut di atas,
maka dapat didugs bahwa ada penggeseran iasba melalul pemivalan
dengan harga yang korang wadar dari PT. A ke PP, B. Kalay misalnya
Pr. B merupakan pembeli tunggal imonopsoni) barang vang dijusl PT.
A tersebub, laba kotor PP, A atas barang tersebut untuk tujuan
penghitungan pajak terubang harus dihitung kembali menjadi sebesar
30%. )

{#} Kekurang-swmiaran hargs pesbelian
Contol

H td Hongkong memiliki 28 % saban PT. B. BT, E mengimpor barang
produksi H Ltd dengan harga Rp. 3.000 per unit. Produk tersebut dijual
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Yembali kepada pT. ¥ {tidak ada hubungan istimewa)dengan harga HRp.
3500 per unit,

Perlakuan perpajakan :

Pada wontoh tersebut di atas, pertama-tama dicari harga pasar
subanding wuntuk barang yang sama, sejenis atau =zerupa atas
pembelian/impor dari pihak yang tidak ada hubungan istimewa atauw antar
pihak-pihak yang tidak ada hubungan istimewa (sama halnys desgan kasus
harga penjualan). Apabila ditemui kesulitan, maka gendeXatan harga
jual minus dapat diterapkan, yaitu dengan mengurangkan laba kotor
(mark up) vang wajar ditambah biaya lainnya vyang dikeluarksn Waiip
Pajak dari harga jual bareng kepada pihak vang tidak ada hubungan
fistimewa. HApabila laba vang wajar dipercieh adalah Rp. 750.,- maka
harga yang wajar untuk perpaiakan ztas pembelian barang dari H Lid 44
Hongkong adalakh Rp. 2.750 (Rp. 3.50C - Rp.750). EHarga ini merupakan
dasar perhitungan harga pokok BF. B dan seiisip Rp. 250 sntara
pembayaran wbang ke H Ebitd di Hengkong dengan harga pokek yang
seharuznya diperhitungkan dianggap  sebagai pembayasran  dividen
terselubung.

(3} Rekurang~wajaran aliokasi biaya administrasi dan umvom {overhead cost}

Contoh 2

Pusat perusahasn {(Hesd Officel di luar negeri dargi BUY di Indonesia

sering mengalckasikan biaya administrasi dan umum {overhesd oosb}

kepada BUT terssbub., Biaya vang dialckasikan tearsebut antara lain

edalal

&. Biays training kagyawap BUT di Indonesia yang discslenggarakan ksntor
pusat 4i luar negeri;

B, Hiaye perialanan dinas dJdizeksi kanter pusat itersebut %Xe masing-
masing BUT; )

e, Blayg adeinistrasi/mamaiemen lIzinnya dari  kantor pusat  yang
merupakan blays penyelenggaraan perusahaan;

¢. Bilaya riszet don pengembangan yvang dikeluarkan kantor pusat.

FParlakuan perpalaksn @

Alokasi biaya~biaya tersebut diatas diperbolebkan sepaniang sebanding
dongan moanfast yang diperoleh masing-masing BUT dan bukan merupakan
duplikasi bileya. Biaya kantor pusat yang boleh dialokasikan kepade BUT
tidak termasuk bunga atas penggunesan dana ksntor pusat, kecuzli umtuk
fenis usaha perbankan; dan royalti/sews atas harta kantor pusat. Talam
hal berlaku perijaniian penghindaran pajak berganda maka pengalckasian
Pisva kantor pusail, kepads BUT adalah seperfi vang diatur dalam
perianiian tersebut. Kewajaran biaya Eraining di atas dapat diuji
dengan membandingkan jumlah biava Training yang sams atan sejenis,
vany diselenggurakan olen pihak-pihak yang tidak mempunyal hubungan
fetimewa. Unituk biaye ladnnys, mazka besarnya hbiaya yang dapat
dialokasikan dihitung berdasar faktoer-Ifakier tertentu yang dapat
mencerminksn dengan haik proporsi manfaat yang diterimanya, misalmya
perbandingan jumlah peredaran.

{4} Kekurang-waiaran penmbenanan bunga atas pemberian pinjaman oleh pemegang
saban ;

Contoh

B Ltd 41 Homghong wmemiliki 80% saham PBT. € dengan modal yang belum
disetor sebesar Rp. 200 juta. ¥ Ltd juga memberikan pinjaman sebesar Rp.
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500 Juta dengan bunga 25% atae Rp. 125 jubka setalm. Tingkat bunga
setempat yany beriaku adalah Z20%,

Perlakuan perpajakan @

{a} Penentuan kemball dumlab utang PT. C. Pinjaman sebesar RBp. 200 duta
dianggap sebagal panyeboran modal terselubung, sehingus besarnva
hutang BT. ¢ vany dapat diakeid adalah sebessr Rp., 300 duta |
RP. 300 dutae -~ Rp. 2080 duta §.

{b} Perhitungan Paiak Penghasilan. Bagi FT. © pengurangan biaya bunga
yang dapat dibebankan adalah Rp, 60 Juta {20% 2 Hp. 300 tduta) yang
berarti koreksi positlf penghasilan kepa pajak. Selisih Rp. 685 juts
{Rp. 125 +4uta - Rp. 60 juta)} dianggap sebagal pesbayaran dividen ke
luar negeri yang <dikenakan Pajlak Penghasilan Pasal 26 sebesar 20%
atau dengan tarif asgsual dengan Perjanjian Penghindaran Pajak
Bergands yang bexlaka,

{5) Kekurang-wajaran pembayaran komisi, lisensi, franchise, sewa, royalti,
imbalan atas Jasa manajemen, imbalan atas jasa teknik dan ismbalan dass
lainmya. Contoh kasus Penmbayarah lisensi, franchise dan royalii :

Contch 1 :

PT. A, perusahaan komputer, memberikan lisensi kepada BT, # {Lidak ada
hubungan istimewal sebagal distributer tunggal i negara X anbuk
memasarken program  komputernys dengan membaysar zoyalti  20% dari
pernjualan berzih. Selasdin ity PT. A jugas memazarksn prograsm homputernya
melalul £F. B di negara B {ads hubungan istimewa} sebagsi diztributor
tunggal dan membayay royaltl 15% dari penjuelan barsih.

Periakuan perpaiakan

Dleh karena progrsm kompuber yang dipasaxrkan PY. B same «dengan yang
dipasarkan PF. ¥, atas dasar mpatching transaction method uptuk tujuan
perpajakan maka royalil di PE. B juga harus 20%. EKalau kopdisi yang
samz tidak dipsyoleh wmaka perlu diadakan penyssusian. Pendekatan
demikian disgebut comparable adjustable method {metode sebanding yang
disesuaikan}. Contgh terzebut dapat Jjuga digunakan unbuk  menguiid
kewajaran franchise abau imbalan lain yang serupa dengan itu.

Contoh 2

G GmbH Jerman, perusahaan farmasl, memiliki 50% gakam PT. &
{Indonesia) vang beroperagsi di pidang uszaha yang sama., § Gmbi
mensuplai bahan baku dan pembantn kepada PT. B dengan harga M 120 per
unit.. Selanjutnyva ddidapat informasi, misalnya dari 888 41 Jerman,
bahwa harga internasional wuntuk bahan tersebut adalal B¢ 100 per unit.

Perlakuan perpaiakan :

Harga sebanding untuk bahan terseput adalabh M 100 per unit. Untuk
bahan €farmaszi umomnyvas  Usrdapal  paten  abds pehamuan  rasusnnys.
Kemungkinan bidak terdapalt kontrak lisensi yang ditutup antarg & GubH
dengan PT. H. Kalau ddalam prakiek perdagangan Lernvata pads amanys
terdapat imbalan rovalti {tanpa diketahul Dberapa tumlabnysa}l, maksa
Jumlah sebesar DM 20 disngysp sebagal pembavaran royaltid.

Pi lain pihek kalan dipereleh dabts bahwe rovalti umumpyz adalah 10%

dari harga, maka dapat disimpulkan babwa royaltinya sebesar DM 10,
sedang selisihmya dianggap penmbaygian dividen.
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Contoh kasus imbalan abau jasse manajemen, imbalan atas Jass teknik dan
imbalan jasa sejenis lainnys

PT. A memiliki 25% sgaham PI. B. FT. & memberikan bantuan teknik
kepada PT. B dengan Lubalan sebesar Rp. 500. Imbalan -jasa yang sama
dengan keadaan yang sams ataw serupa adalah Rp. 250,

Perlakuan Perpajakan ¢
Dalam kasus di atas, maka imbalsan jasa yvang wajar adalah Rp 250,

Contoh kasus komisi i

P, A memiliki 25% gabam PY. B. 2T. 8 juga merupaken distributor PT.
A dengan komisi 3% daxi harga jusal. Disamping itu £%. B juga sebagal
distributoer produk perusshesan lain yang tidak wempunysi hubungan
istimewa dengan keomisi $%.untuk memasarkan produk PF. A, diperlukan
bizya~blaya promesi dan sebagalinya vang meniadi beban PT. B.

Perlakuan perpajaksn 3

Berdasarkan anaiisis fungsi, maka besarnya komisi dard PT. A sebesar
% adalsh  kurang wajar Xarena sebagal distyxibutor PT. B masih
menangygung biaya promesi, dsk yang dapat melebibi jumlan komisinva.

Pi lain pihak diketahui bahwa komisi dari pihak ketiga yang tidak
dibebani biaya promosi adalah 8%, Oleh karena ity maka komisi dari PT.
B yang wajar adalah minimal sebesar 3% ditambah dengan suaty jumlah
untuk meoutup biaya yvang harus dikeluarkan.

{&] Pembelian harta perusahsan oleh pemegang sszhawm abtau olsh pihak vang
mespunyal hubungan istimews dengan harga yang lebih rendad dard harzga
pasar.

Somtobh 1

A adalash pemegang 50% sabsm P¥. B. Harta perusahaan PT. B berupa
Rendaraan, dibeli A dengan harga Rp. 310 duta. Nilasil buko kendaraan
tersebut adalah Rp. 10 9uata. Wargs pasaran kendaraan sejenis dalam
keadaan yvang sama adalah Rp. 30 juta.

BPerlakuan perpajakan

2leh karena harga pasar sebanding untuk kendaraan tersebut adalah Rp.
30 4duta, maka penghasilan kens paisk PT. B dikersksl positif Rp. 20
juta {Bp. 30 juta - Rp, ID juta). Sedangkan bagi A selisih harga Rp.
289 juta merupaksn penghasilan berupa dividen vang oleh PP. B harus
tipotony PFPh Pasal

23 sebesar 15%.

17} Perviualan  kepadas pihak luar opegerdi melalud  pihak ketigs wveng tdidak
mempunyvel substansi usahes (letier box company).

Cantoh

P?. I Indonesia, yang mempunyai hubungan distimewa dengan H Itd
Rongkong, dua-duanya adalah anak perusahaan K di Xorea., Dalam usahanya
Pr. T mengekspor baranyg yang langsung dikirim ke X di Pmerika Serjikat
atas permintaan H Ttd Hongkong. Harga pokok barany tersebut adalab
Rp. 100,

PP, T Indonesia selalu menagib H Lbtd dengan hwmlah Bp. 11G. Sedang H
Ltd Hongkong menagih X Bmerdika Serikat. Informasi yang dipercleh dari
Amerika Serikat memuniukan babwe X membell baranyg dengan harga Ep.
115, Eeterangan lsbibh lamiub menuwgjukan bahwa # Itd Hengkong hanva

Kajian Atas..., lka Retnaningtyas, FEB Ul, 2009



berupa Lebtbter Box Company i{reinveicing center), tanps substansi
bisnis.

Perlakoan perpaiakan -
Qieh karena tarif pajak persercan i Hsngkong lebihk rendah dari
Indonesia, maka bterdapat petunjuk adanya ussha Wajib Peajak untuk
mengalibkkan laba Eena padak dari Indonesia ke Hongkonyg agar 4i peroleh
penghematan pajak. Dengan memperhatikan fungsi ({(substansi bisnis) dari
H Ltd, maka perantaraan ifransaksi demikian (untuk penghitungan pajak)
dianggap btidak ada, sehingga harga jual oleh PT. I dikereksi sebesar
Rp. 68 (Bp. 175 « Rp. 11D},

Kelauw fungsi ¥ L3 adalah sebagail agen yeng pada umomnya mendapat laba
koter {komisi} 10%, maka untuk penghitungsn Pajak Penghasilan laba
sebesar Rp. 7% disleokagsikan sebagai berilut :

- untuk ¥ Lted = Rp.17,30 $30% x fp. 178,

- untuk P, I = Rp. 57,80 {Rp. 75 ~ Rp. 17,500 .

#arga jual olah PP, I yang wajar adalah Rp. 157,50 (kp, 17% - RBp.
17,50,

Agar sSupays pard pemerikss dapat melakukan pemeriksaan dengsn  efektif
ternadap kasus Tramsfer Pricipg, akan segera diterbitkan Petunjuk Pemeriksaan
Paizk Pada Kasus Transfer Pricing. Jika dalam pelaksanean sehari-hari Saudara
mnenghadapl kasus-kasus yang tidak dapat diselesaikan pada insztansi pertama,
nendaknya Saudara keonsulbasikan dengan Kanwil sebampat. Kalau dibutubhkan data
pambanding durid luar negeri maka permintaan hendaknys ditujuken ke Dirsktorat
Peraturan Perpazjakan. Helaniubtnya Direktoral tersebut akan melaksanakan
permintaan data dimaksud ke Negara yang bersangkutan. Prosedur permintaan
data dilakukan sesual dengan ketentuan pada Perjanjian penghindazan Pajak
Berganda yang berlaku.

pemikian vntuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknys.

DIREKTUR JENDERAL PAJIAK,

frputal

Drs,. MARTIE MUBAMMARD
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Lampiran 3 : §-429/P1.22/1998

, SURAT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR 5-429/P). 2271998
Tanggal 24 Dasamber 1998

IMBAUAN KEPADA WAJIE PAIAK YANG MELAKUKAN TRANSAKST MELALUX
ELECTRONIC COMMERCE

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Sepertl diketahul belakangan ini samakln marak transakst melalul indemet. Salkah satu
kegiatan bisnis yang mengandung potens] fiskal adalal penawacan prodoek-produk oleh
pengusaha, baiic dalam negeri maupun fparneger! meiaiut apa yang disebut dengan

Etectronic Commarcs. ’ i

Perusahaan memagang gafar katalen, termasul daftar hargs, & dalam suaty wel site
(kehadiran ol internat}, peianggan/calin pembel melakukan pemésanan melalul iternet
dan barang-barang diantar kepada pembeli secara langsung, pembayaran blsa dengan
tunal, transfer bank atau denpaa karty kredit,

Untuk mentaring potens! patak darl transaksl ¢l atas, hal-hal yang perlu Saudara iakukan
adalah sebagal berikub ¢

1. Melakiakan pelacakan eransaiksi melalel kempatar terhadap barang/jasa yang
ditawarkan {(browsling), yaits dangan caro melthat penawaran yang ada dalam
intarnet dan memastiken bahwa barang yang ditawarkan tersebut beredar dan
dimanfaatkan di Indonesla, Dengan demikian akas dapat diketahui keberadaan dan
domisHl penjual,

4. Menghimbau kepads wajlb pamk uniuk mencaniumkan NPWP pembefi dalam
purchase form pada intemet.

3. Menghimbau wajid pajak untuk membedian Point of Presence (lokast web} dalam
rangks moanitoring.

4. Mailkuokan pemeriksaan untuk mengult kepatchan wajil palak,

Ikamiklaﬁ%nnwk dapat dilsksanakan sehagalmana mestinys,

DIREKTUR,
itd
GUNADT
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Lampiran 4 : 8-702/P1.332/2006

SURAT
DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR S-702/93,.332/2006

Tanggal 24 Agustus 2006

LEGALITAS DOKUMEN DART TRANSAKSY E-COMMERCE

DIREKTUR JENDERAL PAIAK,

Behubunnan denpens surst Kepala KPP Surabaya Pabean Cantikan Romor: S
245/WPL L URP.O30 Y2008 tanggal D4 Mel 2006 perthal sebagaimanz dimaksud of atag,
dengan ind disampaikan beberaps hal sebagal bertkhot:

4. Dalam surst tersebut dikemukeksn behwa:

8.

d‘

Surst tersebur merupakan tindak laniut darl pertanyasn Wajih Paisk ¢7
HMS Thi tentang legalitas dan kegbashen dokumen dart transakyl ¢
cumimerce sebagal bukll pendukung transaksl vang dlakulken oleh Wailb
%3&& yang diakukan sgbaga! berikut:
Berdasarkan pesanan {order} darl pembell maialyl internet, Wailh
#atak melakukan download dan mencetak invoice dan biillag tanps
ditengkan! dengan tanda tangsn basah don fempel parusshasn
dart lawan trancaks! karena seluruh transakst dakukan tanpa
kertas {paperiess);

*  Belanjurnys Wajilk Pajak menggunakan buktl transakst a-
commerce vang mizh dicetak tersabut sebagal dasar manyusun
parbukaan perusahaan,

Untuk ranghindad kesslahan di kemudian had, Wajlb Pajak mananyakan
apakak dekumen transaks| e-commerce vang diiskukan dengan cara
sebagatmana diuralkan ¢i atas dapat digunakan sebagat bulkti legal vang
diakul oleh fiskus,

Kepala KPP Surabaya Pabean Cantikan berpendapat bahwa dokumaen
transaks! e-commerce tersebut dapat diakuwl sgpanjang secars material
dapat dibuktikan arus pembayarannya dan didukung bukti-buktl Slsnya,
“audara meminta penegasan leblh fanjut mengenal hal tersebut sebagat
Jawaban resmil kepada Wajlb Pajak. Sebagai bahan kelengkapan, Sautdara
melamipirkan conteh dokumen Involce dan pendukung lalnnya darl
transaksi g-commerce.

2. Dasar Hukum

Z.3. Undang-undang Nomoer & Tahun 1983 fentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan sabagalmana telzh beberapa kall dlubah terakhlr dengan Undang-
undang Nomor L6 Tahun 2080 antara {ain mangatur;

ER Passl 1 anpgka 26 ¢
Parnbukuan adolah sustu Droses pencatatan yang dilakuken secara
reratur untuk mengumoulkan daty dan Informast keuangan yang
matiput] harla, kewaliban, modal, penghastian dan bleya, serta jumizh
harge perslehan dan penyershan barang atau 1asa, vang dititup
dengan menyusun laporan keuangan berupa nerscs dan laporad rugl
laba pada setizp Tahun Pajak berakhir,

B. Pasal 28
Avar {1, Wailb Pajak orang pribad] vang maelaiadan kuglaban usaba
atau pekerizan bebas den Wajlh Pajak badan 4 Indonesia, waillh
menyelenggarskan pembukuan,
Ayat {3), Pembukuan atau pencatatan tersebul harus ¢iselpngoaraken
dengan memperhatikan Tikad balk dan mencerminkan Readoan atan
kegiatan usshe yang sehenamya.
Ayat (4], Pembiukuan atau pencatatan harus dissienggarakan di
Indonesia dengan menggunakan hurof Latin, angika Aral, satuan mata
uang Ruplah, dan disusen dalksm hahasa Indonesia atau dalam hahasa
aslng yang diizinkan oleh Menteri Kausngar.
Ayat (B}, Pernbukuan diselenggarakan dengan prinsln tast asss don
dengan staise! akrual atau stelsel kas.
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Lampiran 4 (lanjutan): 8-702/PJ.332/2006

Ayat {8), Perubahan terhadap metode pembukuan dan atay tabun
buku, harus mendapat persetujuan dard Direldur Jendera) pajak,
Aver {71, Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari cataten
mangenat harta, kewafiban, modal, penghasiian dan Disye, serta
peniialian dan pembeiian, sehingga dapat difitung besarnyd palek
vang terutang,

¢, Penjelasan Pasal 28 syat (7}
Pangertian pembukuan telah diagur dalam Pasal £ angka 28,
Pengaturan dalar avat inl dimaksudkan agar darl pembukean
tersebut dapat dihitung besamya pajak yang terutang. Selaln dapat
dibitung besarnya Pajak Penghasitan, pajak-palak lainnya juga harus
dapar dihitung darl permbukuan tersebut, Agar Pajak Pertambahan
Nliai dan Pajal Penjualan atas Barang Mewah dapat dihitung dengan
besar mizke sembulkuan harus mencaiat juga jumlah harga perolehan
atau nlisl impor, Jumiah harga jual atad nilal ekspor, jumiah harga
Jusl dari Bareng vang dikenakan Patak Perduaian atag Barang Mewah,
Jumiah pembayaran atas pemanfaatan SBarang Keneg Pajak tidak
Lerwuiud darl luar Daereh Pabean ¢ dalars dagrah Pabean, jumlah
pajak masukan yang dapat dikreditkan dan yang tidak dapar
direditican, Dengan demikian pembukusn harss diselenggerakan
dengan are atau sistem yang lagim dipakat 4 Intonesia misainya
berdasarkan Standard Akuntanst Keuangan, kacusl peratiran
pururddang-undangan perpalakan menentukan lain,

4. Pasat 28
Ayat {11}, Buku-huku, catatan-catatan, dekuman-dokamen vang
mieniac dassr nembukuan atau pencataian dan dokamen iain wallb
disknipan selama 19 {sspuiuk} tshun 4 Indansgsis, vaktu di tempat
kaglatan atay dl emoat tinggsl hagl Wajily Pajak geang pribadi, atau
di tempat kedudukan bagi Wajlb Paiak badan.

2.2, Undang~undang Nomeor 8 Tahun 1997 tentang Dokuwmen Perusahaan, antara
sl merngature:

. Pasal 1
Dalam Undang-undang ind yang dimaksugd dengan ;

1. Perusahzan adslzh setlap benbuk usaha yvang melakukan
kegiatan secara tetap dan terus maneras dengan tuflan
mampareieh keuntungas dan atau laba, halk vang
diselenggarakan cleh orang perorangan maupun badan usaha
vang berbentuk badap hukum stau bukan badan hukum,
vang didirikan dan berkedudukan dalam wilgyah Negara
Republik Indonesia.

2. Dakumnmen perusshaan adeiah data, Uptatan, dan stau
keterangan vang dibuat dan atau dherima oleh perusshaan
dalam rangka pelaksanaarn keglatannya, batk tertudls di slas
kertas atsu sarana fain maupun erekam datam bentuk corsk
gpapun yang dapat dihat, dibaca, stay didengar.

3. Jadwal retenst adalah Jangka wakty penylmpanan dokumen
perusahaan yang disusun dalam suaty dafter sesual dengan
jenis dan nilal kegunaannya dan dipakal sebagal pedaman
pemusnahan dokumen parusahaan,

£ Pasal 3
bokumen keuangan terdiri dari Catatan, buktl pembukuan, dan data
pendukung administrast keuangan, yang merupakan bukti adanya hak
dan kewallban serta kegiatan ugaha suatu perusshaarn.

2. Pasal 4
Dolasnen Blonye terdld dar! data atau seblap bilsan yang heris)
ketorangan yang mempunyst nllai guna bagl perusahasn meskipun
tidalk terkait langsung dengan doekumen keusngan,

R Paszl
Latatan terdint dar] neraca tehunan, perbitungan iebs rugl tshunan,
rakening, jurnal transaksi harisn, atay setiap tullsan veng beris
katerangsn mengenal hak dan kewatiban serta hal-hal iain vang

Kajian Atas..., lka Retnaningtyas, FEB Ul, 2009





